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'PRANATA ASURANSI PERTANIAN

Untuk mengatasi dampak pelemahan eko-
Pemerintah meluncurkan sejumiah paket
termasuk Paket Ekonomi Ill, pada Rabu,
7 Oktober lalu. Paket ini dimaksudkan melengka-
pi dua paket yang sudah diumumkan sebelumﬁ\'/a._
' -Salah satu kebijakan yang menarik discermati dari

‘nomi,
ekonomi,

paket ini ialah asuransi pertanian. Seperti diberita-.

kan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan
. skema_asuransi pertanian, sebuah skema yang di-
‘yakini dapat menjamin-daya beli petani. Dikabarkan

pula, OJK telah berkoordinasi dengan Kementerian -

Pertanlan Kementrlan BUMN dan Perusahaan Asu-

: _ran3| BUMN (Konsorsmm) merancang skerna Asu-:
ransi Pertanian. Skema yang-akan dlterapkan adalah:

* Asuransi Usaha Tanl Padi yang 20 persen premlnya
dibayar petani dan 80 persen dibayar Pemerintah.

Ketua Dewan OJK Muliaman Hadad mengatakan_

bahwa kebuakan tersebut merupakan |n|5|at|f OJK
bersama Pemerintah” untuk terus berupaya mendo-
rong perekonomlan nas:onal kembali ke jalur per-
tumbuhan yang sesuai dengan rencana Pemerintah
dalam mendorong kesejahteraan ‘
tetap menjaga stabilitas di sektor keuangan {koran-
jakarta.com, 9/10).

Dengan pranata -asuransi tersebut, ‘bukan

hanya Pemer'intah _qlan QJK tetapi kita pun be_rharap_
petani dapat terlindungi secara finansial jika terjadi-

gagal panen, dan yang lebih penting ialah menjadi-
kan mereka layak mendapatkan kredit pertanian dari
lembaga perbankan (bankable}. Lebih jauh, pranata
" asuransi pertanian tersebut dlharapkan berdampak
positif bagi petanl
‘ pendapatan dan peningkatan produksr pertanlan

' Kendati perlldungan asuransi itu baru seba-
tas pada komoditas padi, fangkah tersebut disam-
but positif kelompok tani. Bagalmana pun, dengan

dlgullrkannya asuransi pertanian maka risiko yang’

menghantui petani, seperti gagal panen yang dise-
babkan oleh cuaca atau alam. s‘epefti musim keke-
ringan, dapat dimitiga_éi.' Dan, meskipun dana yaﬁg
disediakan untuk asuransi pertanian itu baru sekii-
tar R‘p150 miliar, adanya asuransi tersebut diya-

rakyat dengan |

antara lain berupa stabilitas

. kini cukup membantu petani. Pasainya, jika terjadi

gagal panen yang dlaklbatkan oleh . kejad|an yang

- termasuk di dalam ranah tanggungan produk asu-
‘r_an5|, maka kerugian petani tidak terlalu besa.r. Pre-

mi asuransi dari Pemerintah sebesar Rp150 miliar
tersebut dipakai untuk melindungi enam ju‘ta hek—'

‘tare lahan petani Jlka gagal panen.

Kita menyebut kebuakan ini sebagal pranata
atau institusi yang menandai pendekatan baru ne-

' gara terhadap sektor pertanian dan petani itu sendlrl

Wacana seputar asuran3| pertanlan demlklan pula
dengan bank pertanian— sebetulnya sudah menge-
muka beberapa tahun silam.. Perlahan tapi pasti

§ harapan itu ‘mulai menunjukkan wu1udnya Pada era
" pemerintahan Jokowi- JK, sektor pertanian memang
‘mendapat perhatian yang semakln besar. Kendati ke-

berp:hakan kepada pertaman dan petani lokal itu ma-

-sih kerap diusik oleh isu-isu |mpor pangan, komitmen

Kementerian Pertanian untuk mengutamakan petani

" dalam negeri patut diapresiasi. Belum lama ini, Men-

teri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan bahwa
upaya Pemermtah terus menekan impor pangan dari
berbagan negara mampu menghemat belanja negara

"~ hingga Rpb56 triliun, Indonesia, menurut Menteri Su-
 laiman, bahkan berhasil - membalikkan keadaan dari-

pengimpor pangan menjadi pengekspor jenis pangan
tertentu, seperti kacang hijau, cabai, bawang merah
dan putih, dan jagung. o

Pertanian. memang pyerlu dikembangkan de-.
ngan menghadirkan negara. Tandanya ialah adanya
kebijakan yang memihak. Tujuannya tiada lain iatah
te_rbiptanva kemandirian pangan yang kita dam-
bakan. Pranata asuransi pertanian ini merupakan
salah. satu-bukti konkret makin eratnya relasi an--

tara negara dengan pertanian. Hal ini tidak‘ha_nya
penting untuk mendorong perwujudan kemandirian - |-
pangan, tetapi sekaligus pula menegaskan bahwa 1

pertanian- merupakan mesin pendorong kemajuan .
negara-bangsa. Semakin maju dan makmur sebuah
negara-bangsa, semakin baik. pertaniannya. ,

R [*9]
Jakarta, 15 Oktober 2015
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" EKSPOR SEPTEMBER 2015 MENCAPAI USD12 5 MILIAR '
Jakarta, 15 Oktaber 201 5 {Business News}

1. Ekspor Migas dan Ncmmlgas .
' -Ekspor Indonesia pada September 201 S menurun 1, 55 persen dlbanding Agustus 2015, yaitudariUSD12, 726 8
juta menjadi USD12.528,9 juta. Sementara itu, dlbandlngkan dengan September 2014, ekspor menururi 17,98 persen.
Penurunan ekspor September 201 5 disebabkan oleh menurunnya ekspor migas 5,20 persen dari USD1.530,2
juta menjadi USD1.451,3 juta, demikian juga ekspor nonmigas turun 1,06 persen, yaltu dari USD11.195,9 juta menjadi
. USD11.077,6 juta. Lebih lanjut penurunanan ekspor migas disebabkan oieh menurunnya ekspor minyak mentah 5,24

persen menjadi USD688,0 juta ekspor hasil minyak turun 24,05 persen menjadi USD107,7 juta, sedangkan ekspor gas

turun 1,69 persen menjadi USD755,6 juta. Volume ekspor migas September 2015 terhadap Agustus 2015 untuk min-
" yak mehtah naik 3,06 persen dan gas naik 0,85 persen, sedangkan hasil minyak turun 14,91 persen. Sementara itu,
- harga minyak mentah Indonesia di pasar dunia naik dari USD42,81 per barel pada Agustus 20156 men}adl USD43 13
per barel pada September 2015.

Nilai FOB (Juta USD} Ekspor Indonesm dan Persentase Peruhahan (A%)

o 2014 : 2015 - - A% Peran (%)
Uraian .September .  Jan-Sept  Agustus September ~  Jan-Sept - y-ony m-on-m y-ony Jan-Sept

) ) : : : g _ Jan-Agst ~ 2015

(& I I R .4 @ “(4) - CB) . (6) o @ 2 10
Total Ekspor 152758 132706,2 127268 125289 . 1150734 . -17,98 .55 13,29 100,00
Migas. =~ 26226 234022 15309 - 14513 143738 4486, - -520  -38,58 12,49
Minyak Mentah - 10851 . .7 189,4 620,86 588,0 50512  -44,27 . 5,24 . 29,74 4,39
Hasil Minyak 3074 28006  141.8 107,7 . . 14936  -64,96 24,065 -48,87 1,30
Gas 12601  13412,2 768,5 755.,6 78288  -40,04,  -1,69 41,63 . 6,80

Nonmigas  12653,2 1093040 - 111959 110776 1006998  -12,45° -1,06 787 ' 8151

2. Eksper Nonmigas Menurut Golongan_ Barang HS 2 Dijit

" Penurunan térbesar ekspor. honmigas September 2015 terhadap Agustus' 2015 terjadi pada mesin-mesin/
pesawat mekanik USD98,0 juta (18,18 persen) sedangkan pemngkatan terbesar pada perhlasan/permata sebesar

UsSD127.4 juta {29, 49 persen)

N|Ia| FOB (Juta usD) Ekspor Nonmlgas Beberapa Golongan Barang HS 2 Dijit
dan Perubahannya Al

Agustus - September

Golongan Barang {HS) B . Agustus September A A% : ; Peran (%)

: ' B ' 2014 2016 A% 2015

4 ) i .

{1) oL o s(2) {3} 4) : (5) © 18 {n {8) 9

1. Bahan bakar.mineral (27) 1279,9 1195,8 -84,0° -6,56 16 200 8 -12500,2 -22,84 12,41 -
2. Mesin/peralatan listrik {85} ’ 715,2 764,0 - 48,8 6,83 - 7310,1- 6418.2 -12,20 ‘ 6,37
3. Perhlasan!permata 71 o 4319 559,3 1274 29,49 34836 46191 32,60 4,59
4. Karet dan barang dari karet {40} 569,2 -.507,3 -61,9 ' . -10.86 5599.3 " 4 583,0 -18,15 4,55
5. Kendaraan dan bagiannya {87) . 508,0 - 5605 62,5 10,32 - 37855 42224 11,54 4,19
6. Mesin-mesin/pesawat mekanik {84} 539,4 ) 441,94 98,0 ’ -18,18 45024 3978,7 -11,70 3,25
7. Kopi, teh, rempah-rempah (09) . .300,6 2531 47,5 -15,79° 1324,9 _ 17034 28,57 1.69
8. Benda-benda dari besi dan ba}a (73) 2147 251,1 .36,4 16,96 1 584,4 .159495 0,66 ‘ 1,68
9. Timah {80) ‘ 0,0 - 954. 954 250154,96 1417,6  952,2 -32,83 0,95
10.Alum|n|um (73_) ' S ,_77,9'. 35,6 -42,3 . -54,34 ' 473,2- 406,8 -14,03 0,41
Tutal 10 Golongan Barang | . 46368 4663.6 . 26,8 ' 0,'58‘ 45 681,8  40.975,9  -10,30 40,69
‘Lainnya s . 65591 -6414,0  -145.1 -2,21 '63622,2 597239 6,13 - 59,31

Total Ekspor Nonmigas : ‘ 11 195,9. 110776 -118,3 -1.06 109 304,0 100 6938 -7,87 100.00
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3. Ekspor Non ml;gas MenurutNagéra Tujuan. Utal;n‘a'l'

r
.

Ekspor nonmigas Indonesia pada September 2015 ke Amerika Serikat, Jepang dan Tiongkok masing-masing
mencapai USD1.282,7 Juta UsD1.092,1 juta dan USD1.051,1 juta, dengan peranan Ketiganya mencapal 30,93
persen.

Peningkatan ekspor nonmlgas September 201 5 jika dibandlngkan dengan Agustus 201 5 terjadl ke sebagian
besar negara tujuan utama, yaitu Korea Selatan USD79,9 juta (15,34 persen); Tiongkok USD60,4 juta (6,44 persen); '
* Amerika Serikat USD48,2 juta (3,63 persen); Jerman USD 32,5 juta (13,43 persen); Thailand USD25,0 juta (6,32 .
persen); Malaysia USD9,6 juta (2,01 persen}; serta ltalia USD2,6 juta {1,72 persen). Sebaliknya, ekspor ke Belada
naik USD83,7 juta (42,53 persen); India USD59,6 juta {7,70 persen); Jepang USD44,9 persen); Australia USD37,8
juta (11,76 persen}’ Singapura USD16,8 juta (2,32 persen} serta Taiwan USD4,9 juta (1,49 persen). Sementara
ekspor ke Uni Eropa (27 negara) pada September 2015 mencapai USD1.214.,4 juta. Secara keseluruhan total ekspor’

ketiga belas negara tuluan utama di atas turun 0,14 persen. .

Nilai FOB (Juta usD) Ekspor Nonmigas IndoneSIa Menurut Negara Tu1uan _' .
dan Perubahannya (4)

Januari - September

Negara Tujuan Agustus - September A A% ’ . > Peran (%}
| ' 2015 2015 | . 2014 2015 A% 2015
m : @2 3 @ ®m e 7 (8) )
ASEAN . 23581 23163 39,8 -1,69 21599.,1. 20643, 443 ' 2050
1 Singapura 721,3 - 738,1 . 16,8 2,32 75911 - 6 580,8 -13,31 . 6,54
2 Malaysia 4751 465,5 96  -2,00 - 47804 47574 . 048 4,72
3 ' Thailand 39,3 371.3 -25,0 -6,32 © 38281 3 543,1 -7.45 3,62
ASEAN Lainnya . - 763,4 7414 °  -220 -287 53935 57618 - 671 572
Uni Eropa o 12290 12144 146 -1,19 12677.8 112200 - -11,50 11,14
4 Jerman 242,0 209,5 -32,6 -13,43 2155,9 2008,2 -6,85 1,99
5 Belanda 197,0 280,7 - 837 4253 28834 25813 10,48 2,56
8 |lalia . 1563,7 181,1 2,6  -1,72 1749,8 1486,7 -15,09 - 1,48
" Uni Eropa Lainnya 6363 5731 63,2 -9,94 58888. 6 144,8 12,63 BT
Negara Utama Lainnya 5 439,7 . 5.398.,4 41,3 -0,76 54 352,6 49 805,‘0 . -8,37 49,46
7 Tiongkok 11115 1081, 60,4 544 125812 9918,3 21,17 9,85
8 Jepang © . 1047,2 1092,1 . 44,9 429 107142 = 98717 -7.88 9,80
9  Amerika Serikat 1330,9 1282,7 -48,2 . -3,63°  11869,2 116138 -2,15 11,64
10 India - . 7740 . 833,6 . 59,6 7,70 90333 88440 -2,10 . 8,78
11 Australia . '321,3 259,1 .- 37,8 11,76 - 28532 2 363,9 17,15 2,35
12 Korea Selatan - 521,2 4413 . 79,9 -16,34 - 42841 42302 1,26 - 4,20
- 13 Taiwan ' 3336 - 3385 49 1,49 30174 2983,1 -1,80 2,94
Total 13 Negara Tujuan’ - 76251 ‘76146 - -1056 0,147 773413 70 761,5 851 = 70,27
Lainnya’ S 35708 34630 107,86  -3,02 319627 29 938,3 6,33 29,73

| Total Ekspor Nonmigas = 111969  11077.6 -118,3  -1,06 1093040 100 699,8 7,87 100,00

" Sumber : Badan Pusat Statistik
| (BN }
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| IMPOR SEPTEMBER 2015 SEBESAR USD11 51 MILIAR

Jakarta, 15 Oktober 201 5 {Busmess News)
. Impor Mlgas dan Non mlgas

‘Nilai |mpor Indonesm September 2015 sebesar USD11. 511 7 juta turun USD887 5 Juta (7,16 persen)
dibanding Agustus 2015. Penurunan terjadl pada.impor migas dan nonmlgas yaitu USD195,8 juta (9,29 persen)
dan USD691,7 juta (6,72 persen). Sementara itu, penurunan impor migas dipicu oleh menurunnya nilai impor minyak
UsSD187, 4 juta (14,55 persen) dan gas USD75,5 juta (41,14 persen. Seballknya nilai impor minyak: mentah naik
USD6E7,1 juta (10,54 persen.

Kumulatif nilai impor Januari- September 2015 sebesar USD107 942.2 juta atau turun USD26 432 5 Juta
(19,67 persen} dlbandmg periode yang sama tahun sebelumnya Penurunan terjadi pada impar migas dan nonmigas

masing-masing USD13.608,3 juta {41,21 persen) dan USD12.824,2 juta (12,65 persen). Lebih lanjut penurunan:

impor migas disebabkan oleh turunnya seluruh komponen migas, yaitu minyak mentah USD4.053,2 juta (39,29
persen); hasil mlnyak usDS. 680 1 ]ute (42,65 persen), dan gas UsD875, 0 juta (37. 19 persen)

) Perkembangan Nilai Impor (Juta USD) dan Perubahan
Januarl - September 2014 dan 2015

Psrubahan (%) Peran thd

© 2014 : 2015 : :
: ‘ _ Sept’'15 Sept’15  Jan-Sept"15 Total Impor
Uraian C September Jan-S_ep.t Agustus ’ Sept Jan-Sept thd thd thd Jan-Sept'15
' o ‘ E . Sept'14 Agst'15 JanSept14 (%)

. i1) : @ ) @ - is) (6] {7) 8 (9 {10)
Total - 147932 1183828,6 10 081,82 12 269,0 96 3003 -17,06 21,88 | -18,96° 100,00
“Migas - ' 33993 29368,2 22943 2108,0 174993 -37,99 8,12 -40,41 18,17
".- Minyak Mentah 1 128,7 9 441,2 708,7 . 636,4° bBE60,1. . -43,62 .-9.95 | -41,11 - 5,77
- Hasil Minyak ' 2042,7 17829,2 14360 12881 105694 = -3694 -10,30 -40,72 10,98
- Gas : ; 227,89 20978 1516 - 1835 13698 -19.48 21,04 -34,70 1,42

Nonmigas - L 11 393,98 89 4604 77876 10161,0 78 801.0 -10.82 30,48 -11,92 81.83

2. Impor Nonmngas Menurut Golongan Barang HS 2 Dljlt

NI|EII impor nonmlgas Indonesm September 2015 mencapar USD9 599,5 juta. Dilihat darl perkembangan
terhadap Agustus 2015 diketahui bahwa peningkatan terbesar dialami oleh golongan kapal terbang dan bagiannya
sebesar USD87,1 juta {230,42 persen}. Diikuti oleh serelia USD 77,2 juta {39,98 persen); bahan kimia anorganik
USD31,8 juta (27,87 persen); Mesin dan peralatan listrik UsD21,8 juta (1, 72 persen) dan gula dan kembang gula
USD17,0 juta (15,45 persen).

oo Sementara itu golongan barang dari besu dan ba;a mengalamr penurunan tertinggi sebesar USD130,6 !
juta atau 30,55 persen. Golongan barang yang mengalaml penurunan berikutnya, vaitu, golongan senjata/amunisi |

USD1086,5 juta (96,16 persen), kendaraan bermotor dan bagiannya USD81,2 juta (15,86 persen); perhiasan/per-
mata USD70,9 juta (91,72 persen)}, serta plrastlk dan barang dari plestlk USD63 2 juta (10,19 persen).

- Nilai Impor Nonmigas Beberapa Golongan Barang Utama HS 2 Dljlt
Januarl - Agustus, 2014 dan 2015

Milai CIF (juta USD) : " Perubahan Peran thd'

. ) . - * Sept 2015  Sept 2015 Jan-Sept’15 - Total Impor
Golongan‘sarang (HS) Agustue  Saptember- Jan-Sept  Jan-Sept thd ‘thd thd Nonmigas

' 2015 ‘2016 2014 2015 Agst 2016 ' Agst 2016 Jan-Sept'14 Jan-Sept'15

- . . " (Juta USD) %) (%) (%)

1 _ 20 3) N 16), - (7 (8l )]

. Mesin dan peralatan listrik (85) 12647 12865 130383 114714 21,8 1,72 -12,02 - 12,98 .

. Plastik dan barang dari plastik (39) 6200 . 5568 57741 51373 63,2 -10,19 -11,03 5,80
. Kendaraan bermotor dan bagiannya 187} - 511,9 - 430,7 ° '4850,2 42028 81,2 1588 . -13.35 4,75
. Barang dari besi dan baja {73) . 427,65  '296,9 3215,1 28404 -130,6 - -30,65 -11,65 32
. Serealia (10} . o T 193,1. - 2703 25582 22641 77,2 39,98 - -11,50 2,56
. Bahan kimia anorganik {28} .M 145,9 13833 124586 31,8 2787 . - -8,83 1,41

Business News 87635/16-10-2015
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7. Gula dan kembang guia (17} | _ 10,0 127,0 . 12451 10962 17,0 - 15,45 -18,50 1,24

| 8. Kapal terbang dan bagiannya (88} © 37,8 124,9 480,2 5904 87,0 : 230,42 22,85 0,67
9. Perhiasan/permata (71) . . ‘77,3 . 6,4 65,7 332,1 -«70,9 - -91,72 405,48 0,37
10. Senjatalamunisi (93} : 3 108,5 20  '340,3  190,1  -106,5 . -98,16 - -44,14 0,21
Total 10 Golongan Barang - o 34649 32474 330305 293704 2175 . -6,28 11,08 33.18
Barang Lainnya - ' 68263 63521 683244 591603 . -4742 . -6,95 1341 66,82

_Total Impor Nonmigas . - - 10 291.2 9 599,5 1013549 885307 -691,7 -6,72 -12.85 100,00

3. Impor Nonmlgas Menurut Negara Asal Barang Utama

. Imper nonmigas darl tiga belas negara utama September 201 5 sebesar USD7.638,1 juta atau turun USD5E87,2.
juta (7,14 persen) apabila dibanding Agustus 2015. Kondisi tersebut disebabkan oleh turunnya nilai impor dari be-
berapa negara utama seperti Singapura USD233,9 juta (25, 35 persen), Jepang USD113,2 juta (9 77 persen) dan
Malaysia USD69,1 juta {15,47 persen).

\ Sementara .itu jika dibanding' periode yang sama tahun sebelumnya ‘impor Januarl - September 2015

dari tiga belas negara utama turun 13,16 persen (USD10.729,6 juta). Penurunan. ini terutama disumbang oleh Je-
pang sebesar USD2.789,3 juta (21,48 persen) Thalland uUsD1.318, 8 Juta {17.78 persen) dan Singapura sebesar
USD1 048 5 juta (13 64 persen)

Nilaj Impor Nonmlgas Indonesm Menurut Negara Asal Barang Utama dan Perubahannya
Januan - September, 2014 dan 2015

Nilai CIF {Juta USD) L . "Perubahan " Peran thd

_ - - - Sept 2015 - Sept 2015 Jan-Sept’15  Total Impor- -
- Negara Asal (HS) Agustus -September - Jan-Sept Jan-Sept thd thd thd = Nonmigas
: 2015 - 2015, 2014 2016  Agst 2015  Agst 2015 Jan-Sept’14  Jan-Sept’15
: ' {Juta USD) {%) C%) (%)
5 | I A | IR = | B ¥el) - (B) -] 7 -8 (9
ASEAN 23999 2 051,5_ 22540,6 194683 -348,4 1452 - 1363 - 21,99
1 Singapura 922,7 = 6888 - 76848 6 636,1 - -233,9 -25,35 13,64 7.50
2 Thailand : 686,8 691,27 419,2 6 100,4 . 4.4 © 10,64 . 217,78 6,89,
3 Malaysia . - 446,6 377,5 4 355,5 37539 69,1 -15,47 ' 13,8t 4,24
'ASEAN Lainnya - 343,8 2940 3081,3 29779 -43,8 -14,49 . -3,36 3,36
Uni Eropa-  1036,3 969,2 95832 8 484,8 -67.1 . 8,47 . -11.46 9,58
4  Jerman - - 299,8 2743 3107.3 = 26045 -25,5 851 . . -16,18 2,94
5 Belanda 1038 54,6 653,3. . 586,6 48,2 . -47,40 . -10,21 . 0,66
6 ltalia © T 1831 109,2 13540 10578 | -43,9 -28,67 -21,88 1,20,
"Uni Eropa Laihnya 4796 . 531,1 44686 - 42359 ° 51,6 . 10,74 5,21 - 4,78
Negara Utama Lainnya 56125 54425 .56968,0 50 073,0 170,0 3,03 -12,10 ' 56,56
7 Tiengkok 2611,7 24817 224143 214942  -300 - 1,99 . 410 . 24,28
8 Jepang 1158,3 10451 12988,2 1019889 -113,2 © 9,77 21,48 - 11,52 -
9  Amerika Serikat 585,3 5871 - 6189,3 65749 - .- 18 - 031 993 - . 6,30
10 Korea Selatan 4993 - 5215 b 750,4 47941 . 22,2 445 16,83 : 541
11 Australia 401,1 '359,0 4066,5 3 566,2 -42,1 . -10,50 -12,30 4,03
12 Taiwan 7 246,8 240,8 27342 2 388,1 . -6,0 2,43 -12,66 2,70
13 India ) 1210,0 207,3  2825,1 20566 2,7 - -1,29 27,20 . 232
Total 13 Negara Utama 82253 76381 81541,9 708123 . -587,2 C .74 13,16 79,99
_Negara Lainnya 20659 19614 198130 177184 1045 . 5086 - -10,57 " 20,01
. Total Impor Nonmigas  10.291,2 95995 .101354,9 88 530,7 -691,7 6,72 12,65 - 100,00
Sumbér : Badan Pusat Statistik " S Y '
: - (BN}

Business News 8765/16-10-2015




EKONOMI & BISNIS

INVESTOR TIONGKOK UNTUK INDUSTRI GARAM
DI NTT MENGAKU KERJA KERAS

Jakarta, 15 Oktober 2015 (Business News)

Beberapa calon investor asal Tiongkok pada in-
dustri garam di Provinsi Nusa Tenggara _'I'irhur {NTT) harus
‘mencari kabupaten yang kondusif, ferutama penyediaan
' lahan. Salah satu investor sémpat tertarik di kecamatan
Maumere, Kabupaten Sikka NTT. Birokrasi mulai dari
bupati, anggota DPRD sampai kepala desa sudah men-

janjikan lahan untuk budidaya garam. Tetapi masyarakat

sering punya pertimbangan lain, sampai akh1rnya investor
harus mencari kabupaten lain. “Kami sudah empat kali
 bolak-balik Maumere - Jakarta Pendekatan dan sosial-

isasi dengan kepala desa, camat, wakil bupati, (hasiinya)

okay. Mereka menjanjikan lahan 500 hektar, tetapi ketika
kami tinjau lokasi, hasilnya nihil. Kami kerja keras, karena

sudah terlanjur buat rencana investasi,” Wiramin Wong,
konsultan untuk investor Tiongkok mengatakan kepada -

Busmess News (15/10). :
" Sekitar 28 hektar yang akan uji coba di Mau-
mere pada.tahap awal akhirnya gagal. Sehmgga in-
‘vestasi juga sudah__ pasti. gagal. 28 hektar tersebut

merupakan lahan sekitar 25 kepala keluarga (KK). Ma- .

syarakat menganggap perkebunan kelapa masih men-

guntungkan ketimbang pengalihan lahan untuk budi-

daya garam. “Padahal, hitung-hitungan kamii, mereka
hanya jual Rp 1200 per buah (kelapa). Tetapi kami
tidak berhak untuk memaksa, dan terpaksa mencari
kabupateh lain.. Setelah konsultasi,
_lcamatan Rote Ndao. Perjalanan dari Kupang ke Rote

Ndao, sekltar ‘dua jam naik perahu boat. Kami pemm-:

] bangkan Jarak juga untuk investasi.”

" Sudah menjadi rahasia urum, untuk penjaja-
“kan dan survey inveStasi_’membu’cuhkan biaya. Misal-
kan kegagalan perhbukaan lahan garam di Maumére
tim ahli mengenai garam asal Tlongkok sudah menge-
luarkan biaya. Mlnlma1 mereka harus mengeluarkan
biaya tiket pulang pergi, dan akomodasi. di hotel. “Ka-

. kami harus mempefsiabkan bérbagai hal termasuk SNI
{standar nasional Indonesia). Produk garam termasuk
-untuk industri dan rumah tangga harus dengan SNI.”
Pada 'séat uji coba, investor juga mendatang-

kan teknisi di Rote Ndao. Hasilnya memang botensial,

‘ Kupang, Timor Tengah Selatan (TTS),
gah Utara (TTU), Alor, Flores Timur, Lembata, Ende,

kami melirik ke- .

termasuk penggunaan pléstik g‘eo membrame. Teknisi
menggunakan membrame'berUkuran 40 x 40 meter.
Tetapi karena investasi dengan skala besar, investor
butuh ratusan hektar. “Kami belajar dari kegagalan .
(rencana pembukaan lahan di.Maumere). Kami sem-

© pat tanya dulu mengenai status tanah. Kalau pejabat .

(daerah} pasti mengatakan ‘tanahnya milik negara’.
Tapi ketlka kami berhadapan dengan masyarakat,
mereka juga claim bahwa itu tanah mereka. Sehing-
ga kami harus betul- betul mencapai titik temu untuk

‘buka lahan.”

- Informasi yang dldapat ‘Business News,. bah-
wa 'Gubernur NTT sempat menyatakan bahwa potensi
'Iahan untuk - industri/budidaya géram mencapai seki-
tar 10.5492 hektar {Ha).'InVestor yvang berminat bisa
meh_gémbangkan industri garam pada 12 kabupaten. .
Sistem budidaya dengan pugas dan geo membram.
Potensi lahan garam tersebut antara lain Kabupaten |
Timor Ten-. |

Nagekeo, Manggarai, Sumba Timur, Sabu Raijua dan
Rote Ndao. Pemerintah provinsi NTT juga st._idah me-
nyampaikan rencana pengembangan industri garam
kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan {KKP)
dan Perinduétriah {Kemenperin). "Waktu uji coba, me-
mang ‘ada titik terang. Tim ahli dari Tlongkok sudah
melihat hasilnya, dan bagus Ada kristal pada peng-
gunaan membram.”

i ' Investor melihat bahwa mdustn garam di NTT

terutama Kupang masih jauh dari harapan. Semen-

tara pemerintah Indonesia, termasuk ambisi Menteri
Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berkali-kali

1 canangkan swasembada garam. Tetapi melihat fakta.

di lapangan, contohnya.Kupang, hanya tersisa satu pe-
rusahaan. “Setahu kami, setelah berbulan-bulan sur-.
vey di beberapa kabupaten di NTT, hanya ada satu

i 'pabnk di Kupang..Mereka mengolah pada pabrik kecil.
faupun akhirnya kami dapat lahan di Rote Ndao, tetapi . '

Setelah garam dltambah yodium, lalu di packing. Mer-
eka jual termasuk kepada pengumpul di Kupang. Ga- |
ramnya agak. sedikit (berwarna) coklat Mereka (petanl

i garam) di sana juga belum mengggunakan membram.”

Survey dengan hitung-hitungan . pada lah-

~an seluas 10 hektar, harus dikaitkan dengan resiko
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musim hujan. Karena b_udidaya' garam sahgat tergan-

~ tung dengan musim panas. Selama satu tahun, hasil

produksi mencapai 350 ton. Tetapi arigka tersebut
belum dipotong dengan resike musim hujan, yakni

4 - 6 bulan. Kalau beruntung, musim hujan hanya

berlangsung tiga bulan. “Industri garam di Kupang,
separo milik petani, separonya lagi milik per_nerintah.
Petani menjual kepada pemerintah. Tetapi yang dijual

garam yang belum masak. Kalau investasi kami berja-
lan lancar;, kami pasti menggUnakan membram. Tapi
kami juga punya tim riset.untuk antisipasi iklim. Masa
panen yakni ketika mulai proses penggaraman dan
masuknya air laut. Saat itu, lahan masih kering ker-

' ontang, Data produksi harus dikaitkan dengan masa
 musim hujan.”

(st

ITBC TINGKATKAN KERJASAMA
PENGEMBANGAN E-COMMERCE

Jakarta, 15 Oktober 2015 {Business News)

‘ Indonésia Taiwan Business Council (ITBC) -
Junior Chapter -akan terus meningkatkan materi talk
showldialog interaktif) yang melibatkan anak-anak
. muda, baik terkait dengan sector e-commerce’ mau-
pun yang lainnya. Sejak ITBC berdiri beberapa bulan
. yang lalu, PT Jababeka Thk dan TETO (7aipeh Eco-
normic and Trade Office} Indonesia intens mengadakan

-1 pertemuan, talk show, dan lain sebagainya. “Potensi

Taiwaq da-lar_n' konteks kerjasa'ma'dengan Indonesia
masih sangat besar. Bukan hanya sector IT finforma-
tion technology) tetapi juga yang lainnya. Kami masih

harus kerja keras untuk menggali po_tens_i ;-ke.rjasama .

in ',‘ sehingga ada kesempatan alih teknologi,” Alan
Ye, executive director ITBC mengatakan kepada Busi-
ness News {15/10).

Potensi -Taiwan semakin terbuka di Indo- |

nesia, sejak pemerintahan, mantan Presiden Susilo
-Bambang Yudhoyono (SBY} sampai Presiden Joko
'Widodo Bahkan Taiwan juga sebagai salah satu dari
94 negara yang mendapat fasilitas bebas' visa kun-
jungan singkat ke Indonesia. “Ini luar biasa, walau-
pun pemerintah Indonesia masih menganut kébijakan
One China Policy. Ibaratnya, step by step untuk ter-

us meningkatkan potensi kérjasama dan peluang in-

vestasi Indonesia ~ Taiwan.”

Talk show berjudul Indonesra E-commerce
Forum (10/10) merupakan serangkaian dari kegiatan
ITBC. Sebelumnya, talk show digelar terkait dengan
hukum égraria, pertanahfan, perikanan, property dan
kepemilikan untuk orang asing dan lain sebagainya.

“Tetapi baru kali ini, kami selenggarakan materi talk-
show terkait e-commerce. Sebagian besar peserta
adalah ‘professional muda asal Taiwan yang bekerja

- di Jakarta. Hanya sebagian kecil yang bisa berbahasa
Indonesia, sehingga talkshow disampaikan dalam ba-

hasa Inggris. Kalau menggunakan bahasa mandarin,
sebagian peserta adalah orang Indonesia‘yang tidak
mengerti. Sehingga kami mgmu_tuska'h bahasa Inggris

sebagai pengantarnya.”

Acara diselenggarakan pada han Sabtu den-
gan alasan kenyamanan terutama alasan lalu-lintas.
Sebelumnya, ITBC menyelenggarakan pada hari ker-
ja, sehingga banyak peserta yang terlambat. Mereka
mengeluh karena kemacetan lalu. Ii'nté's di sepanjang

"KH Mas Mansyur untuk sampai ke Gedung Menara
‘Batavia, tempat diselenggarakannya ‘talkshow ITBC.

“Kalau hari Sabtu, lalu lintas agak lenggang. Sehing-
ga peserta juga bisa datang tepat waktu, tidak ter-

’lambat, Pembicaranya juga tidak terlambat, sehingga

acara bisa berjalan dengan lancar dan nyaman.”
Ferry Tenka, CEO Bilna yang memberi pre-
sentasi mengenai e-commerce mengaku puas dengan
respons peserta. Ferry melihat bahwa potensi bisnis
e-commerce di Indonesia baru sekitar dua persen. Ka-

 lau pemenntah Indonesia serius, sektor e-commerce
- harus terus ditingkatkan. “Mereka {peserta)_antusms.

Mereka tanya hal-hal terkait aplikasinya, dan strategi
bisnis e-commerce,” Ferry mengatakan kepada_ Busi—

ness News (15/1 0)'

Bukti bahwa potensi e-commerce besar yaknl

_maraknya permintaan ojek berbasis aplikasi gadget. ‘i’ ‘

Sehingga, kendaraan ojek terus.meningkat dengan

1
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jenis ‘Iayanan yang berbeda. Walaupun jehis layanan
berbeda, tetapi

lel dengan pertumbuhan e-commerce. Faktanya po-
tensi e-commerce masih sangat minim,” kata Ferry
yang juga CEQ perusahaan e-commerce di indonesia.

Upaya Ferry untuk garap potensi e-commerce

di Indonesia awalnya pemasaran keperluan bayi di in-.

| donesia. Lalu -ca.kupanriya melebar sampai‘palda ber-

semuanya m_enggunakan aplikasi
gadget. “Pertumbuhan dan penggunaan internet terus -
meningkat. Harusnya {angka) pertumbuhannya paral-

bagan kebutuhén keluarga. Perusahaannya melayani
transaksi sekitar 700 item per hari. Pertumbuhannya
sekitar 15 persen. per tahin dengan pendapatan sam-
pai milyaran rupiah. Kendala mfrastruktur pengem-

-bangan e-commerce di lndonesua yakni pembayaran

online. Hal ini ada kaitannya dengan logistik terutama
pengiriman sampai ‘pada konsumen akhir. “Tetapi !
kami perlahan-lahan coba atasi, sampai dengan buka
gudang dan tim delivery tersendm Akhirnya, kinerja

PASARAN OBAT DAN
Jakarta-, 16 O-ktober 2015 (Busi‘na_s_s_ Newé}_

Sebagian grosir dan pengecer obat-obatan
bebas dalam dua {2} bulan terakhir agak menahan
diri dan enggan melakukan pe’nam_bahan stok obat/
vitamin, terkecuali butuh sekali, Menurut pedagang,
‘suasana kendor bisa berlangsung lama. Daya dan mi-
nat beli sebagian masyarakat mengalami penurunan,

sebaliknya nilai tukar’ Ruplah‘ter_hadap dolar AS yang

agak membaik, tapi kayaknya masih belum pasti.
Kurs Tengah atau JISDOR yang dipasang Bank Indo-
nesia masih turun/naik dari ‘Rp14.728,00[dolar {29
_ September 2015) lalu turun ke ‘Rp13.809,00/dolar
(8 Oktober 2015), akan tetapi bergerak naik menjadl
Rp13.557,00/dolar {13 Oktober 2015).

Karena sebagian besar bahan baku obat dan
vitamin masih impor, berarti biaya produksi obat dan
'vitamin masihtetap saja mapal. Pasokan obat tulang,

katarak; prostat dan vitamin merek tertentu masih’

tersendat. Bisnis di segéa_la bidang sédahg ‘mengalami
“lesu darah”, dunia usaha justru sedang membutuh-
'kan _banyak dana ség_ar untuk belanja barang, bahan

| baku dan biaya operasional.

i

Harga Maparr'l-l\'llacam-Obat' dan Vitamin

VITAMIN |
Pharmaton - Rp17.500
Scott’s Emulsion 37.000
:Seven Seas _ 36.000
Becombion 100 ml 17.800

Juvelon - ' S Co-

semakin baik.” lSLI
NI S
VITAMIN MENGENDOR

Natur-E - 17.500
Bio ATP . 24.500
Evion 200 70.500

* Vitamin {mata) _ ! 3.500
Neurobion 5000 mg 25.000
_Redoxon Efferscent 33.500
Sangobion 11.650
Dialon 35.000
Tonikum Bayer 27.000
Sakatonik - 20.000
Vitamin ‘A 10.000 SL

13.500

OBAT MATA
Rohto Cool/Reg
Insto/Visiene

13.050/10.000 . |
'~ 10.000/11.500

Tear Naturale 15 ml £55.000
- Leeters Cendo 26.750
Catarlen Cendo : _ 36.250
Glaoplus ! T 117.500
OBAT DARAH S
* Aspilet/Aspirin - 5.250/6.500
Ascardia 80 mg 10.500
Isoptin 80 mg 92.500
Prolic 300 mg 69.500
. Herbeser CD 100 © 88.500
OBAT DIAREIKONSTIPASI
New Diatab . 2.500 .
Entrostop 4.500
Bactam forte 8.500
Imodium 76.500
Norit

'13.250°
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OBAT ASMA

. Asmasolon
Mucopect dewasa -
Neo Napacin -

DIABETES MELITUS

Amaril No 1
“ . No 2
“ No3

“ No4 -

OBAT FLU/PILEK
- Refagan/Procoid -
- Bodrex 10 tablet
Panadol merah
“  biru
“  hijau
" Biogesic/Neozep
Mixagrip/Mextril
~Paramex/Saridon
Decolgen/Sanaflue
Inza/Oskadon

Penguat Tulang
Hi-bone

ANTIBIOTIK/SEJENIS

~ Sanprima Forte
Cefat500mg
Ternormin 500 mg
Amoxilin 500 mg
Rovamicyn 500 mg
Baguinor forte

~ Ostelox 15 mg
Velocef 500 mg
Tetrin 500.mg

OBAT LAMBUNG. -

Promag {10 tab)

Socid {tablet)

Mylanta 150 ml
Rennie

Gastridin

Rantin 150 mg

' OBAT BATUK
Vick's {s/m}

12.500

2.000 -

52.250
2.000

27.500
. 50.000
© 62.500

72.500

3.500
3.000°

6.000

- 5.000

- 8.600
2.000 .

12.000

2.000/2.550

3.000

2.000 .

87.500

Rp24.600 -
~100.000

. -115.000
- 5.000
'54.000

132.000

71.500
~ 26.500
10.500

5.000.
74,500

30.000°

~69.000
© 45.000
45.000

©6.000/14.000 |

~ Wood’s {m/l)
Bronchicum 100 mi
Laserin- 110 ml
Sakatonic

Bisolvon Elex 1000 |

ANTI LIPID
Lipitor 20 mg
Cholestat 10 mg
Simvastatin 20 mg
Crestor 10 mg

~ Pro Uric '

ANTI NYERI
Cataflam 50 mg

_ Scanaflam 50mg
Neuralgin 500mg’ .

Euphylin
Dowmil
Ponstan

HIPERTENSI
Clarinase =
Primperan

- Tensivask 50 mg

Norvask 5mg
Zestril 5 mg
Tenormin 50.mg
Prepulsid -
Capoten 25 mg
‘Micardis 40 mg

BALSEM

Harimau,

Geliga (b)

Lang (b} .
Counterpain 30 mg

~ Counterpain 60 mg

PELANCAR KENCING

Lasix- .
Avodart {(prostat,10)
Harnal {prostat,14}

" PENURUN PANAS
Tempra sirup
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15.000/26.500
23.550
11.500
20.000
27.500

175.000
. 40.000
15.000
. 232.500
- 38.500

' 56.000
20.500
5.000
20.000 |-
34.500
24,250

55.000
13.000

~ . 58.500
60.000

- 118.500
115.000 =
29.550
38.950
166.750

i

16.500
. 9.550

4.850
17.500
29.500

46.500
93.500
185.000

35.500

(A) |
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" BANTU PENGUSAHA MAINAN EDUKASI |
PEMERINTAH PERLU PERMUDAH PROSES UJI PRA SNI

Jakarta, 15 Oktober 201 b (Busfness News)

“Guna membantu pengusaha mainan edukasi
- memperoleh ‘Standar Nasional indonesia {SNI) mainan
anak yang sudah diberlakukan secara wajib, se]ak bu-
lan Oktober 2014, pemerintah perlu mempermudah
proses pengurusan produk tersebut, dilakukan pehgu-
jian oleh lembaga sertifikasi produk. Tetapi menurut

Dhanang Sasongko,‘éélaku‘ Ketua Asosiasi Penggiat

- Mainan Edukatif dan Tradisional Indonesia {Apmeti),
| kemudahan tersebut dibatasi masanya hanya berlaku
. dua tahun saja. '

“Tujuannya supaya: Ieblh banyak pengusaha'

mainan edukasi yang rata-rata berskala kecil dan

mené,ngah, dapat memiliki SNI wajib. Selama masa
-dua tahun itu juga, mereka diwajibkan memenuhi ke-
tentuan yang dipersyaratkan oleh lembaga sertifikasi
penguii dan laboratoriumnya, sampai-akhirnya mereka
. dapat menyandang SNI waji'b,‘jelésny,a‘ saat dihubungi

Business News, (14/ 10).

Saat ini dari sekitar 40 perusahaan anggota
Apmeti, baru enam perusahaan yang sudah. men_yan-
dang sertifikat SNI wajib. Sementara untuk ‘dapat
hadir atau menjadi partisipan .pameran internasional
~ Spielwarenmesse International '!l‘oy Fair di Nurem-

berg, Jarmén, salah satu persyaratannya adalah pe-

rusahaan tersebut sudah memiliki SNI wajib, tambah,

Prieta Perthantri, selaku Head of Trade Fairs Depart-

ments Ekonomi Indonesia — Jerman {Ekonid), usai

presentasi online oleh Christian Ulrich selaku Direktur ,
Pemasaran Spielwarenmesse, jelang. akan diadakan-

nya pameran serupa di Jerman, Januari 2016.
Pameran dagang yang rencananya akan dia-

dakan 27 Januart -~ 1 Februari 2016 ini, fnenar_npil-

kan juga trend mainan anak ke depannya yang di-- |
lakukan oleh para konsaitan tren, forum bisnis yang -

akan mempertemukan mitra bisnisnya sesuai profil
perusahaan; serta bégaimana upaya‘men"\asuki pasa-r
Eropa disesuaikan dengan dé,sain dan selera pasar di
negara tujuan ekspor. Pameran ini menampilkan juga
. perkembangan sektor peralatan kantor dan peralatan

tulls-menulls, selain penonjolan galerl industri mainan,
ruang pengetahuan,'dan penjabaran pameran.

. " Dhanang Vmeianjut_kan, pihaknya sangat ber-
harap ~ketika peraturan ini n diberlakukan, - |
pemerintah mengawél'pemberlakuan SNI mainan anak

mulai

di lapangan. Mengapa demikian, karena kebanyakan

: anggota Apmeti tidak berada di dalam kawasan indus-

tri, sehingga yang menjadi obyek pengujian produk,
antara lain menyangkut segi fisik dan teknis mainan
dimaksud, seperti .uji- :toksin bahan pewarna {cat}
apakah water based, uji ketajaman- (uji Ianc_ip), dan’

produk tersebut tidak terlepas, sehingga tidak mem- -
‘bahayakan anak (konsumen pemakai). Ini yang mem-

bedakan uji SNI yang diberlak_ukan‘bagi produk mainan
lokal, dibandingkan dengan produk mainan impor yang

“selama ini banyak masuk ke Indonesia dari Tiongkok.’

."Sebenarnya p-embérllakuan SNI sudah cukup
efektif menghalangi masuknya produk non standar
ke dalam negeri. Bahkan sejumlah pelabuhan masuk
produk mainan anak melaporkan sekitar 30 persen

' pasar-mainan impor sudah berkurang, dan peluang ini

bisa diisi produk mainan- lokal yang  memenuhi per-

'~ syaratan -SNI" wajib. Karena itu, kalau pemerintah

ingin menunjukkan keberpihakan térhadap pengusaha
mainan lokal, kami mengharapkan pemerintah mem-
beri semacam arbitrase perizinan, sehingga produk

lokal dapat diperkuat kapasitasnya, dan lebih berdaya

saing,” paparnya. . .
Dhanang juga mengakui, pentingnya meng-
hadiri pameran internasional produk mainan; se_bagai i'
sarana mengetahui trend produk ke depan. Seperti
digambarkan oleh Ulrich, tahun yang Ia‘lu pameran .
serupa diikuti oleh 2.857 peserta, di ‘mana jumlah
peserta terbesar berasal dari fiqngkok yéng menca-
_péi 290 perusahaan, diikuti'oleh Inggris, Hongkong,
dan negéra Eropa lainnya. Sementara itu, pengunjung
pameran terbesar berasal dari ltalia diikuti oleh negara
Eropa lainnya. Indonesia sendiri 'dalam péme‘ran terse-

. but mengikut sertakan satu peruéahaah dan pengun-

]ung dari Indonesia sekltar 20 perusahaan, tambah
Prletta (IVll)
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| PENINGKATAN PRODUKSI CPO DI KALTENG
TURUNKAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN

Jakarta, 15 Oktober 201 5 (Busmess News}

: P'enin'gkatan pr_pduksi CPO di sentra-sentra

perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan .

Tengah {Kalteng) berpengaruh secara signifikan pada

penurunan persentase penduduk miskin dengan ni-

lai- elastisitas -0,31. Artinya setiap peningkatan 10%
produksi CPO dapat menurunkan persentase pendudu-
kan miskin sebesar 3,1%. Demikian informasi PASPI

{Palm Qil Agribusiness Strategic Pol;cy Institute) yang

diperoleh Kamis (15/10).

Gunadi (2008} mengemukakan bahwa lebih
¢ dari 6 juta orang yang terlibat dalam perkebunan ke-
lapa sawit di Indonesia telah keluar. dari kemiskinan.
World Growt {2009) mengungkapkan bahwa perke-
bunan kelapa. sawit di Indonesia bagian penting dan
. signifikan dalam mengurangi kemiskinan.

Pengembangan perkebunan kelapa sawit telah -

i berhasil mengangkat masyarakat petani keAI'ev'eI. ber-
pendapatan menengah. Strategi pembangunan perke-
* bunan kelapa sawit merupakan penggerak pembangu-
| nan perekonomian Kalimantan Tengah berkelanjutan..

Dampak pertumbuhan produksi CPO (akibat
peningkatan permintaan CPO)} terhadap peningkatan .

" pendapatan {multiplier income) tidak hanya dinikmati
" pelaku perkebunan kelapa sawit saja, melainkan juga

dinikmati masyarakat yang bekerja di sektor-sektor

ekonomi lain. Dari.-pendapatan yang tercipta dalam

perekonomian akibat pertumbuhan CPO, sekitar 64%

dinikmati pelaku perkebunan kelapa sawit, dan si-
sanya 36% dinikmati sektor-sektor lain yang ada di
pedesaan maupun di perkotaan {Amzui, 2011).
Manfaat produksi CPO {misalnya akibat ekspor)
bukan hanya dinikmati pemilik kebun sawit, tetapi

juga tenaga kerja yang bekerja di perkebunan kelapa |
sawit maupun tenaga kerja di luar perkebunan/perta-

nian- {temasuk perkotaan}. Dengan damqu peritbahan
perkebunan kelapa sawit yang demikian, maka pening-
katan produksi CPO berkaitan dengan penurunan ke-
migkinan. Meningkatnya produksi CPO, dapat mening-
katkan kesempatan kerja dan pendapatan di daerah
pedesaan sehingga menurunkan angka kemiskinan.

Provinsi Kalteng dengan jumlah penduduk ta-
i hun 2013 sebanyak 2,4 juta jiwa dan PDRB Rp55,88"

triliun, merupakan salah satu provinsi yang cukup

i berhasrl dalam pembangunan ekonomi dan masyara-

katnya. Indeks pembangunan Kalteng mencapal nilai

‘CPO  (31,15%]},

75 46, dan berada pada urutan kedua setelah Kaliman-
tan Timur dengan indeks 76, 71. Di samping itu, ber-

‘dasarkan catatan BPS (Badan Pusat Statistik) Kalteng

tahun 2014, persentase penduduk miskin di Kalteng
juga tergolong rendah dibanding dengan provisi lain,

yaitu 6,23% {urutan ke-6 terbaik se-Indonesia).

Dari sisi perekonomian makro, . komoditaé
ekspor utama Kalteng adalah batubara (42,92%),
Karet (17,25%), Zircon (6,5%),
dan lainnya sebesar 1,19%. Kondisi perekonomian
Kalteng pada. triwulan 1l/2015 mencapai 6,92% lebih
rendah dibanding triwulan 1/2015 (7, 70%}. Namun

- demikian, pertumbuhan ekonomi Kalteng masih lebih .|
tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang

tumbuh 4,67%, dan provinsi lain di Kalimantan, di
mana pertumbuhan ekonomi pada triwulan 11/2015 di
Kalimantan Selatan tercatat 3,18%, Kalimantan Barat
4,01%, dan Kalimantan Timur -0,25% {Bank Indo-
nesia, 2015). Di samping itu, pada triwulan /2015

produksi sektor tambang dan penggalian menurun

drastis mencapai -1,3%, sementara sektor pertanian
bertumbuh sebesar 7%. ‘
Pembangunan kebun sawit di Kalteng memi-
liki makna yang lebih dalam dari sekedar _pengem-
bangan sebuah komoditas. Pembangunan kebun sawit

merupakan sebuah pilihan’ yang sangat mendasar dan ’

sekaligus,menggantlkan konsep “berburu” ke ekonomi

agribisnis, yang herdampak pada inklusifisme ekonomi, -

restorasi lingkungan, restorasi lahan kritis, mengurangi
kemiskinan, memajiukan pedesaan, menyerap kembali

karbon, dan memajukan daerah Kalteng. Secara fun-

demantal, ‘ekonomi berburu akan berubah n‘:enjadi era

. ekonomi agribisnis, dan dari Un- sustalnable berubah

menjadi Sustainable. :

. Ekonomi berburu, berbasis pada sumber davya
alam yang tidak dapat diperbaharui antara lain dari kayu,
leg, migas, dan tambang akan melahirkan eklusifisme
ekonomi, degradasi lingkungan, lahan kritis, kemiski-

" nan, daerah tertinggal, dan emisi karbon, dapat disebut |
. dengan pembangunan ekonomi yang tidak sustalnable

Menurut Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah

Alirari Sungai dan Perhutanan Sosml 2010, ekonomi
berburu telah menyebabkan tahan kritis di Pulau Kali- :
mantan sebanyak 28 juta ha pada tahun 2010. Lahan
- kritis tertmggl terdapat di Kalimantan Timur (33%), diikuti
Kalimantan Barat (33%), Kallmantan Tengah {26%), dan !
, Kahmantan Selatan (8%)
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TAHUN 2016 ANGGARAN INFRASTRUKTUR NAIK 8 PERSEN

: Jakarta, 15 Oktober 201 b (Busmess News}

Seara umum, pembangUnén infrastruktur di-
laksanakan - melatui pemerlntah pusat pemerlntah

_daerah, maupun BUMN. Dengan demikian, pengang-
garan untuk pembangunan infrastruktur dapat diiden- -
‘tifikasi dari belanja 'p'em‘eri,ntah pusat K/L dan non |
-K/L {Kementerian/Lembaga, dan non Kementerian/

Lembagal, transfer ke daerah dan dana desa, maupun
pembiayaan (dalam bentuk penyertaan modal nega-

ra kepada beberapa BUMN yang bergerak di bidang
Alokasi anggaran infrastruktur -

terkalt mfrastruktur)
dalam RAPBN tahun 2016 sebesar Rp313,5 triliun,

atau naik 8% dibanding alokasinya datam APBNP ta-
hun 2015. Demlklan data Nota Keuangan dan F!APBN' §

2016, yang dlperoleh Kamis (15/10).

~ Secara umum anggaran infrastruktur dalam
APBN dapat dlkla3|f|ka5|kan dalam 3 kelompok besar,
yaitu infrastruktur ekonoml infrastruktur sosnal dan

dukungan infrastruktur. Infrastruktur ekonomi dimak- -

sudkan untuk pembangunan {termasuk pé_meliha_raan) '
-sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rang-

ka kelancaran mobilitas arus barang dan jasa, serta
kelancaran proses produksi. Termasuk dalam klasifi-
kasi ini adatah berbagai kegiatan di KL {Kementerian/

maupun pembiayaan anggafan, yang antara lain ter-
kait dengan transportasi, pengairan/irigasi, telekomu-

nikasi dan informatl'ka."perumahan/permukiman, serta.

energi (ketenagalistrikan, minyak, dan gas bumi).

* Dalam tahun 2016, anggaran infrastruktur-eko- _

nomi, diperkirakan mencapai Rp302;3 triliun dialoka-
sikan untuk : '

1.- Belanja K/L (antara lain Kementerian PU dan Pe- A

rumahan Rakyat, Kementerian Perhubung'an Ke-
menterian ESDM, dan Kementerlan Pertanian).

12 "Bagian Anggaran non K/L dalam bentuk alokasi )

. viability gap fund {VGF) dan belanja hibah untuk
berbagai kegiatan infrasf.ruktur di daerah.
3. Transfer ke daerah dan dana desa, dalam bentuk

" Lembaga), non-K/L, transfer ke daerah dan dana desa, -

dana alokasi khusus pada beberapa bndang terkait

mfrastruktur (sepertl transportasn jalan

|r|gaS| :

air minum dan samtass, serta energl ‘perdesaan),
dan.dana desa yang diperkirakan digunakan un-
tuk pembangunan infrastruktur di pérdesaah. _

4, ‘Pembia\jaan. Anggaran, dalam berbagaillbentuk
investasi Pem'er'intah {seperti fasilitas likuiditas
pembiayaan perumahan/FLPP) maupun PM’N ke-
pada beberapa BUMN yang bergerak di bidang
infrastuktur, sebagai upaya untuk memngkatkan_

~ peran BUMN dalam pembangunan dan diharap-
"kan dapat. memberlkan mult:pl.-er effect yang
lebih’ besar '

Anggaran infrastruktur sosnal di'alo‘kasikan

‘dalam bentuk kegiatan untuk membangun infrastruk-

tur di bidang pendidikan, pembangunan/rehabqlltasi
seko[ah maupun ruang kefas. Kegtatan terkait infra-
struktur bidang pendidikan dl_alokas[kan melalui Ke-
menterian P_endidika_n dan Kebudayaan, serta Kemen- -
terian Agama, yang secara umum bersifat investasi

jangka panjang, mengingat dampaknya baru akan

dapat dirasakan dalam beberapa tahun ke depan. -
Selain itu, terdapat pula berbagai kegiatan di

Kementerian NegérélLembaga yang -bertujuan untuk

mendukung pelaksanaan berbagai program infrastruk-

“tur, seperti pengelolaan tanah/lahan, pengembangan |

wilayah ihdustri,__perbaikan iklim investasi, dan koqrd'i—
nasi kebijakan terkait infrastruktur. K'egiatan -kegiatan

: tersebut dlkIaS|f|kaS|kan dalam dukungan |nfrastruk—

tur, sebagal baglan dari anggaran infrastruktur, meng-
ingat perannya dalam efektifitas berbagai program di
bldang infrastruktur, '
Sasaran pembangunan infrastruktur ~dalam
RAPBN tahun 2016 antara lain di bidang energi,' rasio
elek,trifikasi diharapkan mencapéi 90,15% sefta_ terse-
dianya kapasitas pembangkit sebesar 61,5 giga watt.
Kemudian di bid'ang kedaulatan pangan, pembangunan
infrastruktur dalam tahun 201 6 diarahkan antara fain

- untuk pengembangan jaringan dan optimasi air, terma-

suk irigasi seluas 500.000 ha. : i
Selain itu, pembangunan mfrastruktur tahun
2016 diarahkan antara lain untuk mencapai produks: :

| bahan pangan pokok yaitu padr 78, 23 juta ton, jagung
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21,35 juta ton, kedelai 2 03 juta ton, produk5| 6 45
futa tori perikanan tangkap, 19,46 jpta ton perikanan
budidaya {termasuk rumput laut dan ikan hias], ‘serta

meningkatkan nilai tukar petani, nelayan dan,bémbudi— :

- daya ikan. : '
7 Kemudian untuk bidang perumahan alr mi- .
num, . pembangunan mfrastruktur_ fca-
‘hun 2016 diarahkan antara lain untuk pembanguinan
- 15.000 unit rusun, penyediaan fasilitas untuk rumah

dan sanitasi,

swadaya seb’anyak 18.000 RT, | pembangunan 228
embung dan bangunan penampung air, serta 26 sumur

air tanah untuk air baku. Sasaran pembangunan infra-

struktur bidang konektivitas diarahkan untuk : (1) pem-

' bangunan 375,9 km ruas jalan baru dan 26 km ruas
. jalan tol; {2) pembangunan jalur kereta api sepanjang

110,9 kem’sp; (3) pembangunan 11 bandara baru; (4}
penetra5| coverage broadband yang menjangkau 86%
kabupatenlkota

Anggaran Infrastruktur, 2015-2016
(triliun rupiah)

 Uraian APBNP 2015 " RAPBN 2016

I infrastruktur Ekonomi- - . - ..280,0 - 302,3
1. Melalui belanja K/L 196,4 - 167,5
a.l. 1. Kementerian PU dan Perumahan Rakyat ‘ 111,71 - 101,2
2. Kementerian Perhubungan 59,1. 47,2

3. Kementerian Pertanian 8,9 - 6,2
4. Kementerian ESDM - 81 3,6

2. Melalui belanja non K/L 6,8 5,1

a.l. 1. VGF {termasuk Cadangan VGF}. 1,2 1,1

2. Belanja Hibah ) 4,5 40

3. Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa : 41,0 7_9;4 '
“al. 1. Dana Alokasi Khusus ' ' 29,7 57,2

* 2. Dana Desa untuk, Infrastruktur 8,3 ' 18,8
4. Melalui Pembiayaan 35,7 '50,3
a.l. 1. Investasi Pemermtah untuk Infrastruktur 5,1 9,2
2. Penyertaan Modal Negara ' 28,8 40,2
In. Infrastruktur Sosial. 6,5 6,5
l 1. Kementerlan Pend|d|kan dan Kebudayaan 4,4 6,1
2. Kementerian Agama 2,1 0,5

ill. Dukungan Infrastruktur ' - 3,9 4,7
a) 1.BPN 1.3 1,6

2. Kementerian Perindustrian 0,6 0,5
Jumlah- 290.3 313.5

Sumber: Kementerian Keuangan.

. (Dm}
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PEMERINTAH HARUS TURUN TANGAN
- ATASI BANTU PETANI KARET

Jakarta, 15 Oktober 2015 (Business News)

Luas ‘perkebunar-l karet. di Indonesia menca-
'pai73,'4 juta ha, sekitar 85% merupakan karet rakyat
yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan. Ada 1,5

juta KK petani di Indonesia yang hidupnya tergantung
pada karet. Masalah utama yang dihadapi saat ini
adalah harga karet yang terus turun. Chairil Anwar, |.
penelitu utama b_i'dang'ekqnomi Pusat Penelitian Karet
Indonesia menyatakan hal ini kepada Business News.’
Harga karet yang diterima petani saat ini -
hanya sepertiga dari harga karet dua tahun lalu.

Pendapatan petani jauh berkurang. Akibatnya seka-

rang bila benar-benar butuh uang dan tidak ada pe-

kerjaan' lain saja petam menyadap karet. Banyak

“petani bila ada memilih pekerjaan lain seperti ke

kota, jadi kuli bangunan, ngojeg, ikut memanen padi,
ikut padat karya pada proyek-proyek irigasi dan lain-
lain. Untungnyatanaman karet tidak masalah bila
dibiarkan begltu saja, berbeda dengan kelapa sawut
yang rusak bila tidak dipanen.

Harga karet ditentukan- oleh pasar interna-

sional yang memarig sangat fluktuatif. Pemerintah
sudah punya program supaya meiakukan “hilirisasi.
Harga produk akhir selalu tetap tidak fluktuatif, se-

dang harga komoditas primer sangat fluktuatif. Hanya
" sampai sekarang belum terlihat realisasinya.

Dalam kehidupan sehari-hari karet alam me-
mang sudah kehilangan pamornya. F‘enyeb_abnya

.adalah adanya kompetitor dari karet sintetis yang
terbuat dari minyak bumi.
‘minyak bumi ikut membuat harga karet sintetis juga

Dengan rendahnya harga

rendah: Disamping itu sekarang ada karet alam yang
bukan dari Hevea brasiliensis v'aitu dari _tanaman
guayale dan Russmn dandelion. . Persalngan semakln
tajam. '

Sebagian besar petani - karet di Indonesna

_ kurang adaptif terhadap adODSI teknologi untuk’
‘ penmgkatan produktwltas Kalau. petani mampu me-

ningkatkan produktivitas sebenarnya penurunan har-

‘ga masih bisa dikoi’npensasi. Tetapi dengan produkti-

vitas yang rendah sekitar 700 kg/ha maka penurunan
harga sangat‘te‘ras_a sekali. Bandingkan dengan Thai-
land-yang produktivitasnya 1,2 ton/ha. '

Dalam kondisi seperti ini pemerintah ha-

rus tangan, 'tidak bisa petani karet dibiarkan begitu

' saja. Petani kelapa sawit melalui program pembelian,
‘biodiesel oleh Badan.Pengelola Perkebunan Kelapa
Sawit'sekarahg sudah mulai menikmati kenaikan
_harga TBS. Selain itu sudah tersedia dana untuk.

peremajaan kebun kelapa sawit rakyat. Petani karet
juga sama-sama penghasil devisa sehingga perlu
mendapat pertolongan.

Dalam jangka pendek saat ini yang perlu di-
Iakukan adalah penlngkatan produktlwtas karet rakyat
Perlu dilakukan Tram.-ng of Trainer. dengan melatih
ketua-ketua kelompok tani atau tokoh petani karet ke-

mudian mereka melatih petani fainnya. Teknik-teknik

penyadapan yang selama ini dilakukan petanl banyak
yang tidak benar sehingga perlu diperbaiki. Pemerin-
tah perlu memberikan bantuan alat sadap pada petani,

" sehingga dengan perbalkan ini saja sudah bisa ada

kenaikan produktivitas.

Pemerintah perlu terjun langsung membma ke- :

Idmpok—keiompok tani sehlngga_ mereka secara berke-
lompok. melakukan ‘pengolahan karetnya dengan ko-
agulan yang diijinkan dan bokar bersih. Dengan cara
ini harganya lebih. tinggi ketimbang mutu asal-asalan

seperti yang dualankan petanl lperorangan saat ini

dengan bokar kotor.
Banyak perkebunan karet petanl yang sudah
.t_Lja, sehingga apapun ‘inovasi yang dilakukan tidak

" akan meningkatkan produktivitas. Karena itu perlu ada
skema kredit peremajaan karet rakyat yang ringan.

Hanya metode yang diterapkan pada kelapa sawit
dengan cara mengenakan pungutan ‘untuk ekspor ti-

. dak bisa diterapkan di karet karena harganya yang

sedang terpuruk.

Program hilirisasi Jangan jadl wacana terus
menerus perlu segera direalisasikan. Perlu integrasi
karet dari hulu sampai hilir terutama produk produk
non ban. Saat ini industri yang menyerap karet di
dalam negeri hanya industri ban saja, sedang indus-

tri kondom dan sarung tangan karet malah mengim-

por iateks cair karena petani Indonesia hanya meng-

" hasilkan bokar bukan lateks. cair. Hanya PTPN yang

i

menghasnkan lateks cair tetapi mereka mengalam|_

kesulitan pemasaran. Buruknya infrastruktur dari ke-
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bun ke pabrlk membuat pabrik Ieblh efusnen menglm- '

por. lateks cair dari Thailand.

Dalam jangka panjang perlu didorong pé-
makaian barang jadi karet terutama untuk pem-
bangunan infrastruktur yang sekarang sedang giat
dilaksanakan oleh kapwi. Pembangunan jalan dan
jalan tol bisa menggunakan aspal karet. Pembangu-
" nan jembatan menggunakan bantalan jembatan karet.
Pembangunan iriga_si menggunaka‘n'-bendung karet.
Pembangunan rumah susun menggunakan pénahan
gempa dari karet. Pembangunan pelabuhan menggu-

nakan dock fender dari karet. Dengan cara ini maka

_permlntaan karet ~alam. akan memngkat dan harga

akan naik..

- Petani juga perlu dilatih supaya menghasn-

kan lateks cair sehingga industri kondom dan sa-

rung tangan tidak lagi mengimpor. Kalau lateks cair

sudah banyak dihasilkan petani maka pemerintah
bisa mengundang investor kasur dan bantal busa
membangun pabrik dlsml Indonesia saat ini dlban-

jiri kasur dan bantal karet |mpor
: (sn

" INVESTOR SEKTOR TEKSTIL DAN SEPATU
AGAR MANFAATKAN DESK KHUSUS INVESTASI

. Jakarta, 15 Oktober 2015 (Business News) -

Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman
‘ Modal) Franky S:baranl minta investor sektor tek-

stil dan sepatu yang saat ini sudah beroperasn agar |

memanfaatkan ‘keberadaan Desk Khusus' Investasi.

Desk Khusus Investasi dibentuk pemerintah untuk '

investor existing di kedua sektor tersebut, terutama
yang sedang menghadapi masalah ‘dan berpotensi

melakukan PHK {Pemutusan Hubungan Kerja). Hal itu -

“disampaikan saat melakukan sosialisasi keberadaan
Desk Khusus Investasi Sektor Tekstil dan Sepatu di
Jakarta. Hadir dalam acara tersebut Menterl Penn—
dustrian; Saleh Husin dan Menteri Perdagangan
Thomas Lembong Demlklan Slaran pers BKPM yang
-dlterlma Kamis (15!10)

' Desk Khusus Investasi Sektor Tekstil dan Sepa-

- tu dimaksudkan untuk miembantu investor yang sedang

menghadapi masalah, sehingga PHK dépat-‘d'icegah.'_

Investor yang menghadapi masalah diminta datang
untuk difasilitasi.
dihadapl investor secara case by case, karena perma-
salahan yang dihadapi perusahaan berbeda-beda.
Diharapkan keberadaan desk khusus investa-
si' tekstil dan sepatu dapat- mémfasi!i_tési -dan mencari
" solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi
- oleh investor existing di kedua sektor téersebut. Dengan

demikian perusahaan—pérusahaan.térsebut tetap dapat

Desk ini menanganl masalah yang :

befoperasi dan tetap dapat mempekerjakah karyawan-

‘nya. Desk, investasi‘terdiri dari BKPM, Kementerian Ke-

. tenagakerjaan Kementenan Penndustnan Kementerian

Perdagangan Kementerlan Keuangan, dan Kementenan
terkalt !alnnya, serta didukung oleh Asosiasi Perteksti-
lan Indonesia {API) dan Asosiasi Persepatuan Indonesia
(Apnsmdo). Masing- masmg Kementerian sudah menun-
juk Person in ‘Charge {PIC) yang terlibat dalam desk in-
vestasi. PIC dari BKPM adalah Deputi Bidang Pengenda~
lian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian

) Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, Azhar Lubis
embentuk_an Desk Khusus Investasi Sek-

mengatakan, p
tor Tekstil dan Sepatu merupakan bagian yang terinte-
grasi dari strategi BKPM mendorong investasi padat

karya tetap memiliki daya saing dan terus menyerap/ -
menciptakan tenaga kerja dalam jumlah besar. Oleh .
‘ karena itu, dtharapkan para pemangku kepentingan atas '

mvestaSI padat karya seperti asosiasi, Kementerian tek-

‘nis dan pemerlnt_ah daerah turut berkontribusi dalam ke-

bijakan pemerintah ini.
' Perusahaan-perusahaan menyampaikan aprea-

_siasi dan keinginannya untuk tetap memperluas investa-

sinya. Namun mereka juga menyampaikan keluhan
mengenai kendala yang dihadapi-selama berinvestasi

di Indonesia. Desk Khusus Investasi Tekstil dan Sepatu .

dibentuk dan diharapkan sebagai wadah menampung
permasalahan para investor di sektor tekstif dan sepatu
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untuk kemudian dibahas secara antar Kementerian dan

guna mendapatkan solusi permasalahannya. Namun
desk ini akan dapat-memberikan kontribusi maksimal
tanpa adanya.kerjasama antar KementériahlLembaga,

terkait, karena beberapa permasalahan yang meng-

hambat’ reahsam adalah kemungkinan masih adanya

. regulasi yang sallng bertentangan atau mterlockmg

atau tidak meéndukung industri.
Pembentukan Desk Khusus Investam Sektor

Tekstil-dan Sepatu diharapkan dapa_t menyelesaikan’

anomali investaéi khususnya yang terjadi di sektor
tekstil. Anomali yang dimaksud adalah pada satu sisi
kalangan mdustrl tekstll menyuarakan adanya per-
masalahan yang dapat mengancam kelangsungan
usahanya. Tetapi di sisi lain, BKPM juga mencatat -
geliat.invetasi di sektor ini terus berjalan dan mengala-
mi kenaikan pada Semester 1/2015. Bahkan APl juga
mencatat industri garmen di Jawa Tengah masih
kekurangan tenaga kerja sekitar 8.000 orang.
: o (Dm})

'EKSPOR MINYAK SAWIT INDONESIA
JAN - SEPT 2015 BERTUMBUH POSITIF

Jakarta, 15 Oktober 201 5] (Busmess News}

Secara year on year kinerja ekspor minyak |
~ sawit Indonesia masih bertumbuh positif, yolume

ekspor sejak Januari - September 2015 menunju_kkan

pertumbuhan 25,5 persen dibandingkan dengan pé(i'- :
“ode yang sama tahun 2014. Kebutuhan global akan’

minyak sawit terus meningkat setiap tahun. Meskipun

-negara tujuan_utama,mengala'rhi» perlambatah pertum-

buhan ekonomi akan tetapi permintaan tetap bertum-

buh cukup signifikan, seperti di Tiongkok dan India. -

Demikian informasi yang dirangkum Direktur Ekse-
kutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit IndoneSIa

. {GAPKI) Fadhil Hasan. _ -
' :Sepanjang September ini volume ekspor

indonesia ke Tiongkok tercatet ‘turun 7,5% dari

301,47 ribu ton pada Agustus lalu menjadi 279,89
ribu ton pada September.. Secara year on year im-

por-minyak sawit ‘Negeri Tirai Bambu’ ini menun-

- jukkan pertumbuhan yang.cukup signifikan. Per-

mintaan minyak sampai pada triwulan ketiga tahun

2015 telah mencapai 2,54 juta ton atau mening-:

kat 945,79 ribu ton {59%) dlbandmgkan dengan
periode yang sama tahun lalu.

_ Perlambatan ekonomi di Negeri Panda ini ti-
dak bisa menghalangi peningkatan permintaan kebu-

tuhan mlnyak sawit, karena produksi minyak nabati di

dalam negeri yang turun dlbandlngkan tahun lalu, se- _

hingga impér tldak terhindarkan untuk meningkatkan
stok minyak nabati di dalam negeri. Pada September

ini India meningkatkan permintaan sangat signifikan.

dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Volume ekspor mmyak sawit Indonema ke In—. -

dia pada September tercatat 611.02 ribu ton ateu_me-
ningkat 72% dibandirigkan dengan bulan lalu 355,49
ribu ton. Sementara secara year on year, volume

‘ekspor minyak sawit Indonesia dari Januari - Sep-

tember 2015 ke India adalah 4,186 juta ton atau ber-’

tumbuh 25% dibandingkan dengan tahun lalu pada
~-periode yang sama yaitu 3,25 juta ton, Meningkatnya
-permintaan India untuk meningkatkan stok di dalam
negeri di saat harga sedang murah, selain itu kebutu-

han untuk industri makanan juga meningkat. _
 Peningkatan permintaan minyak sawit juga

. diikuti negara Eropa. September ini volume ekspor |

minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa meningkat 41%
atau' dari 264,55 ribu ton pada Agustus menjadi
373,56 ribu ton pada Septembér. Meningkatnya per-
mintaan minyak sawit dari Uni Eropa karena supiai

. minyak bunga matahari, rapeseed, dan canola yang
‘berkurang sebagai akibat dari produksi yang menurun. -

Menurut data yang di release Oif World, naiknya per-
mlntaan_ mlnyak sawit-oleh negara Uni Eropa adalah
untuk pemenuhan kebutuhan pasokan biodiesel. ‘

. Permlntaan Mlnyak Sawit di AS Menurun

Sementara itu berbeda dengan negara Uni

* Eropa, Amerika Serikat (AS) rengurangi impor minyak

sawitnya dari Indonesia pada September 46% atau

. dari 93,65 ribu ton pada Agustus menurun menjadl _

50,62 ribu ton di September

Sebelumnya selama tiga bulan terakhir ’Negerl
Paman Sam’ ini telah menc_atatkan,permmtaar_: yang
terus naik karena adanya larangan penggunaan lemak
trans pada makanan. Penurunan permintaan dari AS

pada September ini karena produksi kedelai yang tinggi, 7
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sementara permintaan di dalam negeri tidak mengalamii
kenaikan yang signifikan, sehingga stok melimpah dan
| menekan harga kedelai di dalam negeri.

' Jatuhnya harga kedelai meningkatkan per—
mintaan di dalam negeri sehmgga impor minyak na-

bati lain seperti minyak sawit berkurang. Dari sisi-har-
ga sepanjang September harga CPO global bergerak’

‘di kisaran USD500 - USD580 per MT. Selama tiga

{ pekan harga stagrian di kisaran USD500.- USD520

per MT. Harga baru mulai bergeliat pada pekan tera-
khir September yang mencapai USD580 per MT di
akhir bulan, sebagai hasil dari spekulasi El Nino yang
menguat dan produksi yang menurun serta sentimen
positif dimana Pertamina mulal membell biodiesel dari
produsen.

Harga CPO Global September 2015 merupakan
puncak keterpurukan harga CPO Global sepanjang

enam. tahun terakhir. Harga rata-rata CPO.sepanjang

September tersungkur di USD526,9 per MT. Harga
rata-rata ini turun 2,3% dibandingkan bulan sebel-
umnya di USD539,3 per MT. Sementara itu kinerja
ekspor minyak sawit indonesia sebagai berikut. ‘

Biasanya para negara pengimpor berlomba-
lomba mengambil kesempatan untuk membeli minyak
sawit sebanyak mungkin pada saat harga sedang mu-
rah. Térnyata pada tahun ini kondisinya tidak demikian.
Volume ekspor minyak sawit Indonesia sepanjang
September hanya mampu terdongkrak 11% dibanding-
kan dengan bulan lalu. Sepanjang September volume
ekspor minyak sawit Indonesia hanya mencapa| 2,34
juta ton ,

- Sentimen positif ini terus. berfanjut dimana | .
-dapat dilihat I_\argai CPO global terus bergerak naik se- |
pekan pertama pada Oktober ini yang bergerak di kisa- - '

ran USD580 - USD595 per MT. GAPKI terus mendo-
rong Pertamina untuk menyerap biodiesel lebih banyak
lagi, diyakini pasar global akan bereaksi jika pasokan

berkurang dan harga CPO akan naik karena permintaan .
“meningkat sementara barang langka di pasar.

- GAPKI memperkirakan harga harian CPO sam-

- pai akhir Oktober akan bergerak di kisaran USD570

— USDB00 per MT dehgan harapan Pertamina. tetap

* berkomitmen untuk terus menyerap biodiesel. Semen- |-

tara itu Bea Keluar Oktober 2015 ditentukan oleh Ke-
menterian Perdagqngan 0% dengan referensi harga
rata-rata tertimbang (CPO Rotterdam, Kuala Lumpur
dan Jakarta) USD529,51 per MT. Para eksportlr hanya
dlkenal pungutan CPO fund saja.

' Terkait dengan benc:ana kebakaran lahan yang
dialami beberapa provinsi di Indonesia, GAPKI turut pri-

hatin dan GAPKI terus mendukung pemerintah dalam . |

memadamkan kebakaran fahan ‘dan “hutan secepat

‘mungkin, yaitu dengan membantu mengerahkan alat
berat untuk pemadaman.di sekitar areal konsesi peru-
| sahaan, serta berkerja sama dengan Badan Penanggu-
“langan Bencana Daerah (BPBD} dalam pemadaman.

GAPKI terus berkomunikasi dengan anggotanya
dan memanitor kasus kebakaran lahan yang dialami oleh
beberapa anggotanya. Saat ini dilaporkan semua hot-
spot (titik api} yang melanda perkebunan anggota GAP-

" KI sudah padam, dan kasus kebakaran Iahan inf sudah
_dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

(Ml)
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. PEMERINTAH AGAR AUDIT TOTAL SISTEM
PRODUKSI KAYU DAN SISTEM PEMUNGUTAN PNPB

Jakarta, 15 Oktober 2015 (Busmess News}

‘Komisi Pemberantasan Korupsi
pemerintah untuk melakukan audit secara menyelu-

ruh atas sistem produksi kayu dan sistem pemungutan -

PNPB atas kayu yang diproduks'i, karena audit yang

yang selama ini telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK), Itjen Kementerian Keuangan Itjen
KLHK, . maupun [tjen Daerah di kabupaten penghasn
kayu, belum optimal. -
Permintaan KPK tersebut dldasarkan pada
temuan - yang dilakukannya atas _adanya keru-

gian negara dari sektor kehutanan yang mencapai :

USD6,5-USDS,0 miliar atau sekitar Rp8,45-Rp11,7

triliun setiap tahun, atau setara dengan 40% dan'

APBN Pemerintah Pusat pada 2015.

_ Kerugian negara tersebut terjadi aklbat tidak
_adanya kesesuaian pencatatan volume produksa kayu |

yang ditebang, yang. semestinya kemudian dibayar-
kan menjadi pengrirhaa_n negara bukan pajak dalam

‘bentuk Dana Reboisasi dan Provisi-Sumber Daya Hu-

tan (PSDH). Menurut Bambang Setiono, Ketua Umum

the Institute of Indonesian Public Accountability {IPA) |

hutan alam telah dltebang, tetap| hasil kayunya tidak

~ dilaporkan kepada pemerintah. Nilai komersial dari
" kayu yang tidak dilaporkan kepada pemermtah sekitar

Rp598 triliun sampai dengan Rp799 triliun,

Kajian Sistem Pengelolaan Penenmaan Negara'
- Bukan Pajak {PNPB) di sektor kehutanan tersebut telah
dipresentasikan dan- diserahkan KPK kepada Kemen- .
terian‘LingkunganrHidup dan Kehutanan (KLHK) pada -

9 Oktober 2015. KPK menyampaikan serangkaian

temuan yang menjadi penyebab kerugian negara ini

dan menyampaikan sejumlah rekomendasi.perbaikan
tata kelola kehutanan, khususnya berkaitan dengan

“sistemn perizinan, penetapan tarif. dan admmlstrasn

PNPB, serta koordinasi antar Iembaga negara.

Berdasarkan itu, dalam kerangka Gerakan Na- ‘
sional Penyetamatan Sumber Daya Alam, KPK bersama |

kementerian dan lembaga negara akan membangun ren-

“cana aksi bersama untuk menjawab persoalan dalam
" pemungutan PNPB dan adm_inist_'rasi kayu tersebut me-
{alui diskusi mengenai Menghenﬁkan Kerugian Negara

Sektor Kehutanan di Jakarta, Kamis (15/10).

minta

Bambang berpendapat, para aucll'cc:.lr pefner_ih—

_tah yang telah bertahun-tahun memeriksa tr_a'nsaksi
keuangan di sektor kehutanan tersebut tidak dapat

mengidentifikasi dan menemukan hilangnya uang
negara dari hila’ngnyé hutan "alam, Mereka tidak
mendapatkan hasil sebagaimana’yang ditemukan oleh
KPK, karena mereka memang tidak merancang au-

. ditnya untuk'. meriemukan nilai kerugian negara dari
hilangnya hutan alam. Audit yanQ dilakukan oleh
|. auditor pemerintah masih bersifat parsial,
difokuskan hanya kepada data dan informasi akhir

‘karena

yang tercatat di dalam laporan kinerja maupun lapo-
ran keuangan dari instansi ataupun perusahaan peme-
gang izin pemanfaatan hutan. Audit yang dilakukan
selama ini belum pernah dilakukan kepada bagian lain
dari keseluruhan proses pengelolaan hutan, ya|tu ten-
tang berapa jumlah kayu yang seharusnya diproduksi
di Indonesia berdasarkan fakta [apangan di hutan. Au-
dit vang selama ini dllakukan oleh pemerlntah belum

memeriksa jumlah kayu yang seharusnya diproduk5|-
“dan dllaporkan kepada pemerintah berdasarkan jum- |

lah hutan alam yang telah hilang dari wilayah yang
disebut sebagai kawasan hutan.

Sementara itu,. Direktur Eksekutif Kemitraan, .
'Monica Tanuhandart, mengatakan bahwa organisasi
- masyarakat sipil harus menjadikan studi tersebut se-

bagai baseline data dalam advokasi untuk mengurangi
kerugian negara yang pada dasarnya juga mengurangi

~ deforestasi dan degradasi sumberdaya hutan.

~ Tim peneliti studi, Hariadi Kartodiharjo, dalam
kesempatan yang sama, mengatakan, bahwa untuk

‘ memndaklanjut: temuan dan rekomendasn hasil studi

diperlukan upaya yang serius dan sungguh sunggih

dalam perbaikan tata kelola kehutanan melalui review
. berbagai kebijakan tata usaha kayu, perbalkan sistem

perizinan dan penegakan hukum.
Sedangkan Grahat Nagara  dari

mengatakan, kajian yang disampaikan KPK tersebut

mengisyaratkan, - bahwa pembenahan "sistem  tidak

‘bisa berjalan tanpa penegakan hukum yang efektif.

Dengan kerugian yang demikian massif, upaya untuk
memberantas kejahatan kehutanan secara lebih efek-
tif harus segera dlrumuskan oleh pemerintah.

Py
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| TAHUN INI SWARNA FEST
FOKUS PADA WARNA RUMPUT LAUT

| Jakarta, 15 Oktober 2015 (Busmess Nsws}

Penggunaan pewarnaan alam .pada kain_atau
pakaian sedang menjadi tren dunia yang banyak dimi-
nati karena memberikan kesan sangat lembut. Bahkan
kain batik dan tenun yang diproses dengan pewarna

alam tidak hanya menghasilkan warna yang khas na-

mun juga memiliki nilai budaya yang tinggi.

- Oleh karena itu-.Kementerian Perlndustnan
terus memperkenalkan, mengembangkan, dan mem-
populerkan pewarnaan alam sebagai bentuk kearifan
| bydaya lokal Indonesia untuk dunia melalui penye-
‘lenggaraan Swarna Fest 2015. “Kekayaan sumber

pewarna alam yang melimpah di Indonesia merupakan

warisan budaya nenek moyang yang harus dilestari-’

~kan dan terus dikembangkan,” kata Dirjen IKM Euis
Saedah pada Konferensi Pers Swarna Fest 2015 di
Jakarta, Kamis (15/10}. -

Swarna Fest 2015 akan dlselenggarakan pada

"6 = 7 November 2015 di Pantai Nembrala, Kabupaten 1.

_Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan yang
akan dibuka secara resmi,oleh Menteri Perindusfrian
-dan Bupati Rote Ndao, diikuti berbagai pelaku industri
kecil dan menengah, pengrajin, desainer fesyen serta
praktisi yang berkec:mpung dalam serat dan.warna
alam Indonesia. -

Acara tersebut juga akan diisi dengan beragam
kegiatan mulai dari pameran, seminar,
show. “Selain itu akan diadakan juga kegiatan work-
shop tenun dengan menggunakan -alat. tenun gedo-
gan yang diharapkan dapat meraih rekor MURI untuk

proses penenunan terbanyak dalam satu waktu dengan_.

pemanfaatan pewarna alam,” tutur Euis.

Tahun ini Swarna Fest akan menyoroti spe-
ktrum warna rumput laut sebagai salah satu alternatif
pewarna alam yang menghiasi_tenunan para ‘wanita

i dari Rote dan Ndao. Sebelumnya, Swarnaa Fest 2013 '

telah memperkenalkan tenun tradisonal Alor dengan
pewarnaan biota laut di Alor Nusa Tenggara Timur.
Sementara pada Swarna Fest 2014, Bali dipromosi-
kan sebagai rumah kreatif serat alam, sutera dan te-
nun yang diselehggarakan di Balt Creative Industry
Center, Tohpati, Denpasar.

“Kami punya mandat di Undang Undang Per-

industrian untuk melakukan Green Industry. Namun -

jika kita bicara mengenai industri yang merupakan ran-
tal nilai dan rantai pasok menjadi green saja ternyata

dan fashion |

.- belum cukup. Si.stem secara keseluruhan harus bisa

diupayakan menjadi ethical, dimulai dengan fesyen
yang etis di ajang Swarna Fest,” tegasnya.

Kain tradisional Indonesia sejatinya adalah
wastra yang ditenun sendiri dan diproses menggu-

- nakan pewarna. alam dari tumbuh-tumbuhan asli In- -

donesia. Bahan bahan pewama alam .dari tumbuh-

~ tumbuhan dapat diambil dari daun, kulit pohon “kayu

pohon, bunga, buah, bljl buah, kulit buah, dan akar.
“Zat yang terkandung pada tum_buhan tersebut

bisa menghasilkan beragam macam warna, misalnya -

warna biru dihasilkan dari daun nila atau tom dan in-
digofera. .Sedangk'an, warna. kuning dari kayu nangka
dan kayu tegeran, warna coklat dari kayu tingi, warna

Vkem‘.ierahan dari secang, serta masih banyak lagi tana-

man yang dapat digu‘nakan," papar Euis.

Fesyen etis dan berkelanjutan
" Bertemakan *“Road fto Indonesra Ethical
Fashion”, Swarna Fest 2015 mengetengahkan isu

hangat tentang fesyen etis.dan. _berkelanjutan, di
mana rantai penciptaan busana tradisional di Indone-

sia berawal dari penggunaan serat alam 'yang ditenun

dan diwarnai dengan warna alam guna menggerakkan -

ekohomi masyarakat yang baik dan berkefanjutan.

“Bicara ethical fashion,
pemahaman baru, apa saja yang dikerjakan tentang
beretlka, dalam ‘apa saja dan sebenarnya sudah di-
tanamkan oleh leluhur kita,” kata desainer Merdi
Sihombing. la menambahkan, ethical fashion adalah
terobosan baru dari dunia fesyen yang digandengkan

.dengan green fashion atau juga sustainable fashion.

Berpartisipasi dalam SWARNA FEST 2015,

Merdi akan membawa haSII kotaborasinya dengan .
Direktorat Jenderal IKM, yaitu koleksi tenun Rote |

yang merupakan buah penelitian, pembinaan, pengem-

bangan dan pendampingannya dengan masyarakat

lokal dan menyuguhkannya dalam -bentuk Sunset
Fashron Show.

Penyelenggaraan SWARNA FEST 2015 akan- |

bergandengan dengan ,Gelar Budaya Dela yang meru-
pakan tradisi tahunan di Pulau Rote, sehingga akan
dipamerkan juga kerajinan dan makanan khas setem-
pat. Selain itu ditampilkan pula hasil produk ukiran

" kerang yang melestarikan motif- motif lokal pada kera-
. jinan emas dan perak dan pembuatan dapur sehat

untuk 1KM gula semut. {Mi)
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KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA

Kurs Transaksi Bank Indonesia tanggal 15 Oktober, 13 Oktober dan 12 Oktober 2015 ditetapkan Bank

Indonesia sebagai berikut:

15 OKTOBER 2015 13 OKTOBER 2015 12 OKTOBER 2015
MATA UANG SATUAN

BELI Rp TENGAH Rp JUAL Rp BELI Rp TENGAH Rp JUAL Rp BELI Rp TENGAHRp  JUAL Rp
AUD (Australia) 1 9.702,30 9.754,07 9.805,84 | 9.851,02 9.903,41 9.955,79 | 9.833,563 9.885,41 9.937,28
BND (Brunei) 1~ 9.603,43 9.652,78 9.702,12| 9.610,97 9.662,89 9.714,80 | 9.5567,06 9.605,54 9.654,02
CAD (Canada) 1,- 10.241,67 10.295,60 10.349,63 |10.330,86 10.385,34 10.439,81 |10.370,74 10.423,01 10.475,27
CHF (Switzerland) 1,- 13.922,29 13.994,76 14.067,21 | 13.992,74 14.066,21 14.139,68 | 13.939,87 14.016,91 14.093,94
CNY (China Yuan) 1,- 2.085,42 2.095,83 2.106,24 | 2.133,29 2.144,06 2.154,80 | 2.113,21 2.123,78 .2.134,34
DKK (Denmark) 10~ 2.033,12 2.043,43 2.053,73 | 2.062,84 2.063,35 2.073,85 | 2.041,81 2.052,34 2.062,86
GBP (United Kingdom) 1,- 20.461,05 20.565,19 20.669,32|20.647,61 20.754,43 20.861,24 | 20.539,33 20.644,74 20.750,15
HKD (Hong Kong) 1.- 1.706,04 1.714,57 1.723,10 |- 1.740,38 1.749,27 1.758,16 1.728,84 1.737,52 1.746,19
JPY (Japan) 100,- 11.101,60 11.1567,96 11.214,31(11.263,96 11.311,65 11.369,33 |11.148,18 11.204,87 11.261,565
KRW (Korean) s 11,68 11,74 11,80 11,74 11,80 11,86 11,67 11,73 11,79
KWD (Kuwaiti Dinar) 1,- 43.766,96 44.058,84 44.350,71 (44.650,78 44.905,77 45.160,76 | 44.367,66 44.619,12 44.870,69
MYR (Malaysia) 1,- 3.213,80 3:231,92 3.249,94 | 3.215,49 3.235,569 3.255,68 1 3.208,567 3.227,73 3.246,88
NOK (Norway) 1.~ 1.635,90 1.645,50 1.655,10 | 1.664,82 1.673,96 1.683,10 | 1.657,94 1.666,96 1.675,98
NZD (New Zealand) 1= 9.020,05 9.067,08 9.114,11| 8.987,72 9.035,76 9.083,79 | 8.974,656 9.020,88 9.067,11 |
PGK (Papua New Guinea) 1 4.469,04 4.591,50 4.713,96 | 4.582,21 4.706,14 4.830,06 | 4.548,96 4.673,21 4.797,45
PHP (The Philippines) 1,- 288,85 290,33 291,8 292,98 - 294,53 296,07 291,66 293,19 294,71
SAR (Saudi Arabian Riyal) 1,- 3.527,756  3.545,60 3.563,44 | 3.596,78 3.616,03 3.635,27 | 3.572,69 3.590,94 3.609,28
SEK (Sweden) T 1.629,47 ‘1.638,06 1.646,65| 1.648,58 1.657,35 1.666,12 | 1.635,28 1.643,76 1.662,24
SGD (Singapore) 1 9.603,43 9.652,78 9.702,12| 9.610,97 9.662,89 9.714,80 | 9.557,06 9.605,54 9.654,02
THB (Thailand) 1,- 375,41 377,39 379,37 379,65 381,67 383,69 376,38 378,37 380,35
USD (United States) B 13.222,00 13.288,00 13.354,00|13.489,00 13.557,00 13.625,00 |13.399,00 13.466,00 13.533,00
EUR (Europe) 1= 15.169,60 15.248,00 15.326,39(15.316,76 15.395,34 15.473,91 |15.234,66 15.313,65 15.392,43

Kurs Tengah, berdasarkan pengolahan Business News.
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_Jakarta, 15 Oktober 2015 {Business News) -

HARGA KEBUTUHAN POKOK NASIONAL

| Periode : OKTOBER 2016
No. Komoditas ' © Unit — :
| 1 2 5" 6 7 8 Xl 12 13
1. | Minyak Goreng Curah Rp/kg 10,740 10710] 10.740| 10.730| 10,740 10,740 10,760 10,700 10,730
2. | Daging Sapi '._Rp/kg' 108,570 108,420 | 108,330 1_98,180 " 108,210 107,890 | 107,800 107,370 ,167.;520'
| 3. | Daging Ayain Broifer Rokg 29,140 20,130| 28820 20130 28880| 28,750 28,720| 28560 28,820
| -4. | Telur Ayam Ras " Rplkg ' '22,200 22,210 22,"100 22,080 22,010 21,960 21,890 | - . 21,820 21,940
5. | Tepung Terigu Ro/kg 8,960 8,960 'B,éqo 8,960 8,950 . 8,970 8,950 8980 | - 8,980
6. | Kedelai impor Rprkg | 7111_,650 11,040 11,080 11,050 _“11,040_ 11,070 11,060|  11.0%0| 11110
7. | Kedelai lokal Rp/kg. 10,850| 10,850 10,890| 10,860 10,890 10,890 10890 10890| 10,89
| ‘8. | Boras Medium - Rp/kg 10360| 10380| 10,340| 10330 10,380 . 10430| 10430| 10430| - 10430
9. | Gula Pasir Rpika 12680 12,630 12670| ' 12660| 12680| - 12640| 12,630 12,690 12,880
10. | Cabe Merah Keriting Rpkg - 131,210 30,570 | 29,500 :29_3,230‘. _ 27{640'- 127,060 27,010 26,450 26,680
11..| Cabe Merah Biasa Rp/kg | 28,340 27,630 '2.6,750 - 26;59-0. 24,720 26,500 25,570 25,100 | . 24,500
12. | Bawang Merah Rotkg " 20140 © 20080| 20,280| 20330| 20240| 20220 21430| 20740| 21110
Sumber: diolah Kementerian Perdégangan (Ditjen PDN} _
' o (BN)
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Jakarta, 15 Oktober 2015 (Business Nsws}

| HARGA BATUBARA ACUAN (HBA) DAN o
HARGA PATOKAN BATUBARA (HPB) BULAN OKTOBER 2015

L

HBA

~ HBA {USD/Ton)
CV = 6322 Kcal/kg GAR; TM = 8%
TS =0,8%ar; Ash = 15 %

57,39 FoB Ve_ssel

HPB BATUBARA MARKER

n
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MEREK DAGANG/  KUALITAS TYPICAL HPB
'No.'|"  BRAND A "TM - " Ash MARKER -
- : (ksal/kg GAR) . {%) (%, ar) (%, ar} .{USD/Ton)
1 Gunung Bayan | ~7.000 10,00 1,00 - 15,00 ' 61,36
2 Prima Coal 6.700 12,00 0,60 5,00 62,98
3 Pinang 6150 - 6.200 . 14,60 0,60 5,50 56,91
4 Indominco IM_East ' B.700 17,50 1,63 4,80 47,16
5 Melawan Coal " 6.400 22,50 - 0,40 5,00 46,89
6 . Envirocoal 5.000 26,00 0,10 1,20 44,83
7 Jorong J-1 4.400. 32,00 - 0,25 4,15 36,06
8 Ecocoal 4.200 35,00 0,18 3,90 33,19
CONTOH HARGA PATOKAN BATUBARA LAINNYA YANG TERDAFTAR DI DITJEN MINERBA
- R KUALITAS TYPICAL i _ HPB -
No. MER';';E:SANGI .M. | .TM TS ~ Ash (USD/Ton)
’ _ - {ksal/kg GAR) ~ (%) (%, ar) (%, ar) - ,
9 Gunung Bayan il © 7.000 12,00 2,00 10,00, . 57,98
10 Marunda Thermat Coal 6.600- 11,00 0,50 10,00 61,16
1 - Trubaindo HCV_HS '8:663 - | 12,00 1,69 4,21 . ‘57,66 .
.12 .| Medco Bara 6500 6.500 10,00 3,28 9,38 50,05
13 | Trubaindo HCV_LS 6.423 11,50 0,71 4,76 60,64
14 AGM Waruba Coal " 5.313 23,00 0,24 " 4,00 47,01
15 Pinang 6000 NAR 6.300 14,00 0,60 5,50 58,06 -
16 Arutmin Satui 10 6.300 . 11,00 1,00 10,00 - . 56,53
17 Arutmin Senakiri 6.250 11,00 . 1,00 12,00 . 55,29
18 Arutmin A6250 - 8.250 10,00 1,20 12,00 '55,10
19 Mandiri 1 © 5.200 © 25,00 0,60 7.00 . 42,48
20 | Wahana Coal 6.200 12,00 0,90 10,00 - 55,44
2 Medco Bara 6200 _ - 6.200 10,00 4,00 ©:12,00 43,46
22. Indominco IM_West/6500 6.171 .15,50 0,76 5,22 55,62
23 TAJ Coal = £ 6.200 10,00 1,00 14,00 54,66
24 Mandiri 2 _  5.100 26,00 ' 0,60 7,00 41,24
25 Trubaindo MCV_LS 6.143 14,00 0,76 5,20 56,21
26 'SKB Coal ' 6.130 . 9,00 2,20 17,00 48,64
27 Baramarta Coal 6.112 9,50 0,95 13,00 64,78
28 Arutmin A6100 6100 11,50 1,00 12,50 53,47
29| Insani Coal . 6.050 19,00 0,15 3,20 55,69
30 BES Coal 5.915 15,10 0,66 9,40 52,75
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31 Indomingo IM_West/6350 6.029 15,50 0,71 5,22 . 54,54
32 Bangun Coal . - - | 6072 [ 1002 -220 [ 1491 48,35
33 Pinang 6000 - | 8.000 " 16,00 060 | 500 ' 54,53
34 Indominco MM_MCVHS ‘ 5.970 1560 | - 1.65 "5,06 50,36
35 | Mutti Coal Low 5.950 - | 16,00 1,00 7,00 51,72
36 .| Multi Coal Middle. - |, s.900 16,00 2,00 . 7,00 | 47,30
37 Pinang 5900 o 5.900 - . 19,00 09 | 450 -~ 50,96
38 Arutmin A5S00 | 5.900 . 12,000 | 0,90 13,00 51,63
39 | Multi Coal High 5.765 16,00 3,20 7,00, 41,38
40 |. KCM Coal 5.730 - 10,50 . 0,90 20,50 - ' 48,00
41 | TSACoal . - | s8700 - 18,00 200 | 800 - 44,12
42 Tanito Coal o -, 5.700 17,50 - 1,00 8,50 48,20
43 | Mahakam Coal -~ | 5.700 17,50 1,00 | 8,60 . 48,20
44 | Ebony High Sulphur 5700 | -1800 | . 1,75 4,70 . 46,44
45 Pinang 5700 o 5.700. 119,00 . 0,50 5,00 .. 50,76
46 | 1BP5500 5.500 20,00 1,00 . 700 |- 4582
a7 Arutmin AB700 . - . B.700 - 11,00 0,80 - 14,00 50,46
48 | BSS Coal 5.520 |- 10,00 0,45 . 15,50 . 50,22
49 Lanna Harita Coal 5.500 22,00 ' 1,00 ' ‘6,00 . 45,13
50 Pinang 5500 - 5.500 21,00 © 0,40 5,50 48,27
B1 “Mahoni Medium Sulphur | sB00 | - 20,00 1,30 | 4,70 - - 45,54
52 | Mahoni ‘ 5,500 | 20,00 0,80 - 4,70 - - 47,54
53 Mahakam Coal B ) . 5.400 | 2300 1,50 - 8,00 +41,03"
54 MahoniB . . | 5300 | 22,50 0,80 4,60 44,69
55 Kideco Coal - . ‘ 5.125 24,50 0,10 | 2,00 46,18
56 ‘| Agathis ° o 5.100 . 25,00 082 | 45 | 41,86
57 | Lanna Harita Coal ~ 5.000 27,00 1,20 6,00 | 38,02 .
L1:3 IBP 5000 S 5.000 25,00 1,00 7,00 _ 39,40
59 Sungkai Medium Sulphur | s000 | - 26,00 1,30. 4,50 .38,71
60 Sungkai - 5.000 26,00 090 | 450 40,31
61 | Sungkai High Sulphur. - 5.000 26,00 1,700 | . 450 . 37,11
62 Arutmin A5000 . 5.000 | . 22,40 054 - 890 | . 41,78
63 AGM Warute Coal | 4350 | 33,00 ~o40. [ 400 | 3478
64 IBP. 4600 , "~ 4.600 © 28,00 050 | . 700 | 3708
65 Bas Gumay Coal :  4.400 35,00 .0,50 4,96 33,44
66 IBP 4400 .~ = 4.400 30,00 . 0,50 - 7,00 34,79
67 IBP 4200 | 4200 | 3200 | - 050 . 8,00 32,36
68 | PIC Coal _ . 4.200 33,00 1,76 6,00 26,93
69 BIB 4000 4.000 038,00 |. 050 800 | . 2860
70 Borneo BIB o 3.800 - 41,00 .0,40 5,00 _ 21,45
71 AGM Warutas Coal ] . 3.800 - 40,00 _ 0,15 5,23 . : 21,84
72 PKN350OO . =~ | 3.520 43,40 0,15 3,40 19,02
73 BMPclenco32 . 1'3.200 - 48,00 S 0,50 5,00 15,82
74 LIM 3010 : . 3.010 47,50 0,60 530 | . 15,03
75 LiM 3000 L 2.995 50,10 [ o080 ‘| ° 5,30 14,18
Ketentuan

1. Harga Batubara Acuan dan Harga Patokan Batubara dlatas merupakan harga batubara untuk penjualan spot dalam
periode 1 Oktober 2015 sampai dengan 31 Oktober 201 5;
2. Dalam hal penjualan batubara dilakukan secara jangka tertentu (rerm) harga hatubara mengacu pada rata-rata 3
 (tiga) 'Harga Patokan Batubara terakhir pada bulan dimana dilakukan kesepakatan harga batubara, dengan fakor pen-
gali 50% untuk Harga Patokan Batubara-bulan terakhir, 30% untuk Harga Patokan Batubara satu bulan sebelumnya
dan 20% untuk Harga Patokan Batubara dua bulan sebelumnya. : . ‘

{BN)
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HARGA MASTER REPAIR KIT, CLUTCH OPERATING REPAIR KIT

Jakarta, 15 Oktober 201 5 (Busmess News)

Harga Master Repair Kit, Clutch Operatlng Repa:r Kit untuk segala merek IT'IOb[l tercatat hart ini shb.:

MASTER REPAIR KIT

TOYOTA S I
- 04311 - 12030 C/M Kit Kijang KF =50, ............ Rp30.000
- 04311 - 17020 C/M Kit . Kijlang 5K = ............. 30.000
- 04311 - 80080 ~ C/MKit C Kijang 7K ...l - 30.000
. -04311 - 12110 C/M Kit CKijang 7K Dsi .. 37.500
' - 04311 - 25020 C/M/Kit CRino Sauru ... ... 45.000
- 04311-- 20050 C/M Kit 12R/BU-30/V22/T/cam . . . . . . 30.000
- 04311 - 87303 C/M Kit Daihatsu V-22.. .. . ......... :30.000
MITSUBISHI - . \ -

. - ME - 622988 C/M Kit PS - 190 Figter .. . . ... ... . 35.000
~ -MB - 165195 C/M Kit - L-036/PS-100............. 27.500 -
- MC - 113059, C/M Kit PS-100/PS-120/PS-135. . . . . . .. 35.000
- ME - 624999 - C/M Kit FM/FR - il 35.000
- MB - 334439 C/M Kit . L-036 /L -300Dsi. .......... 27.500
* MR - 403052 C/.M Kit | KudaDsi..w...oovvnvnnnn.is 36.500
- MB - 555190 C/MKit Lancer Damgan /CB. .. ... e 29.000
- MB - 272770 C/M Kit . Eterna/Gallant/Accent. ... /.. ... .  34.500
-MB - 012161 C/M Kit . Eterna/Gallant/Accent . ... ... .. 26.000

- HONDA: ' : A _
- MK — 4900 C/M Kit Accord 80 ...........c...u... 30.000
- 46936 - SFI:003 ©  C/MKit S MaBStro ... i 1 31.000
SUZUKI / 1SUZU : S o '
- 23800-70800 C/M Kit Esteem 1.6 .., ......... P 25. og .
- 5-87831-486-5 C/M Kit ‘Panther . ............. ... .27.500
FORD / MAZDA . | S . o
- 0839-89-431B C/M Kit Ford Lacer/Mazda 323 ......... 25.000
- 0K240-41-990 C/M Kit Timor SOHCIDOHC .......... © 25.000 .
‘ ' B CLUTCH OPERATING REPAIR KlT
. TOYOTA . : . =
- 04313-87306 .~ . C/oKit Kljang KF- 50/Soluna 13/16” .. 17.500 -
- 04313-17020 . C/O Kit Kijang 7K '96 On 13/16" ... 17.500
- 04313-30042 C/O Kit RH - 11 Hiace 16mm ... 16.500 -
- 04313-30052 C/O Kit LH - 11 Hiace . %" 17.000 -
- 04313-36100  C/O Kit Rino PS - 115 B 16.500
.- 04313-36020 C/O Kit BU-30 -l 15.500
.- 04313-12010 C/O Kit Corolla GL 13!16” . 17.000
- 04313-37030 C/O Kit - - Rinc Saurus /PS-136 - . 15.000
MITSUBISHI - o - | o
- CK - 34100 ~ C/O Kit FE - 111 7/8" ..., 16.500 .
- ME - 601881 - C/O Kit PS - 100. 5/8" ....... .16.000
- ME - 602461 C/O Kit PS - 120 5/8" ....... 20.500
- ME - 806148 C/O Kit PS-120/PS$-1356/PS-136  7/8" .... 23.000
- ME - 714721 C/O Kit L - 300 Dsi R 16.500
- MD - 997788 - © C/fO Kit Kuda /dsi BT L 16.500
-MD - 997838 . CIOKit Eterna “90/Gallant/V6/Accent 13/16” 16.500
- ME - 621326 - - C/O Kit FM/FR - - 15.500
(0)
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CATATAN HARGA-HARGA |
ALAT PERTUKANGAN
Jakarta, 15 Oktober 2015 {Busmess News)

Pasaran alat-alat pertukangan ramai. Harga tercatat hari ini lebih kurang sebagai berikut: '

0 B E NG ' ‘ : ' . : ‘ .

All Black segi enam CR - V 5 mmx3”........ e e e e e ~ . Rp200.000 p/20 dz’

All Black segi enarn CR -V 6 mmx4” ... . ... s S 250.000
 AllBlack segienam CR -V 8mmx8“............... e 320.000 - ¢

w‘ All Black segi enam CR -V 8 mm x 10" .. ... T s 330.000 "

. AllBlack segienam CR -V 8 mm x 12" . ... ......... e e e , '370.000 “
ArlofiCR-VOPCSTW .. ..onv i vnn. P I PR - . 200.000 p/48 set
ArlojiCR-V1BPCSTW .. .......... e e e 180.000
Arloji CR-VEXTLong 6 PCSTW . . ..ouvvenon .. . e 90.000 p/96 set
Arloji Handle Kuning Hitam CR-VB8PCS .. ............ e e e ' Y 85.000 p/72 set.
Bolak - Balik 2 Ip PCOW e S e 70.000 p/48 set
Cebol CR-V6Emmx15" ............ I i 120.000 p/20 dz
CR - V Handle Hitam Orange BPCTW ........... e e . 125.000 p/20 set
Paradic Tester Jasom. ... ... vuivn i ounnin i 45,000 p/240 pcs
Fleksible Jason 11 PCTW .ot e e e ‘ T 140.000 p/40 set
Gagang karet kuning Jason 7 PCS . ........ e e ~120.000 p/30 set
Gagang karet kuning Jason 5 mmx 3" ... ... e e L 150.000. p//20 dz
Gagang.karet kuning Jason 6 mm x4” ... ... ....... e ' 170.000 *

' Gagang karet kuning-Jason B mmx5” . ... ... . 00 ol . . . 200.000. *

| Obeng Ketok Jason 5PCS . ........ R e e e ‘ 165.000

~Obeng Listrik Jason BPCS .. :.. ... i s ' . 90.000 p/50 set.
Obeng Mur CR-6 PCS (3-6 mm[TW ............. e e e _ . 150.000 . p/48 set
Obeng Tembus Transparan 37X 5" e e e e e - 120.000 p/20 set
SARUNG TANGAN 3 | - : - :
Sarung tangan celup merah 147 . .. .. ... e e D e © 705.000 p/bdz
Sarung tangan celup biru 14" . ..... . ..., .. e 705.000 .
Sarung tangan cefup kuning 14" .. ..... ... e B - . 790.000 "
Sarung tangan karet hitam 14" .. ... .. ... ... . ..o, ©195.000 p/20dz
Sarung tangan karet hitam size L ... .. L . L - 195.000 ¥

' STKAT = _ _ , : ‘ S
Sikat baja gagang kuning 4B - ... ... PR PR : . 285.000 p/ 5 dz
Sikat baja gagang kuning. 5B R ~305.000 -~
Sikat baja gagang kuning 6B - .. ..., e e e e e T 325.000 "
Sikat bulat + Bushing 5”7 = . . ....... .. e e ‘ " 100.000 p/50 pcs
' Sikat bulat + bushing 6" - L 135.000 p/30 pcs
Sikat bulat + bushing 8~ S SO 150.000 p/20 pcs
Sikat kombinasi 3 PCS 7" = .............. ... i 7 60,000 p/100 set

 Sikat kombinasi 3 PCS'9” D “iee. .. . 85000 "

" Sikat mangkok 3" m.10 P1 e LT © 75.000 p/100 pcs .

! Sikat mangkok 4" m 14 x 2.0 . ..., ... ..... [ 85.000  *

I Sikat mangkok kepang 3™ P 15. T P e o : - 85.000 p/100 set
Sikat mangkok stainless steel 3" P 2.0 .. ... a e emae e A 85.000 p/100 set

" Sikat mangkok stain steel 4" P-2.0 ....... e e e ' '135.000 p/60 pcs
{0}
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PENG UMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

'NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK,

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN.
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, "
PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN .

YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 OKTOBER 2015

' SAMPAI DENGAN 20 OKTOBER 2015

(Keputusan Menteri Keuangan Republlk Indonesia .
Nomor 45/KM.10/2015, tanggal 13 Oktob.er 2015)

~

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : _ ]
bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk )
. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan |
Pajak . Penjualan atas Barang Mewéh, Pajak |
. Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan
" ‘barang, hutang Pajak yang berhubungan den-
gan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jé_sa
dan Pajak Penjualan atas Barang _Mewa'h,‘ Pajak
Ekspor, dan penghasilan yang diterima- atau di-
- peroleh berupa ﬂang asing, harus teflebih dahUIu

dinilaj ke dalam uang rupiah

_bahwa berdasarkan pertirbangan sebagalmana di-
‘maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputu-
san Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai |
Dasar Pelunasan Bea Masuk, ‘Pajak Pertambéhan '
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pen}uélan atas '
Barahg Mewabh, Pajak Ekspor, dan Pajak Per_‘nghasi—
- lan yang berlaku untuk tanggal 14 Oktober 2015

sampai dengan 20 Oktober 2015.

. Menglngat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan {Lembaran Negara Republik
Indonesia. Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan

.Ler'nbaran Negara -Bepub!ik Indonesia Nofnor
3263) sebagaimana telah diubah" terakhir den- | -
gan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008_%

(Lembaran Negara Republik ' Indonesia Tahun

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan .Jasa dan

'Pajak,PenjuaIan a.tas Barang Mewah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nor_n'or‘
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo--
nesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah |

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Ta-
hun 2009 (L.embaran Negara Repubhk Indone3|a
Tahun 2009 Nomor 150); ‘

_-Undang—Undang Nomor 10 Tahun 1995 ten'tang

‘ Kepabeahan_ (Lembaran Negaré-R‘epubiikl Indoné—
sia.Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran | .
Negara Republik Indonesia Nomor 3612) seb-

agaimana telah diubah'ferakhir dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Neg-

B ‘_ara Republlk indonesia Tahun 2006 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia F

Nomor 4661)

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 ten-
. _tang Cukal_(Lembar,an ‘Negara Republik Indo-
‘nesia Tahun 1986 Nomor 76, Tambahan Lem-
‘ .bar.ar_l Negér.a Republik Indpnesia' Nomor 3613_} '

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Un-
dang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 {(Lemba-

ran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No-
" mor 105, Tambahan Lembaran Negara Repubhk '

Indone3|a Nomor 4755);
Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

2008 Nomor 1_733);

" ‘Peraturan Menterl Keuangan Nomor 184/
PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerlan Keuangan , ) 1

Bust rgsk Nows 8765/16-70- 2815
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' PERTAMA : _ k
' Menetapkan N|Ia| Kurs sebagai Dasar Pelu-

L 7. Keputu-san

© W N ;AWM

Menteri Keuangan Nomor 347/
KMK.01/2008. tentang Pelimbahan' Wewenang
"I(epada Pejabat Eselon | Di Llngkungan Kemen-
terlan Keuangan Untuk dari Atas Nama Menteri
Keuangan Menandatangani Surat dan at_au Kepu:-

tusan Menteri Keuangan;

Memperhatikan: ‘ ' _
Surat Perintah Nomor PRIN-374/MK.01/2011;

i

" MEMUTUSKAN :

' Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAi”;é

KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, .

PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG

SAMPAI DENGAN 20 OKTOBER 2015.

| BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 OKTOBER 2015 :

14 Rp.

.19

o PENGUMUMAN,/ PERATURAN PEMERINTAH

10.68 Untuk I('yla;t Myanmar (MMK) o
211.60
45,561.16
131.76
298.45
3,670.18
97.89
'384.45
9,788.91
Rp. 15,556.40
Rp. 2,167.77
Rp.  11.91

15
16
17
18

Rp. Untuk Rupee India {INR)

Rp. Untuk Dinar Kuwait (KWD)
Rp. Uniuk Rupee Pakistan (PKR}
Untuk Peso Philipina (PHP)

Untuk Rival Saudi Arabia (SAR)

Rp.
Rp.
Rp.
Rp. _
Rp.

20
21
22
23
24
25

Untuk Rupeé Sri Lanka {LKR)

Untuk Bath Thailand (THB)

Untuk Dolar Brunei Darussalam {BND)

Untuk Euro Eurd {EUR) '

Uﬁtuk Yuan R.enminbi Tiongkok {CNY}-
_ Untuk Won Korea (KRW} |

‘KEDUA:

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak
tercantum’ dalam diktum PERTAMA maka hilai kurs

yang diguﬁakah sebagai dasar pelunasan adalah kurs”

spot hanan valuta asing yang bersangkutan di pasar
mternasmnal terhadap dolar Amerika Serlkat yang

be_riaku pada penutupan hari kerja sebefumnya_dan

nasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang

dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,

* Bea Keluar, dan Pajak Pe_nghasillan yang berlaku un- ‘

tuk tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan 20 Ok- 5

. tober 2015, ditetapkan sebagai berikut :

1 Rp.
Rp.
‘Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
R.p.
Rp.
10 Rp.
11 Rp.
12 Rp.
13 Rp.

13,764.00
9,900.59
10,589.49
2,084.96

Untuk Dolar Amerika Serikat {USD].
‘Untuk Dolar Australia (AUD) .
Untuk Dolar Kanada (CAD} .
Untuk Kroner Denmark {DKK)
1.775.95
3,257.63
$,137.51

Untuk Dolar Hongkong {HKD)

Untuk Dolar Selandia Baru {NZD}
1,687.14
21,069.63
9,787.38
1,673.32
14,250.31
11,459.71

Untuk Kroner Norwegia (NOK)
Untu.k Poundsterfing -Inggris (GBP)
Untuk Dolar -Singapura {SGD}
Untuk Kroner Swedia {SEK)
Untuk Franc Swiss (CHF)

Untuk Yen Jepang _(JPY)

Untuk Ringgit Maiaysua (MYR) -1,

dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat

'sebagalmana ditetapkan dalam Keputusan' Menteri

Keuangan |n:

KETIGA; .

Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku un-
tuk tanggai 14 Oktober 201 5 sampai dengan 20 Okto-
ber 2015.

Ditetapkan di Jakarta
_ Pada tanggal 13 Oktober 2015
an. MENTERI- KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Pit. KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
ted. | |
ANDIN HADIYANTO '

(BN)

i
|
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_ _ “PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

BANK PERKREDITAN RAKYAT

(Surat Edaran Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan
 Nomor 16/SE0JK.03/2015, tanggal 25 Mei 2015)

-[Sambungan Business News: 8_764 Halaman 64]

D. Perubahan Kepemilikan Saham yang-Disebab- P
- kan oleh Pengalihan Saham yang Mengaki-
batkan Perubahan dan/atau Mengakibatkah
Terjadinya PSP BPR, dan/atau, Penggantian
dan/atau Penambahan Pemilik yang Mengaki-' *
batkan atau Tidak Mengaknbatkan Perubahan
PSP BFR ' :
1. Direksi BPR menyampaikan permohonan |
~ persetujuan perubahanl kepemilikan yang |
disebabkan oleh pengalihan saham yang
mengakibatkan perubahan"danfatau men-- |
gakibatkan terjadinya PSP BPR, dan/atau
penggantian dan/atau penambahan pemilik
_baik yang mengakibatkan atau tidak men- = .
gakibatkan perubahan PSP BPR, kepada |
Otoritas Jasa Keuangan dengan melampir- '

2.

1

kan: . _ _
a. bukti seforan modal Q:lalam bentuk bily- |
et deposito pada Bank Umum atau BPR
. yang bersangkutan dalam hal terdapat
penambahan modal disetor berupa an- .
tara lain: ‘ ’
1) fotokopi- _bi!yet ‘deposito setofan k
modal; ‘ '
2) bukti pembukuan setoran modal;
3} dokumen pendukung terkait dengan
aliran dana setoran modal; ' '

'b. bukti pengalihan saham; P 4.

¢. dokumen persyaratan calon pemegang

saham atau calon PSP sebagaimana di- .| -
maksud pada butir lIl.A.2.b., dalam hal :

perubahan kepemilnkan saham mengakl— )

~ batkan .terjadinya- PSP dan/atau dise-

- babkan oleh penambahan pemilik; :

d. dokumen persyaratan akuisisi dalam
hal pengalihan saham yang disebabkan

oleh akuisisi sehingga mengakibatkan |
beralihnya pengendaliah; ' '

e. risalah RUPS yang menyatakan persetu-

| juan pembayaran dividen untuk disetor-

5.
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kan kembali menjadi-tambahan modat |

dlsetor dlsel‘tal dengan bukti pemoton-
gan pajak atas dividen.

Otoritas Jasa Keuangan memberikan per- _
-sétujuan atau pehollakan atas permohonan |
perubahan kepemilikan saham sebagaima-

na dimaksud pada angka 1 paling lama 20
{dua puluh) hari kerja sejak permohonan

berikut _dokumen yang dipersyaratkan '

diterima secara lengkap.
Dalam rangka melakukan persetujuan atau

penolakan atas permohonan perubahan

kepemilikan saham, Otorltas Jasa Keuan-

gan melakukan: .

a. penelitian atas kelengkapan dokumen;

b. pemeriksaan setoran modal;

c. uji kemampuan dan kepatutan terha-
dap calon PSP dalam hal penambahan
modal disetor tersebut mengakibatkan
terjadinya PSP;

d. penelitian terhadap persyaratan caloni

- Pemegang Saham dalam hal penamba-

han modal disetor mengaklbatkan ter-

jadinya Pemegang. Saham baru; dan

e. penelitian terhadap kinerja keuangan :

BPR dan/atau lembaga keuahgan lain
yang dimiliki oleh calon PSP.

Penelitian kelengkapan dokumen seb—

agaimana dimaksud pada butir 3.a. men-

cakup :

a, kelengkapan isi dan format dokumen
sesuai denga.n checklist persyaratan
pengajuan permohonan persetujuan pe-
rubahan kepemiiikan -saham BPR seb-
agaimana pada Lampiran 11.8; dan

‘.

b. penelitian terhadap calon pemegang sa- |
ham, calon anggota Direksi dan calon
anggota Dewan Komisaris dalam Daftar |

Tidak Lulus dan Daftar Kredit Macet.
Guna memastikan kelengkapan dokumen



pada. butir 4.a.,

yang dlsampalkan BPR harus meiakukan'

pengecekan dengan menggunakan check-
list kelengkapan persyaratan dokumen se--
bagaimana pada Lampiran il.8 yang ditan- f
- datangani oleh Direksi BPR. 7
. Dalam hal dokumen permohonan persetu- |

juan perubahan kepemilikan saham yang
- disampaikan oleh BPR dinilai telah leng-
-kap sesuai dengan checklist sebagaimana
Otoritas Jasa Keuangan -
menyampaikan surat pemberitahuan ke-
pada BPR bahwa dokumen permohonan
" perubahan kepemilikan saham BPR telah

tengkap, s,é_hingga proses persetujuan atau. |

penolakan. perubahan kepemilikan saham

mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat °

pemberitahuan tersebut.

juan perubahan kepemilikan saham yang
disampaikan oleh BPR dinilai belum leng-

kap seéuai dengan checklist sebagaimana
Otoritas Jasa I_(euar"igan .
memberitahukan kepada BPR untuk me- |
lengkapi kekurangan dokumen paling lama -

pada butir 4.a.;

. Dalam hal dokumen permochonan persetu-

10 (sepuluh).hari kerja sejak tanggal surat

pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.

. Dalam hql BPR telah ._rnemenuhi'_kekuran-

gan: dokumen dalam batas waktu seb-

agaimana dimaksud pada angka 7 dan ber- |
~ dasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan

dokumen yang disampaikan oleh BPR telah

lengkap; proses permchonan perubahan -
persetujuan - atau penolakan perubahan
kepemilikan saham mulai berjalan terhitung
sejak tanggal surat pemberltahuan Otcmtas o
' Jasa Keuangan. ‘ ‘ '
. Dalam rangka melakukan proses penllalan

dan penehuan atas ‘kebenaran dokumen

terkait dengan proses pada butir 3.b. sam- .

pai dengan butir 3.e., Otoritas Jasa Keuan-

gan dapat memmta‘tambahan atau perbai-
kan dokumen kepada BPR dalam rangka i

pelaksanaan proses terseburt.

paikan kepada Otoritas Jasa Keuangan

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
tangga! surat pembentahuan Otoritas Jasa =

10.Tambahan atau perbaikan dokumen seb- =
agaimana dimaksud pada angka 9 disam- = -

_PENGUMUMAN/ PERATU RAN PEMEPINTAH

Keuangan.

11 Pelaporan perubahan kepemmkan saham

kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah

perubahan kepemilikan saham - disetujui
oleh RUPS, dengan melampurkan nsalah o

RUPS.

12.BPR yang telah memperoleh persetujuan

perubahan komposnsu kepem;llkan saham

- yang dlsertai dengan penambahan modal
~disetor mengajukan permn_honan persetu—
juan’ pencairan deposito kepada Otoritas -

Jaga Keuangan sebagarmana pada Lampi-
ran i1.18.

E. Perubahan Komposisi Kepemilikan. Saham

yang Tidak Mengakibatkan Penggantian dan/
atau Penambahan PSP serta Tidak Diakibat-
kan oleh Penambahan Modal Disetor

1

f’s;cmesz Nea 5{6.;”ra GZ0S

. BPR menyampaikan laporan 'perubahan

komposisi kepemilikan saham’ yang ti-

'_dak mengakibatkan penggantian“da_n)’atau

penambahan PSP serta tidak diakibatkan

‘oleh penambahan modal disetor kepada .

Otoritas Jasa Keuangan dengan melampir-

kan: . _
a. risalah RUPS yang menyetujui peruba-.
" han komposisi kepemilikan saham; dan

b. data kepemilikan berupa:
1) daftar pemegang - .saham - berikut
~ rincian  besarnya masing-masing
. kepemilikan saham, bagi BPR yang
berbadan hukum Perseroan Terbatas
atau Perusahaan Daerah; atau
2) daftar anggota berikut jumlah sim-

panan pokok dan simpanan wajib,
“bagi BPR yang berbadan hukum Kop— ,

erasi.

"Data kepemilikan sebagalmana drmaksud
‘pada butir 1.b. dilengkapi dengan:
a. bukti pengalihan saham;

b. dokumen ‘pendukung terkait dengan
sumber - dana yang digunakan untuk

melakukan pengambifalihan saham;
c. surat ‘pernyataan bahwa sumber dana
pembelian saham:
1) tidak berasal dari plnjaman atau fasil-
itas’ pembiayaan dalam bentuk apa-
pun dari Bank dan/atau pihak lain;



1

\ . . 1

dan/atau

2) tidak berasal dari darni uritu‘k, tujuan‘
pencuman uang. ‘

Dalam-hal calon: pemégang saham BPR

adalah Pemerintah Daerah, surat per- |
nyataan digantikan dengan Surat Kepu-

~ tusan Kepala- Daerah yang menyatakan
bahwa sumber dana setoran modal

 telah dlanggarkan dalam APBD dan

" telah disahkan oleh DPRD setempat

F. Perubahan Anggaran Dasar .
1. Tata cara perubahan anggaran dasar BPR

karena perubaha_n kepemilikan, penamba-

‘han modal disetor, danfatau perubahan

modal dasar tunduk kepada ketentuan pe-

" rundang-undangan yang berlaku.
. Dalam hal BPR berbadan hukum Perseroan

Terbat_as,' bukti pemberitahuan atau per-

setujuan perubahan anggaran dasar yang
-disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuan-

gan berupa:
a. -surat penerlmaan pemberltahuan pe-

" rubahan anggaran dasar dari Menteri -

Hukum dan Hak Asasi Manusia Repub-

" lik Indonesia dalam hal perubahan kepe- !

milikan dan/atau penambahan modal

disetor tidak menyebabkan 'pefubahan

modal dasar pada anggaran dasar; atau

b. keputusan dari Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia men-
‘genai _persetujuan perubahan anggaran |

“modal dasar pada anggaran dasar,

. Dalam hal BPR berbadan hukum Perusa-

haan Daerah atau Koperasi, bukti pem-
beritahuan atau persetujuan perubahan
anggaran' dasar yang disampaikan kepada

- dasar dalam hal terdapat perubahan

. Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan. | -
Peraturan 'Daerah atau ketentuan menge-
_ nai badan hukum Koperasi.

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH '

tas Jasa Keuangan dengan melampurkan
dokumen sebagaimana dlatur pada butir
NLA.2.c.

. Otoritas Jasa Keuangan memberikan per-

setujuan atau penolakan atas pengajuan-_
calon anggota Direksi dan/atau calon ang-
gota Dewan Komisaris paling lama 30 (tiga

- puluh} hari sejak p-erfnohonan berikut do-

kumen yang dipersyaratkan diterima ses
cara lengkap.

. Dalam rangka memberukan persetu;uan

atau penolakan atas permohonan persetu-
juan calon .anggota Direksi dan/atau calon
anggota Dewan Komisaris sebagaimana

‘dimaksud pada -angka 2, Otoritas Jasa

Keuangan melakukan uji kemampuan dan
kepatutan, yang meliputi:

a. penelitian administratif; dan

b. wawancara. '

. Penelitian administratif sebagaimana di-
.- maksud pada angka 3 huruf a mencakup:
‘a. kelengkapan isi dan format dokumen

sesuai dengan checklist persyaratan |

permohonan persetujuan calon anggota
" Direksi dan/atau calon anggota Dewan"

Komisaris BPR sebagaimana pada Lam-
. piran i1.9 dan/atau Lampiran 11.10; dan

b. penilaian pemenuhan persyaratan integ-

ritas, kompetensi dan reputasi keuan-
gan. : ' '

. Dalam' hal dokumen permohonan persetu-
juan calon -anggota Direksi dan/atau calon-

ariggota Dewan Komisaris yang disampai-
kan oleh BPR dinilai telahl lengkap sesuai

' den'gan checklist sebagaimana pada butir

4.a., Otoritas Jasa Keuangan menyam- f

'pankan surat pemberitahuan kepada BPR |

bahwa dokumen permohonan persetujuan
calon anggota Direksi dan/atau calon ang-
gota Dewan Komisaris BPR telah leng- '
kap, sehingga proses persetujuan. atau

V. ANGGOTA DIREKSI DEWAN KOMISARIS DAN i
PEJABAT EKSEKUTIF '

" 'penolakan permohonan persetujuan calon
‘anggota Direksi dan/atau calon anggota
A. Persetujuan Terhadap Calon Anggota Direksi Dewan Koh‘lisaris mulai berjalan terhitung
dan/atau Calon Anggota Dewan Komisaris = ! sejak. tanggal surat pemberitahuan _tersé- "
1. BPR mengajukan permohonan persetu- | ' “but. : ' |
juan calon anggota Direksi dan/atau calon ) 6. Dalam ha! dokumen. permohonan per-
anggota ‘Dewan Komlsans kepada Otori- 'setujuan calon anggota Direksi dan/atau
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calon anggota Dewan Kom1sar|s yang

disampaikan oleh BPR dinilai belum leng- o
kap sesuai dengan checklist sebagaimana ;

pada butir ‘4.a., Otoritas Jasa Keuangan

memberitahukan kepada BPR wuntuk me- o
.lengkapi kekurangan dokumen paling lama !
~.10.{sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat.

pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.

. Dalam hal BFR telah 'm_emenuhi kekurangan
'doku‘men‘dalam batas waktu sebagaimana

dimaksud pada angka 6 dan berdasarkan
penilaian Otoritas Jasa Keuangan dokumen
yang disampaikan oleh BPR telah fengkap,

proses pemberiani persetujuan atau peno-

lakan atas permohonan persetujuan calon
anggota Direksi dan/atau’ calon anggota
Dewan Komisaris mulai berjalan terhitung

- sejak tanggal surat pemberitahuan Otontas

Jasa Keuangan.

. Dalam rangka melakukan proses pemlalan i
pemenuhan persyaratan sebagaimana di-
Otoritas Jasa -
Keuangan berwenang meminta tambahan

maksud pada butir: 4.b.,

atau perbaikan dokumen kepada BPR.

. Tambahan atau perbaikan dokumen seb-
agaimané dimaksud pada angka 8 disam-
“ paikan kepada Otoritas Jasa Keuangan |
,pallng tama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa =

Keuangan.

10 Dalam. hal berdasarkan hasil penelitian ad-

mlnlstratlf sebagalmana dimaksud - pada
angka .4, permohonan BPR untuk mem-
peroleh persetujuan atas "calon anggota
Direksi ' dan/atau .calon anggota Dewan

Komisaris: o
a. belum memenuhi persyaratan dokumen

administrasi yang ditetapkan dan telah

diminta untuk melengkapi dalam jangka

waktu 10 {sepuluh) hari kerja namun
tidak menyampaikan dokumen sesuai
yang ditetapkan; dan/atau

. b. tidak memenuhi persyaratan integritas,

kompetensi dan reputasi keuangan, -

Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan
-kepada BPR bahwa permohonan persetu- .
juan calon anggota Direksi dan/atau calon

anggota Dewan quisaris tidak dapat di-

n

proses lebih lanjut.

.Dalam hal perm_ohonah 8PR untuk ,‘m'em—

. peroleh persetujuan atas calon anggota

Direksi dan/atau palon énggota Dewan
Komisaris' dinilai . telah memenuhi per-

.gyaratan administratif, proses persetujuan

dilanjutkan dengan wawancara terhadap

“calon anggota Direksi dan/atau calon ang-

" gota Dewan Komisaris.

12.Dalam hal berdasarkan hasil wawancara,'

calon anggota Direksi dan/atau calon ang-

gota Dewan Komisaris dinilai memenubi

' persyaratan menjadi calon anggota Direksi

dan/atau calon anggota Dewan Komisaris,
calon anggota Direksi dan/atau calon ang-

gota Dewan Komisaris dinyatakan Lulus

" dalam bentuk penetapan hasil uji kemam-

puan dan kepatutan

13 Dalam hat. berdasarkan hasil wawancara

calon anggota Direksi dan/atau calon ang-

© gota Dewan Komisaris dinilai tidak me-

menuhi persyaratan menjadi calon anggota

- Direksi dan/atau -calon anggota Dewan

Komisaris, calon anggota Direksi dan/

* atau calon anggota Dewan Komijsaris din-

yatakan T:dak Lqus dalam bentuk peneta- .

pan hasil uji kemampuan dan kepatutan.

14. RUPS untuk mengangkat' calon anggota

- Komisaris diselenggarakan paling lama 90

Direksi dan/atau calon anggota Dewan

(sembllan puluh) hari sejak tanggal per-
setujuan Otoritas Jasa Keuangan.

15 Dalam hal jangka waktu 90 {(sembilan pu-

luh) hari tersebut berakhir dan BPR belum

r_nenyelenggarakan RUPS, persetu;uan

PENGUMUMAN!PERATURAN DEMERINTAH |

* Otoritas Jasa Keuangan dan penetapan |

hasul uji kemampuan dan kepatutan batal

dan dlnyatakan tidak berlaku. -

16, Pengangkatan calon anggota Direksi dan/

atau calon anggota Dewan Komisaris oieh

RUPS belum efektif sebelum mendapat_

persetuluan dari Otorltas Jasa Keuangan.

Pengangkatan calon anggota Direksi dan/ 5
atau calon anggota Dewan Komisaris di- |
laporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan |

‘paling lama 10 (sepuluh} hari kerja sejak

. tanggal efektif pengangkatan anggota Di- |

reksi dan/atau anggota Dewan Komisaris -

|3
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disertai dengan risalah RUPS.
" 17.Dalam hal BPR berbadan hukum' Perseroan - ;
"Terbatas, BPR memberitahukan. perubahan
" anggota Direksi dan/atau anggota.Dewan |
Komisaris kepada Kementerian Hukum dan

" Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam
daftar perseroan sebagaimana ketentuan’
yang mengatur- mengenai perseroan ter-
- batas dan menyémpaikan bukti pemberita-
huan perubahan dimaksud kepada Otoritas -

. " Jasa Keuangan. ' :
'B. Pemenuhan kekurangan jumiah mlnlmal ang-+ -
gota Direksi dan/atau anggota Dewan Komis-
aris '
1. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/ (
atau anggota Dewan Komisaris yang diber-
" hentikan oleh RUPS, mengundurkan diri,
meninggal dunia, atau dilarang menjadi
~ anggota Direksi dan/atau anggota Dewan

Komisaris oleh Otoritas Jasa Keuangan se- | 3.

hingga mengakibatkan tidak terpenuhinya .
jumlah minimum anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris, BPR 'wajib me- :

- miliki anggota Direksi dan/atau - anggota - | _ 4,

Dewan Komisaris pengganti paling lama
120 (seratus dua puluh} hari kerja sejak |
‘tanggal jabatan Direksi dan/atau Dewan | °
Komisaris tersebut mengalami kekoson-
gan. o - |

2. Jangka waktu selama 120 (seratus dua |

 puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud

pada .angka 1 térmasuk dalam cakupan
proses pen’gajua'n calo.nfangg'ota Dire'ksi K ‘
dan/atau calon anggota Dewan Komisaris : 5.
oleh BPR, uji kemampuan dan kepatutan
hingga pengangkatan anggota Direksi dan/ :
atau anggota Dewan ‘Komisaris‘.tersebut ‘
“oleh RUPS. : :

3. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran

~ jumlah minimum anggota Direksi dan/atau !

‘ PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

. RUPS harus dilakukan palmg lambat pada

tanggal berakhirnya masa jabatan anggota

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisa-.
ris serta dilaporkan kepada Otoritas Jasa . |.

Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari

'sejak tanggal RUPS. ‘
. Laporan pengangkatan kembali anggota

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisa-

© ris kepéda Otoritas Jasa Keuangan seb-
. agaimana dimaksud pada angka 1 disertai-

dengan dokumen:

a. risalah RUPS yang menyetu;uu pengang- |

katan kemnbali anggota Direksi dan/atau
. anggota Dewan Komisaris; dan .

b.. bukti persetujuan perubahan anggaran
" .dasar dan/atau penerimaan pelaporan.
atas pengangkatan kembali anggota Di-

reksi dan/atau anggota Dewan Komisa-
ns ',
Otoritas Jasa Keuangan - melakukan
pengecekan terhadap anggota Direksi dan/
atau anggota Dewan Komlsarls dalam Daf-
tar Kredit Macet. ‘

Dalam ‘hal berdasarkan hasil pengecekan
sebagaimana dimaksud pada angka 3,

~ anggota Direksi dan/atau anggota Dewan

Komisaris memiliki- kredit macet dan/atau
pemblayaan macet, anggota Direksi  dan/
atau anggota Dewan Komisaris yang ber-
sangkutan__ harus menyelesaikan kredit

“macet danfatau pembiayaan ‘macet di-

maksud sesual dengan jangka waktu yang
ditetapkan.

‘Dalam hal anggota Direksi danlatau ang-
gota Dewan Komisaris tidak dapat meny--

elesaikan kredit macet dan/atau pembiay-

aan macet, Otoritas Jasa Keuangan akan

melakukan tindak lanjut -sebagaimana dia-
tur dalam ketentuan mengenai uji kemam-
puan dan kepatutan BPR.

anggota Dewan Komisaris dikenakan kepa- 3 - ‘ D. Perubahan Anggota Direksi dan/atau Anggota
da BPR setelah berakhirnya jangka waktu o Dewan Komisaris
120 (seratus dua puluh) hari kerja seb- = 1. Tata cara perubahan anggaran dasar BPR

agaimana dimaksud pada.angka 2. 4
C Penga'ngkatar_n Kembali Anggota Direksi Dan/ :
Atau Anggota Dewan Komisaris .
1. Pengangkatan' kembali ‘anggota Direksi P
dan/atalj anggota Dewan Komisaris oleh -2,
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karena perubahan anggota Direksi dan/

~atau a‘ngg'ota Dewan Komisaris tunduk ke-
"pada ketentuan perundang undangan yang |

berlaku.
BPR berbadan hukum Perseroan Terbatas

%




f
|

menyampaikan bukti perubahan anggota :
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
kepada Otoritas Jasa Keuangan berupa su-
rat ‘penerimaan pemberitahuan perubahan |
data perseroan, surat penerimaan pemberi-
‘tahuan péruba‘han anggaran dasar, ‘atau
keputusan mengenai persetujuan perubah- |
~ an anggaran dasar dari Menteri Hukum dan :

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

. Dalam hal BPR berbadan hukum Perusa-
haan Daerah atau Koperasi perubahan T
anggaran dasar dan pelaporan atau per-
setu;uannya d:lakukan sesuai Peraturan-w'
. Daerah atau ketentuan mengenai badan
- hukum Koperasi yang beriaku. ‘
., BPR . menyarnpaikah laporan perubahan ) '
anggota Direksi dan/atau angg"o'-caAD.ewan
Komisarig sebagaimana dimaksud pada
angka 1 kepada Otoritas Jasa Keuangan |
paling Iama" 10 (sépuluh) hari kerja setelah :
perubahan képe,nguruéaf'_l yang di,lampiri';'
dengan bukti sebagaimana dimaksud pada
: éngka 2 atau angka 3 dari instansi- yang
- berwenang sesuai ketentuan dan perun-

dang-undangan yang berlaku.
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3 BPR yang melakukan pelanggaraan atas

ketentuan:

a.. jumlah dan struktur anggota . Direksi |

dan/atau anggota Dewan Komisaris;

b kewajiban anggota Direksi dan/atau

anggota Dewan Komisaris memiliki
sertifikat kelulusan;

c. jangka waktu pemenuhan ]umlah mini-’
mum anggota Direksi dan/atau anggota

‘ Dewan Komisaris dalam hal terdapat
kekdrangah karena berhénti menguin-
. durkan diri, memnggal dunia atau dila-
rang menjadi anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris oleh Otoritas
- Jasa Keuangan; '

d. farangan hubungan keluarg.a' atau se- |
menda dengan sesama dan/atau den- |

' gan anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan K0m|sar|s,

'e.‘ Iarangan terhadap Direksi mem|I|k| sa- |
) ham secara. sendiri-sendiri maupun |
bersama-sama sebesar 25% {(dua puluh

lima perseratus). atau lebih dari modal
disetor pada Bank dan/atau menjadi pe-
. megang saham mayoritas di lembaga

'E. Pemenuhan Persyaratan Anggota Dlrek3| dan "jasa keuangan non Bank; dan
Anggota Dewan Komisaris o P . f. larangan merangkap jabatan bagi ang- |
1 Untuk memenuhi. struktur anggota D:reksn -gota Direksi dan anggota Dewan Komis-

dan anggota Dewan Komisaris yang terdiri
- dari paling sedikit Direktur Utama dan Di- |
rektur serta Komisaris Utama dan Komisa- :
ris, Direksi atau Dewan Komisaris yang ~
" akan menduduki jabatan sebagai Direktur |
' Utama atau Komisaris Utama. mengikuti
tata cara yang diatur. dalam ketentuan -
mengenai ujit kemampuan dan kepatutan | -

BPR. .

. Anggota Direksi yang memiliki saham baik -

‘secara sendiri-sendiri maupun bersama-sa-
ma sebesar 26% ({dua puluh lima persera-

tus) atau lebih dari modal disetor pada |
Bank dan/atau menjadi pemegang saham .

~ mayoritas di lembaga jEISB keuangan non

Bank harus melakukan:.

‘a. pengalihan seluruh atau sebaglan kepe- :

milikan saham; atau

b. melepaskan jabatan sebagal anggota :

Dweksn
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aris,

dikenakan sank3| antara lain berupa Iaran- :
gan pembukaan jaringan .kantor dan ke- |

giatan Pedagang Valuta Asing dan/atau

'penghentlan sementara sebag|an kegiatan
.operasmnal BFR. .
. Dalam hal BPR dlkenakan sanksi larangan

pembukaan jaringan kantor dan kegiatan
Pedagang Va!uta Asmg, BPR tidak diperke-
nankan untuk mengajukan pembukaan jar-

" ingan kantor berupa Kantor Cabang, Kan-
tor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas, serta |

mengajukan izin kegiatan sebagai Peda-
gang-Valuta Asing.

. Dalam hal :BPR dikenakan sanksi berupa

penghentian sementara sebagian kegiatan

~ operasional BPR, larangan dimaksud anta- |
_ra lain sebagai berikut: - . ,
a. melakukan kegiatan ' penghimpunan |

dana;

|33
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b, melakukan keglatan penyaluran dana;
"dan/atau

‘¢. melakukan kegiatan Pedagang Valuta

Asing,

pada Kantor Pusat dan/atau Kantor Ca* |

bang BPR.

. Kegiatan penghlmpunan dana yang dita- _
rang sebagaimana pada butlr 5.a. adalah
- penghimpunan dana dan/atau transaksi
yang terkait dengan dana dalam bentuk
tabungan dan/atau deposito yang sumber

dananya berasal dari:

" a. fresh money, berupa setoraﬁ tunai dan/

atau melalui transfer ke rekening BPR di

Bank lain, kecuali untuk angsuran atau
- pelunasan kredit atau pembayaran ke- -

wajiban kepada BPR;

b. pemi'ndahbukuan pada BPR tersebut se-

lain dari:

1) akun tabungan dan/atau deposito

atas nama yang sama;

2) akun -biaya dalam rang:ka pem-
bayaran gaji pengurus dan karyawan

- BPR vang bersangkutan ke akun
tabungan. ‘

. Keglatan penyaluran dana yang: dllarang ;
sebagaimana pada butir 5. b. adalah peny- |
aluran kredit baru, termasuk penambahan
plafon kredit atau realisasi terhadap komit-.
“men penyaluran kredit, kecuali penyaluran

kredit dalam rangka re'struk'turiSasi kredit.

. Dalam hal BPR dikenakan sanksi pengh-
entian sementara sebagian kegiatan op-
erasional, BPR melakukan langkah-langkah

sebagai berikut:

a. mengumumkan penghentian sementara -

sebagian kegiatan operasional BPR ke-

pada masyarakat pada tanggal,yang ;

sama dengan tanggal surat pemberita-

- gan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja |

huan dari Otoritas Jasa Keuangan men- |

.genai penghentian sementara sebagian

‘kegiatan operasional BPR. Pengumd- .
man tersebut dilakukan dalam surat ka- -
bar harian lokal atau pada papan pen- !
- gumuman di seluruh kantor BPR, yang
paling "sedikit memuat hal -hal sebagal ;

* berikut:
1) informasi mengenal keglatan opera-

éﬂ *'m»‘ B ’\’ew& b
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sional yang dihentikan sementara se-

bagaimana dimaksud pada butir 5.a.

sampai dengan butir b.c.; _
2) tata cara penyelesaian hak dan ke-

wajiban kepada nasabah apabila ter-

dapat nasabah yang akan menghen-
‘tikan hubungan usaha dengan BPR;
dan ‘ ' '

3) tata cara

7 pembayaran
kredit; ' '

. melaporkan pelaks'anaan penghentian |
sementara sebagian kegiatan opera- |

angsuran |

sional BPR kepada Otoritas Jasa Keuan-

sejak tanggal penghentian sementara ‘

'sebaglan keglatan operasmnal BPR, dis- |

ertai dengan bukti pengumuman peng- -

hentian sementara sebaglan keglatan

operasmnal BPR;

1) jumlah dan struktur anggota Direksi
- dan/atau anggota Dewan Komisaris;

2) sertifikasi kelulusan dari Lembaga

- Sertifikasi Profesi bagi anggota Di-
reksi danjatau anggota.
‘Komisaris; '

—

gan keluarga atau semenda sampai

Dewan.

anggota Direksi tidak memjliki hubun- |

. BPR yang telah menjalanl sank3| tetap
" harus memenuhi ketentuan:

'déngan derajat kedua dengan sesa-

ma- anggota Direksi danlatau ang- -

gota Dewan Komisaris;
anggota Dewan Komisaris tidak me-
miliki hubungan keluarga. étéu se-

.menda sampai dengan derajat ked-
ua dengan sesama anggota Dewan
Komisaris dan/atau anggota Direksi;
anggota Direksi baik secara sendiri-
sendiri atau befsama—sama tidak me-
miliki saharmn sebesar 25% {dua pu-
-luh fima perseratus) atau lebih;

6) anggota Direksi tidak merangkap ja-
batén pada Bank, =peru$ahaan. non
Bank dan/atau lembaga Iain;' dan

7) anggota

—

5

—

De_wah. Komisaris tidak !

merangkap jabatan sebagai anggota '

Direksi atau Pejabat Eksekutif pada ,

BPR dan/atau Bank Umum yang
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menjalankan kegiatan usaha secara

konvensional maupun. berdasarkan

prinsip syariah.

d. BPR yang telah menjalani sank3| dan !
telah memenuhi ketentuan sebagaima-

. na dimaksud pada butir c.1) sampai

- dengan butir ¢.7) dapat -melakukan |

"kembali sebagia'n kegiatan operasional

yang telah dihentikan sementara den-f

gan prosedur sebagal berikut:

1) BPR melaporkan kepada Oforitas"

wajiban memiliki sertifikat kelulusan.

2. Délam hal sertifikat kelulusan telah diteri-

ma oleh yang bersangkutan, fotokopi serti-
fikat tersebut harus segera disampaikan
kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan

L menunjukkan sertifikat asli.

. Khusus calon anggota Dewan Komisaris
* ‘yang telah memiliki sertifikat kelulusan di- .
~ reksi BPR dan masih beriaku, dapat diber-

lakukan sebagai dokumen - seértifikasi bagl
calon Anggota Dewan Komisaris." '

Jasa Keuangan mengenai pemenu-
han ketentuan dimaksud. ' .
2} Otoritas Jasa Keuangan melakukan

G. Larangan Menjadi Anggota Direksi dan/atau-
Anggota Dewan Komisaris :
1. Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan

penelitian atas laporan BPR untuk
memastikan pemenuhan ketentuan
dimaksud. '

3} Dalam hal - berdasarkan _penelitian

sebagaumana dimaksud pada angka

2) BPR telah memenuhi ketentuan '
dimaksud, Otoritas Jasa Keuangan
menyampaikan surat kepada BPR un- |
tuk dapat melakukan kembali seba- !
gian kegiatan operasional. BPR yang !

~ dihentikan sementara. o
“4) Dalam waktu paling iama 5 ({lima)

hari kerja setelah melakukan keg- | -

iatan operasional kembali, BPR:

a) melaporkan kepada Otoritas Jasa

Keuangan; dan

b) menyampaikan pengumuman ke-
pada masyarakat dalam surat ka- |
. bar harian lokal atau pada papan | - '
"pengt_-]mum'én di seluruh “kantor

BPR,:

mengenai pelaksanaan kembali seba-
gian kegiatan operasion'a[ BPR yang

dihentikan sementara.

F. Persyaratan Lulus Ujian Sertifikasi ;
. Dalam hal calon anggota Direksi'd'an/atau
calon anggota Dewan' Komisaris ‘telah fu-
lus ujian- sertlflkaS| profesi Direksi- atau
Komisaris BPR namun yang bersangkutan _
belum menerima sertifikat kelulusan darl":
Lembaga Sertifikasi Profesi, Surat Keputu- |
san Hasil Uji Kompetehsi yvang diterbitkan
oleh Lembaga Sertifikasi Profesi berlaku
sebagai bukti sementara pemenuhan ke- |
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Komisaris dilarang menjadi pengurus BPR
apabila: o _
a. anggota Direksi tidak memiliki pendidi-
~kan formal_ paling rendah setmgkat di-
ploma tiga; : ’

' b. anggota Direksi tidak memiliki sertifi- °

kat kelulusan yang masih berlaku yang |
dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi
" Profesi; ‘

¢. mayoritas anggota Direksi memiliki

hubungan keluarga atau semenda sam-

pai dengan derajat kedua dengan ses-

ama anggota Direksi dan/atau anggota
- Dewan Komisaris; ”

d. 'anggota Direksi baik secara sendiri-

- sendiri maupun bersama-sama meémiliki
saham seébesar 26% ({dua puluh lima
perseratus) atau lebih dari modal dise-
tor pada Bank dan/atau menjadi-peme-
'gang saham mayoritas di lembaga jasa |

- keuangan non Bank; ' _

e. anggota Direksi merangkap - jabatan
.pada Bank, perusahaan non Bank dan/
“atau lembaga lain, kecuali sebagai pen-
gurus asosiasi industri BPR dan/atau
“lembaga pendidikan dalam rangka pen-
-ingkatan kompe’genéi sumber daya ma-
nusia BPR sepanjang tidak mengéanggu

- pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPR;

" f. anggota. Dewan Komisaris tidak memi-

liki .sertifikat kelulusan yang masih ber-
~ laku dari Lembaga Sertifikasi Profesi;
g. anggota Dewan  Komisaris mérangkap"
jabatan seébagai anggota Direksi atau i
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Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS', dan/ &' -

atau Bank Umum

h. mayorltas anggota Dewan Komisaris

‘memiliki hubungan keluarga atau se-
- menda sampai dengan derajat kedua .
dengan sesama anggota Dewan Komis-

aris .atau .ah'ggo_‘ta Direksi;

i. dikenakan sanksi Tidak Lulus Uji Ke-

mampuan dan Kepatutan, .

wajib . mengundurkan diri - paling Iama 10
(s_epuluh) hari kerja sejak t_anggal surat

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisa-
ris sebagalmana dimaksud pada angka 1

tidak diperkenankan melakukan tugas op-.

" pemberitahuan dari Ot_oritas Jasa Keuan-
“gan. ' ‘ :
. Pihak-pihak yang dilarang menjadi anggota

erasional BPR dan/atau kegiatan lain yang :
mempuriyai pengaruh terhadap kebijakan
' | VI. PEMBUKAAN KANTOR DAN KEGIATAN PELAY—
ANAN KAS BANK PERKREDITAN RAKYAT
A. Pembukaan Kantor Cabang

1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin

dan kondisi keuangan BPR sejak tanggal

Keuangan.

durkan diri maka:

a. BPR menyelenggarakan RUPS dalarn s

waktu paling lama 20 (dua puiuh) hari

. surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa E

. Dalam hal pihak-pihak sebaga[rnana dlmak- :
.. sud pada angka 1 tidak bersedla mengun—

" kerja sejak berakhirnya jangka waktu -
sebagaimana dimaksud pada angka 1

" untuk memberhentikan yang bersang-
kutan;

“b. Otoritas Jasa Keuangan tldak mengakm :

segala hubungan hukum yang dilakukan
pihak-pihak sebagalmana pada angka 1 i

-dan . }
¢. segala tindakan ‘yang dllakukan oleh

pihak-pihak tersebut merupakan tang-

‘ gung jawab pribadi yang bersangkutan.

. Dalam hal RUPS sebagalmana dimaksud
pada butir 3.a. tidak dapat diselenggara-
‘kan, Otoritas Jasa Keuangan dapat menun- |
_. juk dan mengangkat penggantt sementara

pihak-pihak tersebut sampai RUPS men-
gangkat pengganti tetap dengan persetu- :

juan Otoritas Jasa Keuangan.

H. Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekuﬁf

1. Laporan _BPR mengenai

pengangkatan :

Pejabat._Eksekutif kepada Ctoritas Jasa :

5«37"?(’"’5 Mews §765:16-10-2015

- karta, Kabupaten atdu Kota Bogor,

Keuangan dlsertal dengan: ,

a. dokumen berupa fotokopi surat pen-

-gangkatan atau surat perjanjian kerja

setiap Pejabat Eksekutlf dan dilengkapi

dengan surat kuasa khusps bagi pe-

mimpin Cabang; ‘

b. pasfoto terakhir ukuran 4x6 cm;

c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang
masih berlaku;

-~ d. riwayat hldup, dan

e. contoh tanda tangan dan paraf.

. Laporan sebagaimana pada angka 1 dis-
‘ampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan

paling fama 10 (sepuluh} hari sejak tang-
gal setiap Pejabat dimaksud menjalankan ;
tugas dan fungm sebagai Pejabat Eksekutif

sebagai Pejabat Eksekutif yang tercantum

'dalam surat pengangkatan.’

pembukaan Kantor Cabang dalam 2 {dua}

. tahap vaitu: :
a. persetujuan prinsip pembukaan Kan- |

~ berdasarkan tanggal efektif pengangkatan |

tor Cabang, yaitu persetujuan untuk :
- melakukan per5|apan pembukaan Kan-

tor Cabang; dan

b. izin operasional Kantor Cabang, vaitu
izin membuka Kantor Cabang setelah

~ persiapan sebagalmana dimaksud pada'

. huruf a selesai dilakukan.:

. BPR hanya dapat melakukan pembukaan
Kantor-dalam wilayah pr_owns: yang sama |
“dengan provinsi kantor pusat BPR. Khusus |

untuk wilayah Daerah Khusus lbukota Ja-

Kota |

Dépok, Kabupaten atau Kota Tangerang,‘é
Kota Tangerang Selatan, Kabupaten atau :
Kota Bekast dinyatakan sebagai 1 “(satu}

wilayah provinsi untuk keperluan perizinan

- pembukaan kantor cabang. Pengelompo-

kan wilayah tersebut beriaku pula bagi |

pembukaan kantor cabang BPR sebagal

akibat merger atau konsolidasi.

. Dalam hal terjadi pemekaran wilayah vang

menyebabkan kantor cabang dan kantor
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‘pusat BPR berada d| WIlayah prov1n5| yang

berbeda, BPR wajib: - %

a. menutup atau memindahkan kantor ca-
bang BPR; atau

~ b. 'memindahkan kantor pusat BPR,

ke dalam wilayah provinsi yang sama. :
4. Persetujuan. prinsip pembukaan'kahtor ca-
bang dilakukan sebagai berikut: '
a. BPR mengajukan permohonan persetu-
juan prinsip . sebagalmana dimaksud
pada butir 1.a. kepada Otoritas Jasa
Keuangan -dengan melampirkan studi

~ kelayakan pembukaan Kantor Cabang
dengan mengacu pada pedoman pe-
nyUsunan studi kelayakan dalam rangka -
pembukaan Karitor Cabang sebagaima-
na pada Lampiran 1.1 1. .
b. Otoritas Jasa Keuangan memberikan '
persetujuan atau penolakan atas permo-
honan persetujuan prinsip pembukaan
Kantor Cabang paling lama 20 {dua pu-
luh) hari kerja sejak permohonan berikut

dokumen yang‘ dip_eréyaratkan diterima

- oleh Otoritas . Jasa Keuangan secara -

lengkap. o :

_.c. Otoritas Jasa Keuangan memberikan ;
persetujuan atau penolakan atas permo-
honan persetuju‘anprinsip sebagaimana
dimaksud pada huruf b berdasarkan:
1} penelitian atas kelengkapan dan ke-

benaran dokumen serta pémen'l.ihan .

persyaratan berupa:

a) rencana pembukaan Kantor Ca-

-bahg telah - dicantumkan dalam
rlencana kerja tahunan BP_R;,

b} tingkat kesehatan tergolong sehat )
selama 12 {dua belas) bulan tera- -
khir; : :

c) rasio kewajiban penyediaan modal ‘
minimum (KPMM) paling sedikit |
12% ({dua belas perseratus} se- |
lama 6 (enam) bulan terakhir;_ .

d) rasio kredit non lancar atau non

~ performing loan (NPL} gross pal- |
ing tinggi 5% (lima. perseratus)
selama 6 {enam) bulan terakhir;

e) tidak dalam keadaan rugi - baik

_tahun lalu maupun tahun berja-
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lan datam 1 {satu) tahun terakhir
sebelum pengajuan pembukaan
Kantor Cabang dimaksud;

) memiliki teknologi informasi yang -

‘memadai. Teknologi informasi
tersebut paling * sedikit berupa
~ sistem core banking untuk mem:-
proses transaksi perbankan - se-

hari-hari, termasuk pengkinian .

transaksi ke catatan keuangan
secara elektronis dan terintegrasi

untuk .Kantor Pusat dan Kantor.

Cabang BPR. Dengan demikian,

BPR harus memiliki sistem ap- |
_ likasi dan/atau sarana -komputer,

telekomunikasi, dan sarana elek-
‘tronis lainnya yang digunakan
dalam pengolahan data keuangan

- dan/atau pelayanan jasa perbank-
_an termasuk pencatatan kegiatan -
usaha BPR secara online sehing-

ga mampu menghasﬁkan laporan

keuangan secara gabungan pada’

hari yang sama;
" g) kelengkapan organisasi dan in-

frastruktur pada Kantor Cabang |

~ yang akan dibuka; dan
h) tidak terdapat pelanggaran keten-
“tuan terkait dengan BPR;

" 2) penilaian 'terhadap studi kelayakan

pembukaan Kantor Cabang.

d. Per_hitungan jangka waktuprosés per-
setujuan atau penolakan persetujuan |

prinsip 'sebagaimana dimaksud pada

huruf b dihitung sejak tanggal surat I8
- Otoritas Jasa Keuangan yang memberl—

tahukan bahwa dokumen yang diper-
syaratkan telah diterima secara leng-
kap.

3. Dalam hal dokumen studl kelayakan
_pembukaan Kantor Cabang dinilai be-
lum memadai, Otoritas Jasa Keuangan

memberitahukan  kepada BPR untuk
memperbaiki studi kelayakan pembu-

kaan Kantor Cabang paling lama 20

(dua putuh} hari kerja sejak tanggal su-
rat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuan-
gan. '
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5. lzin Operasional Kantor Cabang dllakukan

Dalam hal . BPR tidak menyampaikan :
perbalkan studi kelayakan pembukaan
Kantor Cabang dalam batas waktu 20
{dua puluh) hari kerja sebagaimana di-
maksud pada huruf e, permohonan per- |
setujuan prinsip pembukaan,Kantor'Ca- ;

bang dinyatakan ditolak.

sebagai berikut:

a.

" dimaksud pada huruf b, Otoritas Jasa |

BPR mengajukan permohonan untuk

memperoleh izin operasional sebagaima-
na dimaksud pada “butir 1.b. kepada
Otoritas Jasa Keuangan paling lama
.80 (delapan puluh) hari kerja terhitung

sejak tanggal surat persetujuan prinsip
pembukaan Kantor Cabang,
melampirkan bukti kesiapan operasional

dalam rangka pembukaan Kantor Ca- |
bang serta rencana penghimpunan dan ‘
penyaluran dana Kantor Cabang paling -

kurang selama 12 {dua belas) bulan

beserta penjelasannya sesuai checklist :
 persyaratan pengajuan permohonan izin ;

operasional pembukaan Kantor Cabang
sebagaimana pada Lampiran [1.12.

.-Guna memastikan kelengkapan doku-
‘men vyang disampaikan,
melakukan pengecekan dengan meng-
gunakan checklist kelengkapan per-

syaratan dokumen yang dltandatanganl
oleh Direksi BPR.

Otoritas Jasa: Keuangan memberlkan.
persetu;uan atau penoclakan atas per- !

mohonan izin opérasional pembukaan

Kantor Cabang paling lama 20 (dua pu- .
luh} hari kerja sejak permohonan berikut 3
dokumen yang dipersyaratkan diterima :

secara lengkap.

Dalam hal dokumen permohonan izin
operasional pembukaan Kantor Cabang
vang disampaikan dinilai telah lengkap -

sesuai dengan -checklist sebagaimana

Keuangan menyampaikan ‘surat pem-

beritahuan kepada BPR bahwa doku- |
men permohonan izin operasional pem- *
"bukaan Kantor Cabang telah I_e_ngkap';. _

sehingga proses persetujuan atau pe-

. Bigines

dengan

BPR harus
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terhitung sejak tanggal_ surat pemberita-
huan tersebut.

‘e. Dalam hal dokumen permohonan izin
operasnonal permbukaan Kantor Cabang’
"yang dlsampalkan dinilai belum lengkap

sesuai dengan checklist sebagaimana

dimaksud pada huruf b, Otoritas Jasa '
- Keuangan memberitahukan kepada BPR
“untuk melengkapi kekurangan dokumen
paling lama 10 {sepuluh} hari kerja sejak
tanggal surat pemberitahuan Otoritas '

Jasa Keuangan.

. Dalam hal BPR tidak dapat melengkapi

kekurangan dokumen dalam batas wak-

tu 10 {sepuluh} hari kerja sebagaimana

dimaksud pada huruf e, permohonan
izin operasional pembukaan Kantor Ca-

bang dinyatakan ditolak dan persetu-
juan prinsip pembukaan Kantor Cabang

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERFNTAH '

P

- nolakan izin operasmnal mulai berjalan i

yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa

Keuangan dmyatakan batai dan tidak
berlaku. :

. Dalam hal BPR telah memenuhl kekuran—
" gan dokumen dalam batas waktu seb- '

agaimana dimaksud pada huruf e dan
. berdasarkan . penilaian Otoritas Jasa

Keuangan dokumen yang disampaikan

oleh BPR telah lengkap, proses persetu-
juan atau penolakan izin operasional
pembukaan Kantor Cabang mulai berja-
fan terhitung sejak tanggal surat pem-

: beritahua.h_Oforitas Jasa Keuangan. .
. BPR yang telah memperoleh izin opera- .

sional Kantor Cabang wajib melakukan
kegiatan usaha pada Kantor Cabang di-

maksud paling lama 20 (dua puluh) hari . i
. kerja sejak tanggal izin diberikan dan
] melaporkan pelaksanaan pembukaan

Kantor Cabang kepada Otoritas Jasa

' ~Keuangan paling lama 10 (sepuluh} hari

kerja sejak tanggal pembukaan dengan

menggunakan format surat sesuai den-

gan L_ampiran'lll."l'7 yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Surat Eda-
ran Otoritas Jasa Keuangan ini.

_B Pembukaan Kantor Kas

‘.E'é“ 2515

1. Pembukaan Kantor Kas BPR hanya



tor pusat atau Kantor Cabang induknya.

. Kantor Kas berfungsi secara terbatas
sebagai sarana pembayaran dan peny- .
‘etoran dalam rangka pelayanan yang '

terkait dengan. kegiatan penyediaan

dana {misalnya pencairan kredit kepa- .
da nasabah) dan/atau ‘penghimpun'an .
dana dari nasabah. Kantor Kas tidak "
_berwenang untuk melakukan analisis
dan membuat keputusan dalam proses
penyediaan dana atau pemberian kredit

kepada nasabah.
. Kegiatan yang dapat ditakukan oleh

. Kantor Kas BPR mellputi kegiatan seb- :

agai berikut:

.a. menerima setoran -dalam rangka

pembukaan rekening tabungan -atau
" depaosito;
b. menerima angsuran kredit;

c. menherima setoran tabungan na- |

‘sabah; _ o
. d. melayani penarikan tabungan bagi
nasabah sesuai dengan kewenangan

yang diberikan oleh kantor induknya; ..
e. menerima titipan ' dana dalam rangka
pelayanan jasa pembayaran taglhan

seperti pembayaran tagihan Ilstnk
telepon, air dan lainnya; . ' .
f. menerima permohonan kredit; dan

g. hanya melakukan pencairan kredit

setelah melalui proses analisa hingga
- persetujuan, kredit yang dllakukan
oleh kantor mduknya

. Kantor Kas tidak diperkenankan melaku-

" kan kegiatan pelayanan kas. seialn yang
disebut pada arigka 3. -

. Laporan keuangan Kantor Kas wajib 3

digabungkan dengan taporan keuangan
kantor. mduknya pada hari kerja yang
sama. :

. Kantor Kas. tidak dlperkenankan meny- -

impan uang kas’ melampaui jam Kerja
Kantor Kas yang bersangkutan dan sal-

do uang kas disetorkan ke kantor induk

Kantor Kas dimaksud pada hari. kerja
yang sama.
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| dapat dilakukan dalam- wilayah kabu-
paten atau kota yang sama dgnga'n kan- -

7. Rencana pembukaah Kantér-Kas.yang
"‘diajukan oleh _BPH kepada Otoritas Jasa

Keuangan mengacu pada format Lam-
piran“1I.13 dilampiri dengan dokumen
pendukung sebagai berikut: '
a. struktur organisasi dan personal:a.
b. kesiapan gedung, peralatan kantor
.dan tata letak ruangan beserta foto
bagian dalam dan luar gedung;

c. surat keterangan domisili usaha;

d. bukti kepemilikan atau dokumen |
penguasaan atas gedung kantor an-
tara lain berupa hak atas tanah atau
‘surat perjanjian sewa; |

e. bukti pembayaran sewa atau pajak
sewa {(dalam hal gedung diperoleh

o dengan sewa); ‘

-f. daftar aset tetap dan mventarls yang |

- akan ditempatkan di Kantor Kas; dan

g. dokumen - 'ya'ng menunjukkan ke-
siapan teknol‘bgi' sistem informasi |
- yang memadai 'yaitu dokumen yang
menunjukkan - kemampuan Kantor
Kas untuk menggabungkan laporan
‘ keuangan Kantor Kas ke dalam lapo-
ran keuangan kantor mduknya pada
‘hari yang sama.

. Otoritas Jasa Keuangan meémberikan |

penegdsan atas pengajuan rencana
pembukaan Kantor Kas paling lama 20
{dua puluh) hari kerja sejak pengajuan |

~ rencana pembukaan Kantor Kas dltel'l—

ma oleh Otoritas Jasa Keuangan.

. Otoritas Jasa Keuangan memberikan s
-penegasan atas pengajuan rencana
‘pembukaan Kantor Kas sebagaimana |

dimaksud pada angka 8 berdasarkan:

~ a. penelitian atas kelengkapan doku-

men; dan
b. penehtnan pemenuhan persyaratan— K
‘serta kebenaran dokumen.

10. Dalam hal dokumen pengajuan rencana |

pembukaan Kantor Kas yang disam- |
paikan -oleh BPR d1n|Ia| telah lengkap,
Otoritas Jasa Keuangan menyampalkan
surat pemberitahuan kepada BPR bah-

‘wa dokumen: pengajuan rencana pem- |

bukaan _Kantbr Kas BPR telah lengkap,
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11.

12.Dalam hal BPR telah memenuhi kekuran- |
gan dokumen dalam batas waktu se-

sehingga proses pemberian penegasan |
atas rencana pembukaan Kantor Kas |
" BPR mulai berjalan terhitung sejak tang-
* gal surat pemberitahuan tersebut. o
Dalarh hal dokumen pengajuan rencana
_pembukaan Kantor Kas yang disampai- |
kan oleh BPR dinilai belum lengkap, Oto--
ritas Jasa Keuangan memberitahukan
kepada BPR untuk melengkapi kekuran-
‘gan. dokumen paling lama 10 (sepuiuh)
hari kerja sejak tanggal surat pembenta- E

huan Otoritas Jasa Keuangan.

bagaimana dimaksud pada angka 11

- dan berdasarkan penilaian 'Oto“ritaS'Jas_a
' Keuangan dokumen yang disampaikan :
" oleh BPR telah fengkap, proses pemberi- |
an penegasan atas rencana pembukaan
Kantor Kas BPR mulai berjalan terhitung
-sejak tanggal surat pemberitahuan Oto-

ritas .Jasa Keuangan.

13. Dalam rangka  melakukan proses pe-

14Tambahan atau perbaikan . dokumen
sebaga;mana _dimaksud pada angka |
- 13 disampaikan kepada Otoritas Jasa P

nifaian dan penelltnan pemenuhan per-
-syaratan dan kebenara_n .dokumen ter- . .

kait. dengan proses pada butir 9.b.,

Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta
.tambahan atau perbaikan dokumen ke- ..

pada BPR dalam rangkd pelaksanaan
proses tersebut.

Keuangan paling lama 20 {dua puluh)

hari-kerja sejak- tanggal surat pemberi-

tahuan Otoritas Jasa Keuangan.

16, BPR melakukan pembukaan Kantor Kas '
paling iama 20 {dua puluh} hari keria :
sejak tanggal penegasan dari Otoritas
. Jasa Keuangéh diberikan dan melapork- . - .
an pelaksanaan pembukaan Kantor Kas
kepada Otoritas Jasa Keuangan pal- .
ing lama. 10 (sepuluh) hari kerja sejak

tanggal pembukaan Kantor Kas dengan

menggunakan format surat sesuai den- |

gan Lampiran 11.L18 yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Surat Eda-

-ran Otoritas Jasa Keuangan ini.
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C. Keglatan Kas Kellllng dan F'ayment Point
Keglatan Kas Keliling yang dapat dilakukan

oleh BPR meliputi keglatan sebagai berikut: |
1 .;
2.
3.

menerima angsuran kredit; _
menerima setoran tabungan nasabah;

melayani penarikan tabungan bagi na-
sabah ses_'uai dengan kewenangan yang

diberikan oleh kantor induknya; dan

. menerima titipan dana dalam rangka

pelayahan jasa’ pembavyaran tagihan
seperti pembayaran tagihan listrik, tele-
pon, air, dan lainnya. -

. Kegiatan Payment Point merubakan pelay—'

anan transaksi yang dilakukan oleh BPR

berdasarkan perjanjlan kerja sama dengan

pihak ketiga yaitu sebagau berikut:

a.
b.
c.

e.
. BPR tidak diperkenankan melakukan ke-

menerima angsuran kredlt

‘menerima setoran tabungan nasabah;
melayani penarikan tabungan bagi na-

sabah sesuai dengan kewenangan yang

_diberikan oieh kantor induknya;
. menerima tltlpan dana dalam rangka‘

pelayanan jasa -pembayaran tagihan
seperti pembayaran tagihan listrik, tele-
pon, air, dan lainnya; dan/atau

pembayaran gaji pegawai/karyawan.

- giatan selain yang diperkenankan dalam
Kegiatan Kas Keliling dan Payment Point
s‘ebagéim_anaddisebutka.n pada angka 1 dan
angka 2.

Kegiatan Kas Keliling dan Payment. Point

- hanya dapat dilakukan setelah dipenuhinya
persyaratan paling sedikit sebagai berikut: |
rencana kegiatan Kas Keliling dan Pay- |

a.

ment Point.teiah dicantumkan dalam
rencana kerja tahunan BPR; dan

. BPR mampu ménggabungkan transaksi
- keuangan kegiatan Kas Keliling‘dan Pay-
ment Point ke dalam laporan keuangan !
kantor ‘induknya pada hari kerja yang

sama.

D. Kegiatan Pameran ‘
Kegiatan pameran dllakukan dalam rangka
promosi dan tidak bersifat permanen. Per- |

1.

.

6122015

svar_‘atan untuk dapat melakukan kegiatan

pameran adalah sebagai berikut:
dilakukan dalam jangka waktu kurang

' _ PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH : ~
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3.

E. Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pada Hari

dari 30 {tiga puluh) hari;

2. kegiatan pameran dimaksud dilaporkan

kepada Otoritas Jasa Keuangan paling

lama 3 (tiga} hari kerja sebelum pelak-.

sanaan kegiatan; .

3. terdapat mekanisme untuk meyakinkan
-nasabah bahwa penerima titipan adalah
orang yang memiliki otorisasi; dan_

4. tersedianya kebijakan dan prosedur in-

© ternal termasuk mekanisme pencatatan
transaksi yang dilakukan selama keg-
iatan pameran. -

. Layanan yang dapat d:lakukan BPR.dalam
‘ kegiatan pameran adalah sebagm berikut:
a. memprom05|kan produk BPR yang ber-

sangkutan;
b. melayanr pemb.uk_aan rekening baru ;
dan ' '

¢. menerima setoran_ paling Ba_n\'/ak sebe-
sar jumlah minimal yang dipersyaratkan

untuk pembukaan rekening baru.
BPR dilarang melakukan kegiatan selain se-
bagaimana pada angka 2. .

dan Waktu Tertentu Di Luar Hari dan Jam Ker-
ja Operasional, serta Pada Hari Libur Nasional

1.

2.

BPR harus menetapkan hari dan jam kerja
operasnonal kantor BPR.
Kantor BPR dapat melakukan kegiatan op-

erasional pada han dan waktu tertentu di |
'Iuar hari dan ;am kerja. operasnonal serta

pada hari libur nasional.:

. Dalam hal BPR akan melakukan kegia_tan_'
- operasional .sebagaimana dimaksud pada
angka 2, BPR harus memenuhi hai-hal seb- .

agai berikut:
a. menyampaikan laporan rencana BPR

dan/atau sebagian kantor BPR untuk. -
melakukan kegiatan operasional pada -
hari dan waktu tertentu di luar hari |
dan jam kerja operasmnal ‘serta pada N
hari Jibur nasional kepada Otoritas Jas .
_Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari |
‘ kerja sebelum pelaksanaan kegiatan op- |

erasional: dan

b. memiliki core banking system yang:
mampu memproses transaksi kegiatan’
‘operasional secara elektronis’ dan ter-

H
H
|
!
|
H

|ntegras:

VII KEGIATAN LAYANAN DENGAN MENGGUNAK--

AN KARTU AUTOMATED TELLER - MACHINE
DAN/ATAU KARTU DEBET

- A. Kesiapan Teknologi Informasi dalam Keglatan

Layanan BPR dengan Menggunakan Kartu Au-

tomated Teller Machine dan/atau Kartu Debet

1. Kegiatan layanan dengan menggunakan

kartuy Automated Teller Machine, selanjut-

nya disingkat ATM, dan/atau kartu debet

~selain tunduk kepada peraturan Otoritas

Jasa Keuangan mengenai BPR "dan per-

- aturan pelaksanaannya juga tunduk kepada |
" ‘ketentuan Bank Indonesia yang mengatur :

mengenai penyelenggaraan -kegiatan alat

' pembayaran dengan menggunakan kartu "

. dan peraturan pelaksanaannya.
© 2. Kartu ATM merupakan alat pembayaran

' dengan menggunakan kartu sebagaimana .

diatur dalam ketentuan Bank Indonesia
~ yang mengatur mengenai penyelenggaraan

kegiatan alat pembayaran dengan meng--
gunakan kartu dan peraturan pelaksanaan- .

‘nya.

3. Kartu Debet merupakan alat pembayaran

- dengan menggunakan kartu sebagaimana
diatur dalam ketentuan* Bank Indonesia
yang mengatur mengenai penyeléngga-
raan, ' kegiatan alat pembayaran dengan
menggunakan kartu dan peraturan pelak-
sanaannya.. : . ‘

4. Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan 1
fayanan dengan menggunakan kartu ATM

dan/atau kartu debet, BPR harus memi-
- liki -teknologi informasi yang memadai.
. Teknologi informasi yang memadai dalam
penyelenggaraan kegiatan ATM dan/atau
- kartu debet termasuk dalam hal ini me-
- miliki sistem ‘yang mampu melakukan
pembukuan transaksi pada saat trans-
. aksi berlangsung {real time}, disertai den-
gan _rﬁekaﬁis_me, pengamanan mulai dari
sistem, data, dan jeringan, serta adanya

mekanisme permnantauan dan evaluasi ter- -
hadap sarana teknologi informasi untuk pe-

nyelenggaraan layanan kepada nasabah.
5. Sarana teknologi -informasi sebagaimana
dir_naksud pada angka 4 paling kurang
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menerapkan prinsip- pr|n3|p pengendallan

pengamanan data nasabah dan transaksi,
sebagai berikut:
a. Kebijakan dan prosedur teknoiogl infor-

masi, yang mencakup prinsip: .

1) kerahasiaan (confidéntiélity) yaitu-
memastikan bahwa metode dan
prosedur yang dlmlllkmya dapat me-
lindungi kerahasiaan data nasabah;

2} integritas. (integrity), yaitu memas-

tikan. bahwa metode dan prosedur
yang dimilikinya mampu. melindungi
data sehingga menjadi akurat, han-
dal, konsisten, dan terbukti kebena-
rannya agar terhindar dari kesalahan,
kecurangan, manipulasi, penyalah-
gunaan, dan perusakan data;

3) ketersediaan (availability), yaitu me- '
mastikan ketersediaan snstem secara

- berkesinambungan.

4} keaslian (authentication), Vaitu ha-- |-
rus dapat menguji keaslian identitas
nasabah. untuk memastikan bahwa
transaksi keuangan dilakukan oleh

- nasabah yang berhak;

. B) pencegahan terjadinya penyangkalan
transaksi 'yang: telah dilakukan {non
repudlatton) yaltu BPR ‘harus menyu-
sun, menetapkan dan melaksanakan
prosedur yang -dapat memastikan
‘bahwa transaksi yang telah dilaku- :
‘kan nasabah tidak dapat. diingkari
dan dapat dlpertanggungjawabkan '

-6).pemisahan tugas dan tanggung |
jawab (segregatlon of duties), yaitu

. harus memastikan bahwa terdapatA
pemlsahan tugas dan tanggung jaw-
ab pihak-pihak .yang terkait dengan

" penggunaan sistem, database, dan
aplikasi. Pihak-pihak yang terkait an- |

“tara lain Bank Penyelenggara, Agen,
dan nasabah; .

" 7) pengendalian otorisasi dalam. sustem
- database, dan aphkasa (authorization-
of_control) yaitu harus memastikan
‘adanya pengendalian: terhadap “hak

~akses ‘dan otorisasi yang tepat ter-
hadap sistem, database, dan aplikasi
yang digunakannya. Seluruh ‘arsip

Business News BJ65/16-10-2015 .
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dan data yang bersifat rahasia hanya
dapat diakses oleh pihak yang telah
memiliki otorisasi serta harus dipe-
lihara secara aman. dan dilinduhgi
dari kemungkinan diketahui atau ‘di-
‘modifikasi oleh pihak yang tidak ber-
‘wenang;

8} pemeliharaan ;ejak audit (mainte-
nance of audit trails), yaitu harus
_memastikan tersedianya log tran-

- saksi dan memelihara log tersebut
sesuai dengan kebijakan. retensi data |

~ BPR -dan ketentuan perundangan
- yang berlaku guna tersedianya jejak
audit yang jelas sehingga dapat digu-
nakan untuk membantu pembuktian
dan ‘penyelesaian perselisihan serta

pendeteksian usaha penyusupan !

pada sistem. BPR harus menganalisis
‘dan mengevaluasi fungst jejak audlt'
secara berkala.

b. Kebijakan dan prosedur internal untuk
sistem dan sumber daya manusia yang
palmg kurang mencakup
' 1) Peran dan tanggung jawab mana;e-

men dalam melakukan pengawasan
yang efektif terhadap risiko yang ter-
kait .dengan_ penyelenggaraan kartu
ATM dan/atau kartu debet, termasuk
penetapan_akuntabilitas, kebijakan, |
dan proses pengendalian untuk men-
gelola risiko penyelenggaraan kartu
ATM danlatau kartu debet.
2) Memastikan terdapat sumber daya
‘ manusia yang terlibat dalam peny-
elenggaraan kartu - ATM dan/atau
kartu debet cukup memadai dan
berkualitas serta memperoleh pendi-
dikan dan pelatihan yang dipérlukan
secara berkelanjutan sehingga dapat
mengikuti - perkembangan teknologl
informasi.

3) Adanya Call Center yang berfungsi
untuk menerima laporan atau kelu-
han yvang disampaikar_’u.oleh nasabah

© danfatau pengguna,kartu ATM dan/

- atau kartu debet, '

c. Adanya Business Continuity Plan, se-

Ianjutnya dlsmgkat ‘BCP, yang dapat




menjaga kelangsungan kegiatan pelay- | .~ 3.

. anan_ kas berupa kartu' ATM dan/atau
kartu debet. BCP tersebut meliputi tin-

dakan preventif 'maupun contingency
plan (termasuk penyediaan sarana back

" up) apabila terjadi kondisi darurat ‘atau -4,
gangguan yang mengakibatkan sistem |
utama penyelenggara kartu ATM dan/
atau Automated Deposit Machine, se-
lanjutnya disingkat.ADM, tidak dapat di- |
gunakan. Suatu dokumen tertulis yang -

. memuat rangkalan keglatan yang teren- L 5.

cana dan terkoordinir mengenai lang-
kah-langkah pengurangan risiko, penan- |
ganan dampék_gangguan atau bencana,
dan proses pemulihan agar kegiatan
operasional BPR dan pelayanan kepada
nasabah tetap dapat berjalan. Rencana

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

PPE yang dikelola sendiri. oleh BPR baik

. yang. dimiliki sendiri maupun secara sewa

hanya diperkenankan berada- di wilayah

. provinsi yang sama dengan kantor ‘pusat

BPR.

kartu ATM dan/atau. kartu debet meIaIun
kerjasama dengan jaringan bersama ATM

. dan/atau Bank Umum dapat dilakukan’

sampai ke luar wﬂayah provinsi tempat

‘kedudukan kantor pusat BPR..

Dalam hal BPR melakukan kerjasama se-
bagaimana dimaksud pada angka 4 dan

_ menggunakan PPE yang dikelola sendiri |
' oleh: BPR, keberadaan PPE yang dikelola

sendiri oleh BPR tidak dlperkenankan bera-

. da di luar wilayah provinsi tempat kedudu-

kan kantor pusat BPR yang bersangkutan.

tindak -tertulis tersebut melibatkan se- " C. Perizinan Layanan Kartu ATM dan/atau Kartu
luruh sumber daya teknologi informasi " ‘Debet BPR.
termasuk sumber daya manusia yang o 1. BPR yang akan bertindak sebagai penerbit

mendukung fungsi bisnis dan kegiatan
' operasional yang kritikal bagi BPR.
B. Penyediae'm‘LaVanan dengan‘ Menggunakan
' Kartu ATM dan/atau Kartu Debet ‘ _
1. Dalam penyediaan layanan dengan meng- - 2.
gunakan kartu ATM dan/atau kartu debet |
“baik yang dikelola sendiri oleh BPR mau-
pun 'diselenggarakan melalui - kerjasama
de_ngan_ jaringan bersama ATM dan/atau -
Bank Umum, BPR harus bertindak sebagai
penerbit kartu ATM dan/atau kartu debet.
2.-Kegiatan layanan 'dengan m'enggunékan
" 'kartu ATM dan/atau kartu debet yang
menggunakan Perangkat Perbankan Elek-
tronis, . selanjutnya disingkat PPE, yang
dikelola sendiri oleh BPR, hanya. dapat di-
" lakukan dalam wilayah Provinsi'Yang sama
dengah kantor pusat BPR. Wilayah . Dae-.
rah Khusus lbukota Jakarta, Kabupaten
atau Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten | ~ 3.
atau Kota. Tangerang, Kota -Tangerang | - A
Selatan dan Kabupaten atau Kota Bekasi !
dinyatakan sebagai satu wilayah provinsi.
untuk keperluan perizinan keglatan layanan
‘ dengan menggunakan kartu ATM dan/atau -
kartu debet yang dlselenggarakan dengan
menggunakan PPE yang dikelola sendlrl . '
oleh BPR. x = 4
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‘kartu ATM dan/atau kartu debet waijib ter- |

lebih dahulu memperoleh persetujuan dari
Otoritas’ Jasa Keuangan dengan format
permohonan sebagaimana Lampiran .14,
BPR menyampaikan permohonan untuk

mendapatkan'-persetujuan dalam rangka

melakukan kegiatan layanan dengan meng-
gunakan kartu ATM dan/atau kartu debet

. kepada Otoritas Jasa Keuangan secara ter-
tulis. Permohonan tersebut pallng kurang
memuat informasi’ tentang jenis kegiatan
APMK, rencana waktu dimulainya kegiatani '
' _layanan, dan nama produk yang akan dlgu-

nakan, dlsertat dengan dokumen:

a. hasil analisis bisnis 1 {satu) tahun ke
depan atas penyelenggaraan keglatan

. APMK; dan - -

b. teknologl informasi yang memadal seb-
agaimana pada butir A.4.

Otoritas Jasa Keuangan memberikan-per--
‘setujuan atau penolakan atas permohonan -

untuk melakuk'gn kegiatan layanan dengan
menggunakan kartu ATM dan/atau kartu

debet sebagaimana dimaksud pada angka

1 paling. lama 20 (dua puluh) han ker;a se-

Jak permohoénan berikut dokumen yang di-

persyaratkan diterima secara lengkap.

Otoritas Jasa. Keuangan memberikan per- -

Kegiatan 'Iayanan dengah mengguna‘kan ‘

8



PENGUML}MANJ PERATURAN PEMERINTAH

setujuan atau penolakan atas permohonan

-untuk melakukan kegiatan layanan dengan.

menggunakan ‘kartu - ATM dan/atau karty

'debet‘sebagaimana dimaksud pada angka~

3 berdasarkan:

a. penelitian atas kelengkapan dokumen
dan : :

b. penehtlan pemenuhan persyaratan dan
kebenaran dokumen berupa: )
1) rencana kegiatan layanan dengan

~ menggunakan ‘kartu "ATM dan/atau -

kartu Debet dalam rencana karja ta-
hunan BPR;
2) tingkat " kesehatan tergolong sehat

selama 12 (dua belas} butan terakhir; |
3) tidak dalam keadaan rugi dalam 1

(satu) tahun terakhir; .
4} teknologi informasi memadal dan
5) tidak terdapat pelanggaran ketentu-
" an terkait dengan BPR.

. Penelitian kelengkapan dokumen seb- .

agaimana dimaksud pada butir 4.a. yaiiu
penelitian terhadap kelengkapan dokumen

" sesuai dengan checklist persyaratan pen-.

gajuan permohonan untuk melakukan keg-
iatan layanan dengan menggunakan kartu
ATM dan/atau kartu debet sebagalmana
pada Lamplran i.15;

.-Guna memastikan kelengkapan doku—-

men - yang dl_sampalkan‘ pemohon. harus
‘melakukan pengecekan dengan menggu-

nakan checklist kelengkapan ‘persyaratan-.

dokumen sebagalmana pada. Lampiran

.15 yang dltandatanganl oleh direksi BPR. -
. Dalam hal dokumen permohonan per-

-setujuan prinsip yang d|sampa|kan‘d|nlla|

telah lengkap sesuai dengan checklist se- !
bagaimana pada Lampiran 11.15, Otoritas -
. Jasa Keuangan menyampaikan surat pem- -
beritahuan kepada pemohon bahwa doku-

men permohonan untuk melakukan keg-
iatan layanan dengan menggunakan kartu
ATM dan/atau kartu debet telah lengkap,
. sehingga proses pemberian persetujuan
atau penolakan persetujuan prinsip mulai

berjalan terhitung sejak tanggal surat pem-

beritahuan tersebut.

. Dalam hal dokumen permohonan persetu- -

;uan untuk melakukan kegiatan Iayanan

dengan menggunakan kartu ATM dan/atau
kartu debet yang disampaikan oleh BPR
dinilai belum lengkap sesuai dengan check-
list sebagaimana pada-Lampiran I1.15, Oto-
ritas Jasa Keuangan memberitahukan ke-
pada. BPR untuk melengkapi kekurangan
dokumen paling lama 10. {sepuluh} hari
" kerja sejak’ tanggal surat pembentahuan
Otoritas Jasa Keuangan. '

9. Dalam hal ‘BPR telah memenuhl kekurangan
dokumen dalam batas waktu sebagaimana
dimaksud pada angka 8 dan berdasarkan’

~ ‘penilaian Otoritas Jasa Keuangan dokumen
yang disampaikan oleh BPR telah lengkap,
proses persetujuan atau peno[akah atas
permghonan‘ untuk melakukan - kegiatan
layanan dengan menggunakan kartu ATM
. dan/atau kartu debet mulai berjalan terhi-
tung sejak tanggal surat pembentahuan !
. Otoritas Jasa Keuangan. . ;

10. Dalam rangka melakukan proses. penllalan
dan penelitian pemenuhan persyaratan dan
kebenaran dokumen terkaat dengan proses

'pada butlr 4.b., Otoritas Jasa Keuangan

: dapat meminta tambahan atau ‘perbaikan
dokumen kepada BPR dalam rangka pelak-
sanaan proses tersebut.

11.Tambahan atau perbaikan dokumen se-
bagaimana dimaksud pada angka 10 dis- |

. ampaikan képada'Otoritas Jasa Keuangan

- paling lama 20 {dua puluh) hari kerja sejak
tanggal surat pembentahuan Otoritas Jasa
Keuangan.

12.Dalam hal BPR te!ah memperoleh persetu-
juan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk
‘bertlndak.sabagai pene_rblt kartu ATM dan/
atau ‘kartu debet, BPR mengajukan per-
mohonan izin sebagai penerblt kartu ATM
dan/atau kartu debet kepada Bank Indone-

.-gia sesuai dengan kebijakan dan prosedur

_yang diatur dalam ketentuan Bank Indone-

sia mengenai APMK dan peraturan pelak-
"sanaannya

V. TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN

PENETAPAN I1ZIN USAHA DALAM RANGKA PE-

RUBAHAN NAMA BPR DAN BENTUK BADAN

HUKUM
“A. Penetapan Izin Usaha Dalam Rangka Peruba- |
han Nama BPR '
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1.

_ berikut - dokumen
~ diterima secara Iengkap

. Otoritas Jasa Keuangan memberikan per-
‘setUJuan atas penetapan izin'usaha BPR
dengan menggunakan nama baru seb- |

BPR mengajukan permohonan persetujuan
penetapan izin usaha BPR dengan meng-
gunakan nama baru kepada Otoritas Jasa
Keuangan dengan menyertakan:
a. alasan perubahan nama BPR;

* b. salinan akta perubahan anggaran dasar;
" ¢. bukti persetujuan atas perubahan ang-

. garan dasar dari instansi yang ber-
wenang; dan ‘

‘d. contoh formulir atau warkat yang akan

digunakan BPR dengan nama yang baru. |.
. Otoritas Jasa Keuangan memberikan per-
setujuan atau penolakan atas permohonan |

persetuiuan penetapan izin usaba BPR den-
gan menggunakan nama baru sebagaima-

" na dimaksud pada angka 1 pahng lama 20

(dua puluh} hari kerja sejak- permohonan
yang d|persya_ratkan

agaimana dimaksud pada angka 2 dalam

‘bentuk Surat Keputusan. )
.Dala_m rangka membenkan persetu;uan

atau penolakan-atas permohonan peneta-

. pan izin usaha BPR dengan menggunakan
nama baru sebagaimana dimaksud pada

angka 2, Otoritas Jasa Keuangan melaku-

" kan:

a. penehtlan atas kelengkapan dokumen;
dan
b. penelitian atas kebenaran dokumen.

. Dalam hal dokumen permohonan persetu:
juan penetapan izin usaha BPR dengan
‘menggunakan nama baru yang disampai-

kan oleh BPR dinilai telah lengkap, Otoritas
Jasa Keuangan menyampaikan surat pem-

beritahuan kepada BPR yang menyatakan

bahwa dokumen permchonan penetapan
izin usaha  BPR dengan menggunakan
nama baru telah. lengkap, OQtoritas Jasa
Keuangan mulai membros‘.es permohonan

‘persetujuan. penetapan izin usaha BPR den-
. gan menggunakan nama baru terhitung se-

jak tanggal surat pemberitahuan tersebut.

. Dalam hal dokumen permohonan persetu-

juan. penetapan izin .usaha BPR dengan

menggunakan nama baru yang disampal-'

Business’ News 8765/16-10- 2015

kan oleh BPR dmllar belum lengkap, Oto-~

ritas Jasa Keuangan memberitahukan ke-
pada BPR untuk_melengkapi kekurangan
dokumen paling lama 10 (sepuluh} hari

_kerja sejak tanggal surat pemberitahuan
_ Otoritas Jasa Keuangan.

. Dalam hai BPR telah memenuhi kekurangan
" dokumen dalam batas waktu éebaaimana
dimaksud pada angka 6 dan berdasarkan

penilaian Otoritas Jasa Keuangan dokumen
yang disampaikan oleh BPR telah lengkap,

‘Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan’

kelengkapan data terkait, dan mulai mem-
proses atas permohonan persetujuan pene-

'tapan izin usaha BPR dengan menggunak-

an nama baru terhitung sejak tanggal surat

_ pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
. BPR yang -telah memperoleh persetujuan

penetapan izin usaha BPR dengan meng-

gunakan nama baru, harus melakukan hal- -

hal sebagai berikut:

a. mengumumkan perubahan nama kepa-
da masyarakat dalam surat kabar hafian
lokal atau pada pa';')an pengumumah di
saeluruh kantor BPR yéng bersangkutan
paling lama 20 {dua puluh} hari kerja

. sejak tanggal persetujuan dari Otori- -

" tas Jasa Keuangan dan menyampaikan
.bukti “pengumuman dimaksud = paling
lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tang-

. gal pengumuman; '

b. melakukan penyesuaian penullsan nama
pada papan nama, dokumen, formu-
lir, dan warkat sesuai nama baru BPR
vang telah disetujui oleh Otoritas Jasa

“Keuangan paiing lama 20 (dua puluh).

hari kerja sejak persetujuan penetapan
_penggunaan izin usaha BPR dengan
‘nama baru; ‘

¢. menggunakan formulir dan warkat den-

" gan nama baru untuk- kegiatan opera-

sional BPR paling lama 20 {dua puluh}
hari _kerja sejak persetujuan ‘penetapan
penggunaan izin usaha. BPR dengan

* nama baru dari Otoritas Jasa Keuangan;
dan ' : ‘

~d. menyampaikan berita acara pemusna-

. han formulir dan warkat BPRdengan
nama lama yang belum digunakan pal-
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ing Iama 20 {dua puluh) hari kerja sejak

' persetujuan penetapan penggunaan izin
'usaha BPR dengan nama baru. '

9. Surat pengajuan permohonan sebagaimana

dimaksud pada angka 1.-harus ditandatan-

"~ gani oleh 1 (satu) orang anggota Direksi

bersama-sama dengan 1 (satu) orang ang-

" gota Dewan Komisaris. ‘
" B. Perubahan Bentuk Badan Hukum >
1. Pemberian izin perubahan bentuk badan
hukum dilakukan dalam 2 {dua) tahap:
a. persetujuan prinsip; dan '
b. persetuluan pengalihan |zm usaha.,

2.-BPR mengajukan persetujuan prinsip pe— L
' rubahan bentuk badan hukum sebagaimana l

dlmaksud pada butlr 1.a., dengan melam-
plrkan : :

a. notuien RUPS yang sgkurangfkurang-‘

nya memuat persetujuan:
1} perubahan bentuk badan hukum baru

“dan pembubaran badan hukum lama;. -
2) pengalihan "seluruh hak dan kewa-

jiban dari badan hukum lama kepada
badan hukum baru;

3) susunan anggota Direksi danlatau
-anggota Dewan Komisaris pada
badan hukum- baru dan '

4) daftar pemegang saham badan hu-
kum baru :

Dalam hal terjadl penggantlan atau pe-

rubahan ‘susunan anggota Direksi dan/
‘atau anggota Dewan Komisaris, penam- j

‘bahan modal dan/atau perubahan PSP
-dari badan hukum lama menjadi badan
hukum baru, proses ‘per-_setujuan atas
perubahan dimaksud dilakukan sesuai
ketentuan mengenai uji. kemampuan
dan kepatutan .BPR.

.b. alasan perubahan bentuk badan hukum

" BPR; . L ' -

c. rancangan'.akta:_pendirian badan hukum

baru yang memuat anggaran dasar;
d. rencana pengalihan seluruh hak dan ke-
wajiban dari badan hukum lama menjadi
~ badan hukum barg; -
e. data kepemilikan berupa:
‘a) daftar calon pemegang saham beri-

kut rincian besarnya masing-masing

~ kepemilikan saham, bagi BPR yang

berbadan hukum Perseroan Terbatas _ '

atau Perusahaan Daerah;
'b) daftar calon anggota berikut rincian
“jumliah simpanan pokok dan simpan- |
an wajib bagi BPR yang berbadan hu-
kum koperasi.
f. daftar calon anggota Direksi dan calon
anggota Dewan Komisaris. ‘

' 3 PersetUjuan atau penolakan atas permo-

honan persetuluan pnnsup perubahan ben-

"tuk badan hukum sebagaimana dimaksud

pada butir 1.a. diberikan paling lama 20

(dua puluh) hari kerja sejak permchonan

_berikut dokumen vyang' dipersyaratkan
.. _diterima secara lengkap. ‘

. 4. Otoritas Jasa I<_’.9uangan_ membérikan per-

setujuan atau penolakan atas permchonan
persetujuan prinsip - perubahan bentuk
badan hukum sebagaimana dimaksud pada

' angka 3 berdasarkan: - o ‘
a. penelitian atas ‘kelengkapan dan ke-

benaran dokumen; dan
b. penilaian terhadap calon PSP, calon
anggota Direksi dan/atau calon anggota
Dewan Komisaris sesuai = ketentuan
‘mengenai uji ke'mampuan' dan kepatu-
tan BPR,  dalam hal terjadi. penggantlan
- ‘atau perubahan '
5. Dalam hal dokumen permohonan persetu-
‘juan prinsip perubahan bentuk badan hu-
kum yang disampaikan oleh BPR dinilai |
. -telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan
“menyampaikan surat pemberitahuan ke-
pada BPR bahwa dokumen permohonan
_ prinsip ‘perubahan bentuk badan hukum
telah lengkap. Otoritas Jasa Keuangan
mulai memproses persetujuan atau peno-
-lakan persetujuan prinsip perubahan ben-
tuk badan hukum terhitung sejak tanggal
surat pemberitahuan tersebut.

' 6. Dalam hal dokumen permohonan persetu-

juan prinsip perubahan bentuk badan hu- ]
kum yang disampaikan oleh BPR. dinilai |
belum lerigkap; Otoritas Jasa Keuangan
memberitahukan kepada BPR untuk me-
lengkapi kekurar'lgan' dokumen paling lama-
10 (sepuluh} hari kerja sejak tanggal surat
pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.

7. Dalam hal BPR telah memenuhi kekurangan
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dimaksud pada angka 6 dan berdasarkan
penilaian Otoritas Jasa Keuangan dokumen
yang disampaikan oleh BPR telah Iengkéb,
Otoritas Jasa Keuangan memberitahu-

kan kelengkapan data tersebut dan mulai |
memproses atas. permohonan persetujuan '

prinsip perubahan bentuk badan hukum
terhitung sejak tanggal surat pemberita-
huan  Otoritas Jasa ‘Keuangan mengenai
kelengkapan dokumen yang disampaikan
oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.

. Dalam rangka mengajukan permohonan

untuk mengélihkan izin usaha $ebagaima-

na dimaksud pada butif 1.b. dari badan |
“hukum lama menjadi badan hukum baru,.
BPR menyampaikan surat pengajuan per-.

mohonan dengan melampirkan dokument:

a. salinan akta pendirian badan hukum -
baru yang memuat anggaran dasar yang ..
telah disahkan oleh instansi berwenang,‘ ¥

b, data kepemilikan berupa

1} daftar calon pemegang saham berlkut

rincian besarnya’ masing-masing kepe-
milikan saham, bagi BPR yang berbadan
hukum Perseroan Terbatas atau Perusa-
haan Daérah;

2) daftar . calon anggota. benkut _rincian
jumiah simpanan pokok dan simpanan

‘wajib bagi BPR yang berbadan ‘hukum | R

koperasi,

‘dalam hal terjadi perUbahan L
c. daftar calon anggota Direksi dan calon :

- anggota Dewan Komlsans, dalam hal :

terjadi penggantian;

d. salinan akta berita acara yang dinotari- |

ilkan mengenai pengalihan sefuruh hak

dan kewaijiban dari badan hukum lama

kepada badan hukum baru; dan
e. risalah atau notulen RUPS sebagaimana

dimaksud pada butir 2.a. atau peruba--
hannya dalam hal terdapat- perubahan |

keputusan RUPS.

kan contoh formulir atau warkat yang akan
digunakan dengan badan hukum baru.

~Selain dokumen-di atas, BPR menyampai-

. Surat pengajuan permohonan sebagaimana

dimaksud pada angka 8 harus ditandatan- -

gani oleh 1 {satu) orang anggota Direksi

!
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dokumen dalam batas waktu sebagaimana -

bersama-sama dengan 1 {satu} orang ang-
gota Dewan Komlsarls

10. Otentas Jasa’ Keuangan memberikan per-
_setujuan atau penolakan atas permohonan
.pengalihén izin usaha dari badan hukum
lama  kepada badan hukum baru seb-
. agaimana dimaksud pada angka 8 paling

lama 20 (dua pultuk} hari Kerja sejak permo-
honan berikut dokumen yang dipersyarat-

‘kan diterima secara lengkap.
11. Otoritas Jasa. Keuangan memberlkan per-
setUjuan atas permohonan_ pengalihan

izin usaha dari badan hukum lama kepada
badan hukum baru sebagaimana dimaksud

' pada angka 10 dalam bentuk Surat Kepu-

tusan.

12 Dalam rangka memberikan persetujuan

atau penolakan atas permochonan penga-

lihan izin usaha. dari badan hukum lama
kepada badan hukum baru’ sebagaimana
" dimaksud pada angka 10, Otoritas Jasa

Keuangan melakukan:.

_a. penelitian atas ke}engkapan dan ke-‘

benaran dokumen; dan

.b_._penllalan ‘terhadap. calon ‘PSP, calon
anggota Direksi dan/atau calon anggota |

Dewan Komisaris -sesuai ketentuan

_ -mengenai uji- kemampuan dan‘kepatu— .
. tan BPR, dalam hal terjadi penggantran

: atau perubahan ,

13. Dalam hal ‘dokumen permohonan persetu-
- juan pengalihan izin usaha dari badan hu-
‘kumn lama kepada badan hukum baru yang

disampaikan oleh BPR dinilai telah lengkap
Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan
surat pemberitahuan kepada BPR bahwa
dokumen permohonan persetuluan pen-
galihan izin usaha dari badan hukum lama
kepada badan hukum baru telah lengkap,

. sehingga proses persetujuan atau peno-
~lakan pengalihan izin usaha dari badan hu-
~ kum lama kepada badan hukum baru mulai |
berjalan terhitung sejak tanggal surat pem-

beritahuan tersebut

14.Dalam hal dokumen permohonan per-.

setUJuan perigalihan izin usaha dari badan

‘hukurmh lama kepada badan hukum baru

yang disampaikan oleh BPR dinilai belum
lengkap, Otoritas Jasa Keuangan mem:-
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beritahukan kepada BPR untuk meleng-
kapi kekurangan dokumen paling lama 10
{sepuluh) hari' kerja sejak tanggal surat
pemberltahuan Qtoritas Jasa Keuangan 7

18, Dalam hal BPR telah memenuhi. ‘kekurangan
dokumen dalam batas waktu sebagaimana |
dimaksud .pada angka 14. dan berdasar-
- kan.penilaian Otoritas Jasa Keuangan do-
kumen yang -disampaikan oleh BPR telah
lengkap, proses  persetujuan atau peno-
lakan permohonan persetujuan pengalihan
izin usaha dari badan hukum Iarha kepada
badan hukum.baru mulai berjalan terhitung
sejak tanggal surat pemberitahuan Otorttas
Jasa Keuangan.

16. BPR yang telah memperoleh persetUJuan'
- pengalihan izin usaha dari badan. hukum
‘lama kepada badan hukum baru melakukan

hal sebagai berikut:

badan hukum baru dari 0torltas Jasa
. Keuangan;

e. menyampaikan. berita acara pemusna-

han formulir atau warkat BPR dengan'
‘ bentuk badan hukum lama yang belum
digunakan paling lama 20 (dua_ puluh) .
hari kerja sejak persetujuan atas permo- |
honan pengalihan izin usaha dari badan
hukum lama kepada badan hukum baru;

f menyampaikan - bukti ~ pembubaran

- badan ' hukum lama kepada Otoritas -
- Jasa Keuangan -paling lama 20 {dua pu-
Iuh) hari kerja sejak persetujuan dari in-
" stansi yang berwenang, dan
g. tata cara. pembubaran: badan hukum
lama dan pencabutan dari daftar peru-
.- sahaan dilakukan sesuai dengan keten-
‘tuan yang berlaku '

a. mengalihkan seluruh hak dan kewajiban ;| IX. PENUTUPAN KANTOR CABANG

dari badan hukum lama kepada badan 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan: persetu-
hukum. baru sesuai dengaf akta. berita  juan atau penolakan atas permohonan penu-
acara sebagaimana yang dlmaksud ' tupan Kantor Cabang BPR.
pada butir 8.d.; R Pérmohonah _persetujuan penutu'pan Kantor
b. mengumumkan perubahan _ben’tuk o Cabang dlajukan oleh BPR kepada Otoritas
badan hukum kepada masyarakat dalam _Jasa Keuangan dengan menyampaikan alasan
surat kabar harian lokal atau pada pa- - penutupan dan dokumen sebaga; berikut:
" pan pengumuman di seluruh- kantor | a. bukti pengumuman. rencana penutupan

BPR yang bersangkutan paling lama 10
{sepuluh) hari kerja sejak tanggal pem- | _
berian persetujuan dari Otoritas Jasa |- b
Keuangan - serta menyampaikan bukti | :
pengumui’nén dimaksud paling lama 10
(sepuluh) hari kerja sejak tanggal pen-
.gumuman, -

c. mengganti penulisan nama pada papan »
nama, dokumen, formulir, dan warkat |
sesuai bentuk badan hukum baru BPR |

_yang telah dlsetUJm oleh Otoritas Jasa ° N

Keua_ngan paling lama 20 (dua puluh)
hari kerja sejak persetujuan atas permo-

. honan pengalihan izif usaha dari badan

hukum fama kepada badan hukum baru;
d. menggunakan formulir dan warkat den- - d.
gan bentuk badan hukum baru untuk |
‘kegiatan operasional BPR ba.ling lama
" 20 {dua puluh} hari kerja sejak persetu- | . e.
juan atas permohonan pengalihan izin ‘
usaha dari badan hukum lama kepada ;

Kantor Cabang termasuk rencana penyele-

saian aset dan kewajiban; o
bukti penyelesaian seluruh kewajiban ke-

‘. pada nasabah serta pihak-pihak lain terkait

de.ngan penutupan Kantor Cabang antara

lain berupa dokumen pelunasan kewajiban

kepada nasabah atau pengalihan adminis-
trasi nasabah Kantor Cabang kepada Kan-
tor Cabang lainnya atau Bank lain dengan

. persetu )uan nasabah;

bukti penjua[anlpencalran seluruh aset

valuta asing menjadi mata uang Rupiah | .

apabila Kantor Cabang BPR melakukan ke-

. _giatan usaha sebagal Pedagang Valuta As-

ing;

‘neraca Kantor Cabang yang menun]ukkan
. seluruh kewajl_ban Kantor Cabang ke_pada

nasabah dan pihak lain telah diselesaikan;
surat pernyataan seluruh anggota. Direksi
BPR bahwa BPR tefah menyelesaikan se-
luruh kewajibannya kepada nasabah dan
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pihak lain yang terkait dengan penutupan

Kantor Cabang BPR dan apabila terdapat
~ tuntutan di kemudian hari menjadi tang-
" gung jawab BPR; dan '

f. surat pernyataan seluruh anggoté Direksi

'BPR bahwa BPR telah melakukan penjua-
Ian/pencairan seluruh aset valuta- asing.

: 3 Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetu-

juan atau penolakan -atas. permohonan penu-
“tupan kantor cabang sebagalmana dimaksud

pada angka 1 paling lama. 10 (sepuluh) han_'

kerja setelah:

a. permohonan berikut d_okumen yang. diper-
~ syaratkan pada-butir 2.a. jsampai dengan

 butir 2.f. diterima secara lengkap; dan

b. seluruh kewajiban. telah diselesaikan ber-

dasarkan hasil pemenksaan

. Otoritas Jasa Keuangan memberikan. persetu- ‘

" juan atau penolakan atas permohonan penu-
tupan kantor cabang sebagaimana dimaksud
 pada angka 3 berdasarkan:

. a. penelitian, atas kelengkapan dan kebenaran
" dokumen; dan

- ' PENGUMUMAN /PERATURAN PEMERINTAH

pan dokumen tefsebut, dai mulai memproses
permohonan penutupan kantor cabang BPR

_terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan

Otoritas Jasa Keuangan.

.- Dalam hal permohonan penutupan Kantor Ca~

bang telah mendapat. persetujuan dari Otori-

tas Jasa Kéuangan, BPR waijib:

a. mengumumkan penutupan Kantor Cabang
kepada masyarakat dalam surat kabar har-
ian lokal atau pada papan pengumuman di
seluruh kantor BPR yang bersangkutan pal-
ing lama 10 ({sepuluh) hari kerja sejak tang-
gal persetujuan dari Otoritas Jasa Keuan-
‘gan;

b. melaksanakan penutupan Kantor Cabang

- paling lama 20 (dua puluh) hari kerja se-

jak tanggal persetujuan dari Otorltas Jasa

Keuangan dan:

‘C. menyampalkan laporan pelaksanaan penu-

tupan Kantor Cabang paling lama 10 {sepu-
luh} hari kerja sejak tanggal 'pelaksanaan
‘penutupan disertai dengan. buktu pengumu-
man.

X, PENYAMPAIAN PERMOHONAN lZIN DAN FOR-
MAT PELAPORAN -

b. pemeriksaan terhadap penyelesaian kewa- !
jiban sesuai dengan keterituan yang ber-.

laku. . : | © A. Pengajuan Permohonan Izm Pelaporan Ren—-"

. Dalam hal dekumen permohonan persetUJuan
‘penutupan kantor cabang yang disampaikan
oleh BPR dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa

" Keuangan menyampaikan surat pemberita-

huan kepada BPR bahwa dokumen permo-
-'hon_an‘ persetujuan penutupan kantor ca‘_bari'g

. telah lengkap, sehingga proses persetujuan -

atau penolakan penutupan kantor cabang mu-
lai berjalan terhltung sejak tanggal surat pem-
beritahuan tersebut

. Dalam hal dokumen permohonan persetu;uan :

penutupan kantor cabang yang disampaikan |

oleh BPR dinilai belum lengkap, Otoritas Jasa

_Keuangan membentahukan kepada BPR untuk |
‘melengkapi kekurangan dokumen paling lama °
.20 {dua puiuh) hari kerja sejak tanggal surat !

pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
. Dalam hal BPR teiah memenuhi kekurangan
dokumen dalam.batas waktu sebagaimana di-

maksud pada angka 6 dan berdasarkan pene-

litian Otoritas Jasa Keuangan dokumen yang

di'sampaikén oleh BPR telah lengkap, Otoritas .

Jasa Keuangan membentahukan kelengka-

b

cana Kegiatan Tertentu BPR, dan Penyam-
paian Berbagai Laporan

. 1 Penyampaian’ permohonan' izin peﬁdirian

- BPR - diajukan. kepada Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan melalui Departe-
men Perizinan dan Informasi Perbankan di-
lakukan dalam 2 {dua} tahap:

a. Permohonan = Persetujuan - Prinsip
" Pendirian BPR, menggunakan format
‘sebagaimana tercantum. -dalam ' Lampi-
ran 11.16; dan ‘ '

* "b. Permohonan Izin Usaha BPR, menggu—

' nakan format sebaganmana tercantum

dalam Lampiran 1.17. _

. Penyampaian permohonan izin selain
pendman BPR yang diajukan kepada Oto-
ritas Jasa Keuangan mehpu‘tl

a. Permohonan Persetujuan Pencairan

Deposito, menggunakan format seb-

-.agalmana -tercantum da!am Lamplran
118; :

b. Permohonan Persetu;uan Penambahan
- Modal Disstor,
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menggunakan format °
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sebagalmana tercantum dalam Lampi-

. ran 11.19; . :

. ¢C. Permohopan, Persetujuan Pe_rubahan
Kepemilikan Saham, 'mengg'unakan
format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 1I.20; L '

d. Permohonan Persetujuan Calon Ang- !
gota Direksi dan/atau Calon Anggota |
Dewan . Komisaris BPR, . menggunakan
format sebagaimana tercantum dalam -
Lamplran IL.27;

e. Permohonan Persetujuan Pnnsap Pem-

~ bukaan Kantor Cabang, menggunakan
format sebagaimaha “tercantum dalam %

¢ Lampiran 11.22; B o

f. Permohonan Izm Operasmnal Kantor
Cabang, menggunakan format seb-
agalmana tercantum dalam. Lamplran

-~ L.23;- o

g. Permohonan Persetujuan Kegiatan Lay- 3.
anan dengan Menggunakan Kartu ATM ‘
dan/atau Kartu- Debet Sebagai Penerbit _
menggunakan format sebagalmana ter-
cantum dalam Lampiran I1.14; -

h. Permohonan Persetuluan PrmS|p- Pe-

" mindahan Alamat Kantor Pusat/Kan-
tor- Cabang keluar wulayah Kabupaten
atau Kota atau Provm5| menggunakan -
. format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 11.24; -

i. Permohonan lzin Efektif Pemindahan
Alamat Kantor Pusat ke Luar wilayah

' Kabupaten atau Kota atau Provinsi, |
m‘enggunakan format sebagaimana ter-
cantum dalam Lampiran 11.25;

j. Permohonan lzin Efektif Pemlndahan‘
Alamat Kantor ' Pusat/Kantor Cabang
dalam Wilayah Kabupaten atau Kota
yang Sama, mengQu’nakan format se-
bagaimana',terca,ntum dalam Lampiran °
I.26; o o

k. Permohonan Penetapan. Penggunaan | . 4,
lzin Usaha yang Dimiliki BPR dengan !

Nama yang Baru, menggunakan format ;
sebagaimana tercantum dalam Lampl— '
ran IL.27; ; |

L Permohonan Persetuluan Prinsip Pe- |

" ‘rubahan Bentuk Badan Hukum, meng- |
gunakan format sebagalmana ‘tercan-
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tum dalam Lamplran I. 28;

- Permohonan Pengalihan 1zin Usaha BPR

dari Badan Hukum Lama kepada Badan

Hukum Baru, menggunakan format se--

bagaimana tercahtum dalam. Lampiran
1.29; -

. Permohonan - Persetujuan Pénutupa.n

Kantor Cabang, menggunakan format
sebagaimana tercantum dalam Lamp|~
ran 11.30; ‘

. Permohonan P'ersetujuan Persnapan

- Pencabutan Izin Usaha Atas Perminta-

an Pe_megan.g -Saham, - menggunakan
format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran.1.31; dan

. Permohonan - Pencabutan lzin Usaha

- oleh Pemegang Saham, ‘menggunakan

format ‘'sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 11.32. ‘

‘Penga;uan pe|aporan rencana keglatan ter- -

tentu BPR kepada Otontas Jasa Keuangan '
meliputi:

Ca.

Rencana Pembukaan Kantor Kas, meng-
gunakan _.format sebagaimana tercan-

" tum dalam Lampiran I.13;
. Rencana Melakukan Kegiatan Opera-

sional di Luar Hari Kerja Operasional
dan Pada Hari Libur Nasional, menggu-

" nakan format sebagaimana tercantum

dalam Lampiran 11.33;
Rencana Pemlndahan Alamat Kantor

. Kas, menggunakan format sebagaima-

na tercantum dalam Lampiran 11.34;

. Rencana Penutupan Kantor Kas/Ke-

giatan Pelayanan Kas BPR, menggu-

-nakan format sebagaimana tercantum
- dalam Lamplran 11.35; dan :
- Rencana Penutupan Sementara Kantor

BPR di Luar Hari: Libur Resml menggu-
nakan .format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran 11.38.

‘Penyampaian Iaporan kepada Otorltas Jasa

Keuangan ‘meliputi:

a.

Laporan terkait ketembagaan BPR terdlrl
dari:

1) Laporan  Pelaksanaan  Kegiatan

Usaha  BPR, menggunakan format
sebagaimana tercantum dalam. Lam-
piran 111.1; ‘
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- 2) Laporan Keuangah Pemeégang Saham
Pengendali, menggunakan format se-
bagaimana tercantum dalam Lampr-
ran {ll.2; :

3) Laporan Pelaksanaan Penambahan'
'Modal Disetor menggunakan format -
sebagaimana tercantum dalam Lam- '

piran. l1.3;
4} Penyampaian Dokumen Penerlmaan
. Pemberitahuan/ Pengesahan Peruba-

han Anggaran Dasar dari Instansi |

yang Berwenang karena Perubahan
'~ Modal Disetor, menggunakan format
sebagaimana tercantum dalam Lam-
- piran 1l.4;
5) Laporan

Perubahan Kepemil’ika'n

- 8aham, menggunakan format seb-
agalmana tercantum dalam Lampiran. ;

IL5; .
8) Penyampaian . Dokumen  Penerimaan
- Pemberitahuan/ Pengesahan Peruba-
han Anggaran ‘Dasar dari Instansi

yang Berwenang karena Perubahan
Kepemilikan Saham, menggunak-

‘an format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran ill.6;

7) Laporan Perubahan Komposisi Kepe- |

. milikan Saham, menggunakan for-
mat sebagalmana tercantum dalam
Lamplran .z;

8) Penyampalan Dokumen Penerlmaan

Pemberitahuan/ Pengesahan Peruba-.

han' Anggaran Dasar dari Instansi
yang Berwenang karena Peruba-

“han _Komposisi Kepemilikan Saham,.

menggunakan format sebagalmana :

tercantum -dalam Lampiran l11.8;

g) Laporan Perubahan Modal Dasar &

BPR, menggunakan format seb-

NL9;

. Laporan terkait anggota Dll'ekSI, ang-
~ gota Dewan Komisaris dan/atau Pejabat :

Eksekutif BPR meliputi:
1) Laporan  Pengangkatan

agaimana tercantum dalam Lampiran

‘ Anggota

. Direksi dan/atau Anggota. Dewan .

Komisaris BPR, menggunakan format : -
sebagaimana tercantum dalam Lam-

" piran [I1.10; .

2} Laporan Pengunduran Diri Anggota
Direksi dan/atau Anggota Dewan '

i
i

~ 7)) Laporan
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Komisaris BPR, menggunakan format
sebagaimana. tercantum dalam Lam-
piran lll.11;

© 3) Laporan  Pemberhentian Anggota

Direksi dan/atau Anggota Dewan
Komisaris BPR, menggunakan format
sebagaimana tercantum dalam Lam-
piran 11.12;

_ 4) Laporan ‘Anggota Direksi dan/atau
. Anggota Dewan Komisaris BPR yang‘

Meninggal Dunia, menggunakan for-
. mat sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 11.13; . '

5} Laporan Pengangkatan Kembali Ang-
gota Direksi dan/atau Anggota De-
wan Komisaris BPR, r!ienggunakan

 format  sebagaimana  tercantum
dalam Larnpiran I1.14;

8) Laporan Pengangkatan/Menjalankan

Fungsi Sebagai Pejabat Eksekutif
BPR, = menggunakan format- seb-
-agaimana-tercantum dalam Lamplran
~1.15;

Pemberhentian  Pejabat
Eksekutif BPR, menggunakan format
‘sebagaimana tercantum dalam Lam—
plran .16;

. Laporan terkait jaringan kantor dan ke-

giatan layanan alat pembayaran denlgan

" . menggunakan kartu meliputi:

1) Laporan Pelaksanaan Pembukaan

Kantor Cabang, menggunakan for-.

mat sebagaimana tercantum dalam
Lamplran n.17; :
2) Laporan Pelaksanaan Pembukaan

Kantor Kas; menggunakan format -

~ sebagaimana tercantum dalam Lam-
~ piran l11.18;

3) Laporan Kegiatan Kas Keliling/Pay-

ment Point, menggunakan format
' sebagaimana tercantum dalam Lam-

. piran 111.18;

4) Laporan Peiaksanaan Kegiatan Lay-
. anan denga_n Menggunakan Kartu
ATM dan/atau Kartu Debet, meng-

gunakan format sebagaimana ter:
cantum dalam Lampirafi 11l.20;

'5) Laporan Pelaksanaan Pemindahan.
Alamat Kantor Pusat/Kantor Cabang, -

menggunakan - ‘format sebagalmana
‘tercantum dalam Lampiran 111.21;
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6) Laporan . Pemindahan Aiamat Kan-

tor Kas, menggunakan format seb-

~ agaimana tercantum dalam:Lampiran
S11.22;

7) Laporan Pemmdahan Alamat Pay~~

" ment Point dan Lokasi Perangkat

ATM dan/atau. ADM, menggunak-

-an format sebagaimana tercantum
“dalam Lampiran H1.23;
8) Laporan Pengumuman Perubahan
" 'Nama BPR, menggunakan format se-
bagalmana tercantum dalam Lampl-
‘ran lI1.24;

- 9) Laporan Pelaksanaan Pengumuman _ -

Perubahan. ‘Bentuk Badan Hukum
‘Baru BPR, menggunakan format seb-
agaimana tercantum dalam Lampiran
1.25; , o
10Laporan - Pelaksanaan Penutupan
Kantor Cabang, menggunakan - for-
mat sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 1Il.26; :

11)Laporan Penutupan Kantor Kas/Ke—'

giatan Pelayanan Kas BPR, menggu-

nakan format sebagaimana tercan-

tumn dalam Lampiran 111.27;
12)Laporan Pengumuman - Penutupan

Sementara Kantor BPR Diluar Hari

Libur Resmi, menggunakan format
" sebagaimana tercantum dalam Lam-
piran lll.28; dan '
13 Laporan. Pelaksanaan Penutupan dan

-Pembukaan Kemball Kantor, meng--

~-gunakan format sebagalmana ter-
cantum dalam Lampiran [11.29:

2. Batas waktu penyampaian laporan oleh '.

BPR dibuktikan sebagai berikut:

a. berdasarkan stempel pos atau tanda.

’ terim_a'jasa ekspedisi apabila’laporan
dikirim melalui kantor pos atau peru-
sahaan jasa ekspedisi; dan .

b. berdasarkan tanggal penerimaan
laporan oleh Otoritas Jasa Keuangan

apabila . laporan dlsampalkan secara

langsung.

B Pengajuan Permohonan Izin, Pelaporan Ren-

cana Keglatan Tertentu BPR, dan Penyam-

palan Laporan Terkait BPR .

1. Dalam hai. Otoritas Jasa Keuangan telah
menyediakan sistem perizinan secara elek-

tronis, pengajuan permohonan izin, pel~‘

XI.

FORMAT PENGUMUMAN DAN

aporan rencana kegiatan tertentu BPR dan
penyampaian laporan terkait BPR disam-
* paikan dengan mekanisme dan tata cara
sebagaimana diatur dalam ketentuan yang
mengatur mengenai sistem perizinan - se-

. cara elektronis. :
2. Bukti- ‘pengajuan . permohonan izin, pe-:
. “nyampaian rencana kegiatan tertentu BPR,
~dan penyampaian laporan terkait BPR se-
bagaimana dimaksud pada angka 1 diatur
lebih lanjut dalam ketentuan yang menga-
~tur mengenai sistem perlzman secara elek-
troms ‘ '

LAPORAN

. PELAKSANAAN DALAM RANGKA PENGENAAN

SANKSI

Pengumuman dan Laporan Pelaksanaan Penu-

~ tupan Kantor Cabang dan Kantor Kas BPR serta.

Penghentian Kegiatan Pelayanan Kas dan ke-

" giatan. usaha sébagai’ Pedagang Valuta Asing

karena sanksi atas pelanggaran ketentuan jumiah

‘Pengumuman Penutupan ‘Kantor
"Kantor Kas BPR dan Penghentlan Kegiatan

'anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komis-
~ aris BPR diatur sebagai berikut: ' :
=

Cabang/

Pelayanan Kas Kantor/kegiatan usaha sebagai

'Pedagang Valuta Asing, menggunakan' for-

mat sebagalmana tercantum dalam Lamplran

1.30;
Laporan Pelaksanaan Penutupan Kantor Ca- |

bang/Kantor Kas dan Penghentian Kegiatan

' 'Pelayanan Kas/Kegiatan Usaha sebagai Peda-

. penyelesaian seluruh . kewajiban,

.gang Valuta Asing, menggunakan format seb-

agaimana tercantum dalam Lampiran 11.31;

. Laporan’ Penyelesaian Kewajiban ‘atas penu-
“tupan. Kantor Cabang dengan menggunakan
format sebagaimana tercantum dalam Lampi-

ran 11i.32. Laporan ini dilampiri dengan surat
pernyataan seluruh anggota Direksi mengenai
‘ menggu-
nakan format.sebagaimana tercantum dalam
Lampiran H1.33; dan

Laporan Penjualan/Pencairan aset valuta as-
ing ke-dalam mata uang Rupiah bagi BPR yang

mempunyai kégia‘tan usaha sebagai Pedagang |

Valuta Asing dengan menggunakan format se-

- 'bagaimana tercantum dalam Lampiran IIl.34

Laporan ini dilampiri dengan surat pernyataan

“seluruh anggota Direksi mengenai penjualan/ |
‘pencairan- seluruh aset valuta asing, menggu-
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. - nakan format sebagalmana tercantum dalam
Lamp:ran HL. 35

Xll ALAMAT PENGAJUAN PERMOHONAN !ZIN PEL-
. APORAN RENCANA KEGIATAN TERTENTU BFR,
DAN PENYAMPAIAN LAPORAN TERKAIT BPR
1. Permohonan ‘pendirian BPR ditujukan kepada:

a. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuan- |-

gan u.p. Departemen Perizinan dan. Infor-
. masi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan,
JI. M. H. Thamrin No.2 Jakarta 10350,

dengan tembusan kepada Kantor Regional -
Pengawasan Bank 1, bagi BPR yang akan.

didirikan.di wilayah Daerah Khusus lbukota
Jakarta Raya, Kabupaten atau Kota Bogor,
Depok, Tangerang, Tangerang Selatan,
Bekasi, dan Banten.

‘b. Dewan Komlsmner Otoritas Jasa Keuan-'

gan u.p. Departemen Perizinan dan Infor-
- masi Perba'nkan Otoritas Jasa Keuangan,
JI. M. H. Thamrin No.2 Jakarta 10350,
dengan tembusan Kepada Kantor Regional
atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan se-

tempat bagi BPR yang akan didirikan di luar B
wilayah sebaga|mana dimaksud pada hur-.

uf a, dengan mengacu kepada pembagnan
wilayah kerja Kantor Otoritas Jasa Keuan—
gan pada Lampiran IV.

c. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah

menyediakan sistem perizinan secara elek-

'tronls, pengajuan permohonan persetujuan. |

prinsip pendirian BPR dan izin usaha BPR
diajukan kepada Dewan Komisioner Otori-
tas Jasa Keuangan dengan mengacu pada
~mekanisme dan tata cara sebagaimana dia-
tur dalam ketentuan yang mengatur men-

‘ genai perizinan secara elektronis.
' 2 Permohonan izin selain pendlnan BPR dituju-

~ kan kepada:

a. Kantor Regional atau Kantor Otontas Jasa
Keuangan setempat dengan mengacu ke-
‘'pada pembagian wilayah kerja Kantor Re-
v gional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan
pada Lampiran IV. : ‘

b: Dalam hal Otoritas Jasa - Keuangan telah'

menvyediakan sistem perizinan secara elek-
tronis, pengajuan ‘permohonan izin selain
pendirian BPR diajukan kepada Déawan
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan den-
gan mengacu pada mekanisme dan tata

cara sebagalmana dalam ketentuan 'yang -

‘mengatur mengenal perrzrnan secara elek-'

tronis.

3. Pelaporan rencana kegiatan tertentu BPR dan

penyampalan.laporan terkait BPR

a. Pelaporan rencana kegiatan tertentu BPR
dan penyampaian Iaporéh terkait BPR ditu-
jukan kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p.

Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa

‘Keuangan setempat, dengan mengacu ke-
pada pembagian wilayah, kerja Kantor Oto-
ritas Jasa Keuangan pada Lampiran IV,
b. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah
menyediakan sistem perizinan secara elek-
tronis, penyampaian laporan rencana keg-

iatan tertentu BPR dan laporan terkait BPR.

‘diajukan kepada Dewan Komisioner Qtori-
‘tas Jasa Keuangan dengan mengacu pada

meékanisme dan tata cara sebagaimana
‘dalam ketentuan yang mengatur mengenal
- perlzman secara elektronls

XMl PENUTUP '
Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa
Keuangan ini mulai berlaku pada tangoal dltetapkan
Dengan beriakunya Surat Edaran Otoritas

Jasa Keuangan ini maka Surat Edaran Bank In- |

donesia Nomor 8/31/DKBU tanggal 12 Desember
2006 dan Nomor 12/33/DKBU tanggal 1 Desem-
~ 'ber 2010 perihal Bank.Perkreditan Rakyat dicabut
* dan dinyatakan tidak berlaku. '
' 'Agar setiap orang mengetahuinya, memer-
intahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republlk In-
donesia. :

Demikian agar Saudara maklum. -

Ditetapkan di Jakarta -

" Pada tanggal 25 Mei 2015 _
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
~ OTORITAS JASA KEUANGAN
Ttd.

‘NELSON TAMPUBOLON

~ BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
' TAHUN 2015 NOMOR 45

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknls, Lamparan tidak dimuat.

T
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PELAKSANAAN PENGAWASAN PELAYANAN INFORMASI
CUACA UNTUK PENERBANGAN

{Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
| Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015) |

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA,

. Memmbang

a. bahwa dalam rangka menjamin pelayanan mfor-

* masi cuaca untuk penerbangan yang cepat, tepat,
dan akurat untuk guna menunjang keselamatan |
perlu. dilakukan:

dan keamanan penerbangan,
pengawasan‘terhadap pelayanan informasi cuaca
untuk penerbangan;

b. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana

dimaksud pada huru_f_a, perlu menetapkan Per-
" aturan. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi,

dan Geof|5|ka tentang Pengawasan Pelayanan In-
, formasi Cuaca untuk Penerbangan,

Menglngat
1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan (Lembaran Negara Republlk Indone-
sia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran’

Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

| 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang
'Meteorologl Kllmatoiogl dan Geofisika (Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No-r

mor 139, Tambahan Lembaran Negara Republtk
Indonesia Nomor 5058);

3. Peraturan Pemenntah Nomor 5 Tahun 2010 ten- ‘
tang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lem- .

baran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 ten-
tang Penye!enggéraan Pengamatan dan Pengelo-
laan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
(Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 88,
‘Tambahan Lémbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5304); -

5: Peraturan Pemerlntah Nomor 70 Tahun 2014
tentang- Pengembangan Sumber Daya Manusia
di Bidang Meteorologi,
ka {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahin
2014 Nomor 208, Tambaharr Lembaran Negara

Klimatologi, dan Geofisi-_

Republik Indones:a Nomor 5579) :
6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 ten-
. tang Badan Meteorplogl, Kllmatolog|, dan Geo-
fisika; : :
7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 ten-
tang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorolo-
.. gi. Klimatologi, dan Geofisika;
8. Peraturan Kepala Badan. Meteorologi,
- gi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2014 tentang
* Uraian Tugas Stasmn Meteorologi;

9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Kllmatologl,'

dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Or-

_ganisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorolog,

Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi,
Stasiun Kiimatologi, -dan Geofisika;

2 Memperhatlkan

1.. Amandemen 75 Annex 3 Meteorolog:cal Service
~ for International Air Na\ngatnon Internatmnal Civil
" Aviation Organization;

2. Technical Regulation, WMO No. 48 volume I, Me-
‘teorological Service for International Air Navigation;

3. Document No. 8896 Manual of Aeronautical Me-
teroiogical Practlces Internatuonal Civil Aviation
~ Organization; ‘ ‘

MEMUTUSKAN :

.Mé‘netapkan:' o
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,

KLIMATOLOGI, DAN. GEOFISIKA  TENTANG

PENGAWASAN PELAYANAN INFORMAS] CUACA .

UNTUK PENERBANGAN

BAB |
KETENTUAN UMUM
"Pasal 1
Dalam Peraturan Kebala Badan
dimaksud dengan ‘

ini

1. .Inspektur Meteorologi Penerbangan {met inspec-
. tor) .yang selanjutnya disebut Inspektur Meteo-
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PENGUMUMANﬁ PERATURAN PEMERENTAH :

rologi merupakan pegawai aparatur snpll negara

yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan
pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan -

‘ operasional meteorologi penerbangan di stasiun
meteorologl yang mernberikan pelayanan untuk
penerbangan. " ‘ \

2.. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi
- Klimatologi, dan Geofisika. -
3. Kepala Pusat adalah pejabat eselon II yang - mem-

punyai tugas dan tanggung jawab dalam penge-

lolaan, pelayanan data dan informasi, serta per-

ingatan dini. di'bidang. meteorologi penerbangan-

dan ‘maritime.

4, Stas:un ‘Meteorologi adalah unlt pelaksana teknls

_dl lingkungan Badan Meteorologi, Klimatolog: dan
Geofisika yang memberikan pelayanan |nforma3|
cuaca untuk penerbangan.

5. International Civil
lanjutnya disingkat
penerbangan mternasmnal di bawah Perserikatan
Bangsa-Bangsa. :

6. . Badan Meteorologi Kllmatologl dan"Gedfisika
“yang selanjutnya disingkat BMKG adalah: Lem:-

baga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas -

~ dan bertanggung jawab di bidang meteorologi,
klimatologi, dan geofisika.

= BAB |l
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
. Pasal2. ‘
Peraturan Kepala’ Badan ' Meteorologi,
Klimatologi,’ dan G_elofi'silga tentang Pengawasan
Pelayanan Informasi Cuaca untuk Penerbangan

Meteorologi dalam sebaga| landasan bagi lnspektur
melakukan pengawasan terhadap pelayanan |nforma3|
i cuaca untuk penerbangan.

Pasal 3
Pengawasan pelayanan informasi cuaca untuk

penerbangan bertujuan untuk menjamin pelayanan

informasi. cuaca -untuk penerbangan vyang cepat,

tepat, dan akurat guna menun_lang keselamatan dan '

keamanan penerbangan. .

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan I(epala Badan ini-.§
persyaratan,
. kualifikasi, penmgkatan kompetenm dan pelaksanaan ;

meliputl kedudukan, tugas, fungsi,

| Inspeksn oleh Inspektur Meteoro!ogl

Awatlon Organlzatlon se-
1CAO adalah orgamsasn‘

: - BABII
KEDUDUKAN TUGAS, DAN FUNGSI’

Pasal 5
(1) Inspektur Meteorologu di hngkungan BMKG mem-
punyai. tugas melaksanakan - pengawasan terha-
~ dap pelayanan informasi cuaca untuk penerban-

gan di- Stasiun Meteorologi. ' |

(2) Pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagalmana
dimaksud pada ayat {1) dilakukan oleh unit ‘kerja
eselon Il di lingkungan. BMKG yang mempun-
Cyai tugas dan tanggung jawab dalam perumusan
kebijakan teknis, pemberian bimbingan ' teknis,
pengelolaan dan pelayanan data dan informasi serta
peringatan dini-di'bidahg meteorologi penerbangan.

Pasal 8

{1): Pengawasan pelayanan mformasu cuaca untuk
penerbangan sebagalmana dimaksud dalam Pasal

5 dllakukan pahng sedikit terhadap

a. manajemen mutu;

b. prosedur dan penerapan prosedur; dan

c. kompetensi Aeronautical Meteorology Personnel.

{2) Pelaksanaan pengawasan sebagalmana dimaksud

" pada avyat (1). merupakan pengawasan terhadap
pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan
dilakukan melalui Inspeksi.. B

{3) Inspeksi dilakukan sebagaimana dimaksud pada
"~ ayat {2) dengan melakukan pemeriksaan secara
langsung di Stasiun Meterologi.

(4) Pemeriksaan secara langsung sebagalmana di-

maksud pada ayat {3} dilakukan untuk mengeta-
© hui kesesuaian atau ketidaksesuaian pelayanan
'|nforma3| cuaca untuk penerbangan terhadap
: peraturan perundang undangan

'Pasal 7 .

_(1,}=Inspektur Meteorologl sebagalmana dlmaksud

dalam Pasal 5 ayat (1} mempunyai tugas:

a. melakukan perurusan dan penyusunan ren-

 cana pengawasan; ‘ .

b. melakukan -pengawasan"_sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan '

¢. melakukan penyusunan laporan hasal penga-
wasan. . :

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagalmana di-
Inspektur Meteorologi |

'. maksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi pengawasan terhadap:
a. prosedur pelayanan informasi cuaca untuk
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penerbangan sesuai dengan standar, norma,
pedoman kriteria sistem dan prosedur yang
telah ditetapkan;

b. sarana dan prasarana meteorologi untuk me-

mastikan bahwa penempatannya sesuai den-
gan ketentuan ICAO dan WMO, diinstalasi
" secara benar, dipelihara sesuai letaknya, dikali-

brasi secara berkala sehingga dapat menjamin

bahwa data yang dihasilkan akurat dan dapat
menunjang keberlangsungan pelayanan;
¢. sistem dan prosedur komunikasi untuk men-

- Jamm -bahwa ‘penyediaan informasi cuaca -

untuk penerbangan selalu tersedia bagi peng-
" guna dan tidak ada informasi cuaca untuk
penerbangan yang terlambat
d. pelaksanaan briefing atau peralatan visual Iam-
nya yang diberikan kepada kru maskapai pener-
bangan dan personel Air Traffic Control (ATC);

‘e. pembuatan informasi klimatologi bandara ses- .

“uai dengan standar, norma, pedoman, kriteria
sistem dan prosedur yang telah ditetapkan;

f. pemenuhan standar dan format produk infor- |

masi cuaca untuk penerbangan sesuai dengan
standar, norma, pedoman, kriteria sistem dan
prosedur yang telah dltetapkan

g. fasulltas yang menjamin bahiwa seluruh pera—

latan pengelolaan data yang dlg_unakan dalam:

akuisisi, kompilasi, komputasi, akses atau pe-
nyebaran informasi cuaca untuk penerbangan
sesuai dengan kondisi,
mampuan perangkat; ‘ .

h. pengujian dan pengkahbarasnan peralatan

i. identifikasi temuan dan/atau penyimpangan
terhadap hasil inspeksi pada pelaksanaan
prosedur pelayanan mformasa cuaca untuk
penerbangan dan :

j. identifikasi temuan dan/atau penylmpangan

.terhadap hasil inspeksi pada ‘sertifikat kom-
petensi personel pelayanan informasi cuaca
untuk penerbangan sesuai dengan standar,
norma, pedoman, kriteria sistem dan prosedur
yang telah ditetapkan.

BAB 11 .
" PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI INSPEKTUR
Pasal B ‘

Untuk menjadi Inspektur Meteorologn.harus‘_ '

memenuhi persyaratan sebagai berikut: »
pendidikan mlnlmal D Il di bidang meteorologi

konfigufasi dan ke-

PEI\IGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

b, heﬁiliki pengalaman dalam bidang meteorologi |

penerbangan paling sedikit 5 (lima) tahun;
c. telah mengikuti dan Iulus pelatlhan Inspektur Me-
‘ 'teorologl yang dibuktikan dengan Sertifikat;

~d. 'berusia minimal 25 {dua puluh lima) tahun;
e. sehatjasmanl dan’ roham yang dibuktikan dengan

surat keterangan dokter, dan

f. “menjalani tugas magang inspeksi/OJT pallng se-

- d1k|t 3 (tiga) kali pelaksanaan pengawasan.

. Pasal 9 '
- Inspektur Meteorologi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) diangkat dan diberhentikan
oleh Kepala Badan berdasarkan usulan dari Deputi

' Bidang Metéorologi.

Pasal 10
(1} ‘Penetapan sebagdai lnspektur Meteorologl berlaku
selama 5 (lima) tahun.

_(2) Setelah 5 ({fima)} tahun, Inspektur-: Meteorolog:

dapat diusulkan untuk diangkat kembali setelah
melalui training penyegaran (refres’h't[ain'mg).

, Pasal 11
Dalam hal Inspektur Meteorologi yang
bersangkutan tidak melaksanakan ‘tugas dan fungsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 'maka
diberhentikan dari Inspektur Meteorologi.

. “Pasal 12 .
- Pelaksanaan pengawasan terhadap Inspektur
Meteorologi dilakukan oleh Deputi Bidang Meteorologi.
. \"_ B ] o .
. . BABIV
PENINGKATAN KOMPETENSI
INSPEKTUR METEOROLOG!
| - Pasal 13 .
Untuk menambah- ‘wawasan dan pengetahuan

‘mengenai reguiasi yang dikeluarkanoleh ICAQ, Inspektur

Meteorologl Wajlb menmgkatkan kemampuan.

‘ = Pasa! 14
Peningkatan kemampuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 dapat berupa:

| a. On the Job.Training (OJT}; dan

b. Wofkshoplsdsialisasi/symposium tentang:
1. ICAQ International Standards and Recom-
mended Practices {SARPs) terutama Annex
-3 tentang Meteorological Service for Interna-
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PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH ' |

_ tional Air Nawga’uon,
2. ‘Document ICAO No. 8896, Document ICAQ
No. 9837, dan Document ICAO No. 9873;

- 3. Continous "Monitoring ‘Approach Universal -

‘Safety Over3|ght Audit Programme

(CMA USOAP ICAQ);

State Safety Programme (SSP);

Quality Management System {QMS);

Safety Management System (SMS);

Materi dokumen serta panduan ICAQ (Basic A|r

Navigation Planning/BANP Volume | Part VI;

8. "Fac‘ilitie‘s And Services Implementation Docu-
ment/FASID Volume II Part VI;

9. ROBEX Handbook;

10.Asia Pacific Regional SIGMET Guide;

11.Asia/ Pacific OPMET Databanks
Control Document); :

12.fungsi ICAO; dan/atau _ :

13.regulasi regional dan nasional vang terkait
pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan.

ICAO

N oo

Inter/ace

. BABV. -
 PELAKSANAAN DAN PELAPORAN .
HASIL INSPEKSI
Pasal 15
Inspektur Meteorologl dalam melaksanakan
Inspekm dilengkapi dengan Surat Penugasan dari
‘Kepala Pusat.

-

. Pasal 16 S
t {1} Pelaksanaan Inspeksi sebagaimana dimaksud
- - dalam Pasal 6 ayat {2}, harus diberitahukan oleh
Kepala Pusat melalui surat pemberitahuan Ins-
peksi kepada Kepala Stasiun Meteorologi.

(2) Surat pemberitahuan Inspeksi sebagaimaha di- i

maksud pada ayat (1) harus 'sudah diterima oleh
Kepala Stasiun Meteorologi paling lambat 7 {tu-
juh) hari kerja sebelum dilakukan Inspeksi.

{3) Surat pemberitahuan Inspeksi sebagaimana dimak- . |
sud pada ayat (2) harus melampirkan tujuan, jadwal

pelaksanaan, dan nama Inspektur Meteorofogl

Pasal 17"
(1) Inspektur Meteorologi
ran Hasil Inspeksi kepada Kepala Badan melalui

Deputi Bidang Meteorologi secara berjenjang dan |

_disampaikan juga kepada Menten Perhubungan
Republik indonesia.
{2) Laporan Hasil Inspeksi sebagaimana dimaksud pada

menyampalkan Lapo- .

. ayat (1) dilengkapi dengan rekomendasi berupa:
a. kesesuaian atau ketidaksesuaian pelayanan
_ informasi cuaca untuk penerbangan terhadap
! ‘peraturan perundang-undangan; dan .

" b. jangka waktu terhadap tindak lanjut yang ha— :

rus dllakukan

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
' Pasal 18
Da!am h al Inspektur Meteorologl yang tersedla
belum terpenuhl sesuai - kebutuhan, maka Kepala
Badan dapat menunjuk personel ‘dengan kualifikasi
tertentu guna membantu pelaksanaan pengawasan

, Pasal 19
Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai
berlaku Inspektur Meteorologl harus menyesuaikan

_ketentuanketentuan yang dlatur dalam Peraturan ini !

paling lambat 3 {tiga) tahun.

"BAB VII |
KETENTUAN PENUTUP
'Pasal20 _ ‘
Peraturan Kepala Badan ini mulal berlaku pada
tanggal diundangkan. o
Agar ~setiap orang' mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala

Badan‘ ini dengan penempatannya dalam Berlta‘

Negara Republlk Indonesna _ E ‘

’ Ditetapkan di Jakarta“
pada tanggal 19 Maret 2015
KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

S Ttd.
. ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta -
- pada tanggal 23 Maret 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA, . g
Ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBL!K INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 424

( BN )
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PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH |

PENDANAAN UNTUK UPAYA PELAYANAN KESEHATAN
| PREVENTIF DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

. {Surat Edaran Menteri Kesehatan Republlk IndoneSIa o
Nomor HK.03.03/MENKES/1 84/201-5,,tanggal 13 April 2015)

MENTERI KESEHATAN,

_Yang terhormat, -

1. Para Gubernur ' ;
2. Para Bupati/Walikota

di seluruh Indonesia -

~ Perilaku higiene dan sanitasi yang buruk akan
. mengendalikan kemungkinan‘ terjadinya . kontami-

nasi terhadap sumber air minum dan kebutuhan hi-
giene rumah tangga, lokasi rekreasi air, sungai dan
l_ingkunganl Sebagian besar rumah tangga ‘tidak/be-

lum memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi dan air ] 1.
minum, dan sebagian dari mereka juga masih rendah;

pengetahuan tentang pentingnya akses sanitasi dan air
minum yang layak untuk mendukung derajat kesehat-

an. Kebiasaan masyarakat tidak mendukung perilaku-
hidup bersih dan schat karena ketidakpahaman un--

tuk mendapatkan pengetahuan membangun fasilitas
sanitasi yang sehat dan terjangkau dan mendapatkan

kecukupan akses air minum yang layak. Sedangkan
kondisi sanitasi, higiene dan perilaku hidup sehat akan

menururikan kejadian berbagai penyakit berbasis air.

Untuk  menghindari ‘ meningkat-
nya dampak. sanitasi buruk bagi penduduk maka
perlu strategl upaya pelayanan kesehatan preventif

semakin .

di ~wilayah provm5| dan kabupaten/kota Undang-
_Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
mengamanatkan’ untukmengalokasnkan minimat 10%'.

{sepuluh persen} dari anggaran pendap’atan‘dah be-
lanja daerah provinsi/kabupateri/kota di luar. gaji un-
tuk .anggaran kesehatan, déngan prioritas  untuk
kepentingan pelayanan pub‘lik. '
Kepentingan pelayaﬁ'an publik tersebut berupa
pelayanan kesehatan baik peléy-anan preventif, promo-
tif, kuratif, dan rehabilitatif yang dibutuhkan masyara-
kat dalam meningkatkan derajat kesehatannya, yang

secara 'efisien- dan efektif deﬁga'n mengutamakan
pelayanan preventlf dan pelayanan. promotlf .

Surat Edaran ini dmaksudkan untuk menlng-
katkan pengalokasian anggaran oleh Pemerlntah Dae-

. "rah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Cuntuk upaya pelayanan kesehatan preventlf yang |
salah satunya berupa pembangunan samtaSI permuki- |

man sesuai dengan kebutuhan merujuk pada Strategi
Sanitasi Kabupaten/Kota yang dlselafaskan dengan
Roadmap SanltaS| Provinsi. .
Mengmgat ketentuan:

‘Undang—Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

~ Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran | .

_ Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Unaang Undang Nomor.23 Tahun 2014 tentang
- Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba-.
han Lgmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
i 5B87) sebagaimana telah ctiubah dengan Un- |.
" dang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 {Lembaran
Negara Republik 'Indonesia Tahun 2015 Nomor
24, Tambahan Lembaran Negara - Repubhk Indo-
‘nesia Nomor 5657);
3. Peraturan Presiden Republik !n'd_o,nesia Nomor
' 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyedi- |
. aan Air Minu_m dan Sanitasi (Lembaran Negara
- Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 389};
4. Peraluran Presiden Republik Indonesia Nomor
" 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembanguhan
Jangka. Menengah Nasional Tahun 2015-2019
. (Lembaran . _Negara Republik Indonesna Tahun -
201 5 Nomor 3); .

5. Peraturan Menten Kesehatan N0mor 3 Tahun |

- 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
(Berlta Negara Republik Indonesm Tahun 2014
Nomor 193),

pemblayaannya dlanggarkan dari APBN dan APBD .
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Sehubungan dengan hal tersebut bersama

ini'disamp_‘alkan agar Pemenntah Daerah ‘Provms_l dan

Pemerintah Daerah” Kabupatethbta dapat melak-

sanakan hal-hal sebagai berikut: )

1. Mengalokasikan minimal 10% {sepuluh persen
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
di luar gaji untuk keéehatan yvang salah satunya

- -berupa Upaya-'peningk'atan akses masyarakat ter- |

hadap air minum dan sanitasi sebagai bagian dari
upaya pelayanan kesehétah'bre\ientif.

2. Dengan mengacu kepada Stratégi Sanitasi Ka-
bupaten/Kota dan Sanitasi 'Total Berbasis Ma-
syarakat ‘Pemerintah Prov1n5| dan Pemerintah

Kabupaten/Kota wajib mengalokamkan anggaran -
kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk |

peningkatan akses air minum dan sanitasi-melalui
pemberdayaan masyarakat untuk mencapal uni-

versal access air minufm dan sanitasi Tahun 2019 | -

serta untuk- pendanaan pembangunanAsan:tam
permukiman sesuai kebutuhan. '

Demikian Surat, Edaran ini dlsampalkan untuk
dapat dllaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
. pada tanggal 13 April 201b
MENTERI KESEHATAN
" REPUBLIK INDONESIA,
' C L td. .
NILA FARID MOELOEK

Tembusah:‘ _ ) o

1.. Menteri Badam Perencanaan Pembangunan
. Nasional o '

2. ‘Menteri Dalam Negeri

3. Menteri Keuangan

4. . Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan _
5. Direktur Jenderal PP dan. PL Kementerian

- Kesehatan

{ BN )

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB

~ (Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro
Nomor 30/IA/PER/6/2015, tanggal 9 Juni 2015)

" DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .
DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO,

Memmbang
a. bahwa dalam rangka optlmallsa5| pelaksanaan Per-

aturan Menteri Perindustrian- Nomor 87 M- IND/ .

PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Na- ‘|
sional Indonesia (SNI) Minyak Goreng ‘Sawit Se--
cara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Per- |

i
F

aturan Menteri. Perindustrian Nomor 35/M-IND/ |
PER/3/2016, periu mengatur kembali Petunjuk Tek-

 donesia (SNI) Mmyak Goreng Sawit dimaksud:;

b. bahwa berdasarkan' pertlmbangan sebagalmana
dlmak_suq dalam huruf a, perlu menetapkan Per-
aturan Direktur Jenderal Industri Agro tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan-

Standar Nasional Indonesua {SNI) Minyak Goreng

 Sawit Secara Wa;lb

Menglngat . ‘
1. Peraturan Presiden Rl Nomor 29 Tahun 201 5 ten-
. . - tang Kementerian Perindustrian;

2. Keputusan PreSIden Rl Nomor 77/NI Tahun 2013

nis Pelaksanaan Pemberfakuan Standar Nasional In="

Business News 8755(16- 16-2015

- Pemberlakuan -

£

59



60

PENGUMUMAN/PERAFURAN PEMERIN AH

tentang Pemberhen‘uan dan Pengangkatan Pejabat
Eselon | di lingkungan Kementerian Perlndustrlan,.

4 3. ,Peraturan"Ment‘eri Perindustrian Nomor 105/M-
" IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Perindustrian;
4. Peraturan Menteri Penndustrlan Nomor -87/M-
IND/PER/1 2/201 3 tentang Permberlakuan, Standar
,;Nasmnal Indonesm {SNI) Mlnyak Goreng Saw:t

Secara Wajlb sebagaimana telah d|ubah dengan ‘

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-
~ IND/PER/3/2015; . '

MEMUTUSKAN :
Menetapkan

‘ PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEM- -

BERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB.

. -Pasal 1
Menetapkan: o
a. - Petunjuk Teknls

Standar Nas&onal Indonesua {SNI) Mmyak Gore-
'ng Sawit Secara Wajnb sebagalmana tercantum

Pelaksanaan Pernberlakuan

dalam Lampiran | Peraturan Direktur Jenderal ini. :

b. Skema Sertifikasi SNI Minyak Goreng Sawit

sebagaimana sebagaimana tercantum . dalam'

Lampiran Il Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2

- Petunjuk tekms dan Skema Sertifikasi. SNI se- -

bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedo-
man bagi selu’ru_h produsen, importir, lembaga atau unit
kerja vang.'t_erkait dalam ‘proses pelélésanaan pember-
lakuan SNI Minyak Goreng Sawit secara igva-jib. '

Pasal 3

Pada saat F’eraturan Dnrektur Jenderal ini |
. berlaku, Peraturan ‘Direktur Jenderal Industri Agro
Nomor 14/lA/Per/4/2014 teniang' Petunjuk - Teknis .
Pelaksanaan Pembe'rlakua_n dan Pengawasan Standar

Nasional. Indone'sia'-(SN!) Minyak Goreng Sawit Secara
Wajlb dicabut dan dinyatakan tldak berlaku

Pasal 4 .
Peraturan Dlrektur Jenderal |n| mulai berlaku -
pada tanggal dttetapkan

'Difcetapkan di Jakarta -

Pada tanggal‘ 8 Juni 2015
DIREKTUR'JENDERAL INDUSTRI AGRO
B o wde '

PANGGAH SUSANTO -

'TEMBUSAI\'I Peraturan Direktur Jenderal ini disampai-

kan kepada:

1. Menterl Perindustrian RY;

2. Kepala Badan Standardisasi Nasional RI
3. ‘Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI; .
4, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian
Keuangan Rl; - - ‘ .
5. Dlrektur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Ke—
_ menterian Perdagangan RI;
8. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negerl Ke—
. menterian Perdagangan RI; ‘

7. Direktur Jenderal Standardusasn dan Perlmdungan

Konsumen Kementertan Perdagangan RI;

8. Kepala. Badan Penelitian- dan Pengembangan In-

dustri Kementeruan Penndustnan RI;

9. Kepala Dinas yang menyelenggarakan. uru'sa'n'

pemerintaha'n bidang perindustrian Provinsi dan
‘Kabupaten/ Kota; | : ' _
Para Kepala Balai Besar dan Balai Industri di ling-
kungan Keménteria‘n' Perindustrian RI;

10.

11. St?rk'retaris Ditjen Industri Agro 'Kementeria_n
Perindustrian RI; . A
Direktur Industri Makahan, Hasil Laut dan Peri-

kanan Kementerian Perindustrian RI;

12.

13. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementeriah
Perindustrian Ri;

14. Perti‘nggal.

Catatan Redaksn :

- Karena Alasan Tekms Lamplran Tldak Dlmuat

(BN)
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PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL
MELALUI KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
MINERAL DI DALAM NEGERI |

(Peraturan Menterl Energi dan Sumber Daya Mineral R. I
Nomor 8 Tahun 2015 tanggal 4 Maret 2015) '

' DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA:
MENTEFII ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :

a.

bahwa dalam rangka mendorong, melaksanakan,
‘dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan
pengembangan mineral sebagaimana dlatur dalam
ketentuan Pasal 146 Undang- Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara perlu mengatur mengenai pengiriman

- conto ‘mineral ke luar negeri dalam rangka kerja

sama penelitian dan pengembangan mineral untuk
menunjang pengembangan kegiatan pengolahan
dan/atau pemurnian mineral di dalam negeri;

* bahwa untuk meningkatkan efektifitas serta men-

jamin kepastian hukum pelaksanaan peningkatan
nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan

- dan/atau pemurnian mirieral di dalam negeri, perlu
. mengatur kembali batasan minimum pengolahan
. dan/atau pemurnian mineral termasuk penetapan

jenis komoditas tambang mineral serta mineral
ikutannya yang belim ditetapkan batasan’ mini-
mum pengolahan dan/atau pemurniannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan 'sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-

tapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mmeral tentang Perubahan Atas Peraturan

" Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor §

1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah |
Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemur-

. nian Minerél di Dalam Negeri;

Menglngat

1.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral ‘dan Batubara (Lembaran.

‘Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,

Tambahan Lernbaran Negara Republlk Indonesna

Nomor 4959)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertamban-

‘gan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Re-

- publik Indonesia Tahun 2010. Nomor 29, Tamba-

‘han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah

" terakhir dengan Peraturan' Pemerintah Nomor 77

Tahuh 2014 {Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lemba-

. ran Negara Republik Indoriesia Nomor 5597);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 !

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyeleng-
garaan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral
dan Batubara {Lembaran Negara Republrk Indone-
sia Tahun 2010 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5142);.
Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014
tanggal 27 Oktober 2014;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mm-
eral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan
Pemasokan Kebutuhan Mineral clan Batubara
Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia

~ Tahun 2009 Nomor 546); | ~
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Min-
eral Nomor 13 Tahun 20110 tentang Organlsasy.

dan Tata Kerja Kementeriah Energi dan Sumber
Daya Mineral {Berita Negara Republik .Indonesia

Tahun 2010 Nomor 552) sebagaiména telah dua °

kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor -
30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indone-

sia Tahun 2014 Nomor 1725); .
Peraturan Menteri Energl dan Sumber Daya Miner-
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' PERATURAN. MENTERI

al Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan era:

Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan
. Pemurnian Mineral di Dalam N'egeri' {Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

ENERGI |
DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PER-

| ATURAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEN-

INGKATAN' NILAI TAMBAH MINERAL MELALUI KE-

GIATAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL
DI DALAM NEGERI.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Men-

teri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun

2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Me- . |

laluf . Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di
Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Ta-
hun 2014 Nomor 35) diubah sebagai berikut: .
L. _Ketentuan ayat (5) Pasal 4 diubah sehlngga Pasal
‘4 berbunyl sebagai berikut: -
‘Pasal 4

(n Produk samping atau s1sla hasﬂ pemurnian:
~ komoditas tambang mineral logam tembaga
- berupa lumpur anoda dan tembaga telurid

Wajib dilakukan peningkatan kemurnian lebih
lanjut di dalam negeri sesuai dengan batasan
minimum pemurnian kemoditas tambang min-

eral logam sebagaimana tercantum dalam ;
Lampiran | yang merupakan bagian tidak ter-

pisahkan dari Peraturan Menteri ini. _
{2) Produk samping atau sisa hasil pengolahan ko-
moditas tambang mineral logam timah berupa
konsentrat zirkon, ilmenit, rutil, monasit, dan
senotim Wajib. dilakukan pengolahan dan/
" atau pemurnian di dalam negeri sesuai den-
gan batasan minimum pengolahan dan/atau

pemurnian komodutas tambang mineral Iogam R

sebagalmana tercantum dalam Lampiran |
yang merupakan bagian tidak terplsahkan dari
Peraturan Menteri ini..

{3) Produk’ -samping atau sisa hasil pemurnian . .

" konsentrat timah berupa terak wajib dilaku-
kan pemurnian di dalam negeri sesuai dengan
batasan minimum pemurnian komoditas tam-

“bang mineral logam sebagaimana tercantum. |

dalam Lampiran | yang merupakan bagian ti-

DAN SUMBER
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dak terplsahkan darl Peraturan Menterl ini.

{4} Produk samping atau sisa hasil pemurnian ko-
moditas tambang mineral logam timbal dan
seng berupa emas dan perak wajib dilakukan
pemurnian di dalam negeri sesuai dengan ba-

. tasan minimum pemurnian komeoditas tam-
bang min'eral'!o_gam sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | yang merupakan bagian ti-

- dak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (5) Produk samp:ng atau sisa hasil pemurnlan ko-

~ moditas tambang mineral logam besi berupa

© Terak Wajib dilakukan pemurnian di dalam
negeri sesuai dengan batasan minimum’
.pemurnian komoditas tambang mineral logam
‘'sebagaimana tercantum dalam Lampiran |

yang merupakan baglan tidak terp:sahkan dari |’

Peraturan .Menteri ini.

(6) Produk samplng atau sisa hasil pengo!ahan
komoditas tambang mineral bukan logam
yang masih mengandung unsur atau mineral
'Iogam yang bernilai ekonomls Wajlb dilakukan -
pengolahan dan pemurnian di dalam negeri
sesuai dengan batasan minimum pengolahan -

. dan pemurnian komoditas tambang mineral.

logam sebagaimana tercantum dalam Lampi-
ran | yang merupakan bagian tidak terp:sah- _
kan dan Peraturan Menten ini. :

2 Ketentuan ayat {2), ayat (3) Dan ayat {4} Pasal 6
dlubah sehingga Pasal 6 berbunyl sebagai berikut:
: - Pasal 6 .

{1) Kerja sama pengolahan dan/atau pemurnian’
' sebagaimana‘dimaksud_dalam Pasal 5 ayat (3}
dapat berupa:

a. jual beli Bijih {raw material atau ore) atau
Konseritrat; atau

b. kegiatan untuk melakukan proses pengola-‘
han dan/atau pemurnian.

'{2) Rencana kerja sama pengoiahan dan/atau
pemurnian sebagaimana  dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat ‘dilaksanakan setelah
mendapatkan- rekomendasi dan ‘

j a. Menteri apabila:

" 1. rencana kerja sama dilakukan antara 7
Pemegang IUP Operasi Produksi atau
IUPK Operasi Produksi yang dite‘rb!'tkan

oleh Menteri dengan:
a) IUP Operasi Produksi la:nnya atau |
IUPK- Operasi Produksi Iamnya yang °
~ diterbitkan oleh Menteri; o
‘b} IUP Operasi Produksi lainnya yang
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diterbitkan oleh gubernur danlatau " ;
"¢} IUP Operasi . Prodiksi _khusus un-. |

tuk pengolahan dan/atau pemurriian_ﬂ -

yang diterbitkan oleh. Menteri.
. 2. rencana kerja sama. dilakukan antara.
pemegang IUP Operasi Produksi yang
- diterbitkan ofeh" 2 (dua) gubernur yang
berbéda; dan-
3. rencana kerja sama ‘dilakukan- antara -
pemegang IUP Operasi Produksi yang

diterbitkan oleh gubernur dengan IUP bR

-Operasi Produksi khusus untuk pengo-
lahan dan/atau pemurnian yang drterblt-
© kan oleh Menteri. ‘
b. gubernur apablla rencana keria sama di- .
© lakukan- antara: pemegang [UP Operasu
Produksi yang dlterbitkan oleh gubernur
. dengan: _
1. IUP Operasi Produksi Ialnnya yang dlter—
bitkan oleh gubernur dalam 1 (satu)
' provinsi; dan/atau , o
2. 1UP Operasi Produksi khusus untuk
' pengolahan dan/atau pemurnian yang
diterbitkan oleh gubernur dalam 1 (satu) |
. provinsi. i
(3) IUP Operasi Produksi khusus untuk- pengola-
han danlatau ‘pemurnian sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 5 ayat 3 diberikan oleh Men- |
teri atau gubernur sesuai dengan ketentuan 2
peraturan perundang-undangan.

(4} Dalam hal pemegang IUP Operasi Produk- |

, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi

Produks‘i khusus untuk pengolahan dan/atau '

pemurnian melakukan pengolahan dan/atau
pemurnian bijih (raw material atau ore); kon-
~ sentrat, atau produk antara Mineral yang be-
" rasal darl luar negeri, rencana kerja samanya §

dengan pemasok “Waijib mendapatkan reko- i ‘

“mendasi dari Menterl

- 3. Dianfara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan {dua)

- Pasal, yakni Pasal 9A dan Pasal 9B yang berbunyn
sebagai berikut:

Pasal SA - ‘

{1} Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK ‘Eksplora-

si, IUP"Op'erasi -Produksi, 'da_n IUPK Operasi

Produksi mineral logam, mineral bukan lo-

gam, dan batuan, serta lUP Operasi Produksi !

' khusus. untuk: pengolahan dan/atau pemur-

nian dapat melakukan kerja sama. penelitian
dan pengembangan mlneral untuk menunjang !

1

[

rencana pembangunan dan pengembangan
keglatan pengolahan ‘dan/atau pemurnlan di
dalam negeri dengan: -
a. lembaga penelitian dan pengembangan
pada Kementerian yang menyelenggarakan
Curusan pémerintahan'di bidang pertamban:-
gan mineral;. '
b. lembaga penelitian’ ‘dan pengembangan
lainnya 'yang kompeten;
' ¢. perguruan tinggi; danlatau
- d. pihak lain di luar negeri.
12) Kerjasama sebagaimana dimaksud pacla ayat
" (1) huruf d hanya dapat dilakukan apablla
a. belum dapat dilakukan di dalam negeri;
- dan/atau :
b. dalam rangka uji kesesuaian teknologi yang
akan digunakan di dalam-heg_éri.

(3) Dalam melakukan kerja sama -penelitian' dan

pengembangan’ mineral sebagaimana dimak-
sud pada .ayat {1) huruf d, pemegang [UP
Eksplorasi, |UPK Eksplorasi, IUP Operasi
Produksi, dan IUPK- Operasi Produksi mineral
'Iogam mlneral bukanlogam dan batuan, serta
IUP Opera3| Produksi. khusus untuk pengolah-
an dan/ataupemurnlan dapat mengirim conto
mineral_ke fuar negeri setelah mendapatkan
persetujuan dari Direktur Jenderal Perdagan-
gan Luar Negerl Kementerian Perdagangan
(4) Sebelum mendapatkan persetujuan ' seb-
agaimana dimaksud pada ayat {3), pemegang
lup Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi
- Produksi, dan IUPK Operam Produksi miner-
al logam, mineral bukan logam, dan batuan,
serta IUP Opera5| Produksi khusus untuk pen-
golahan dan/atau pémurni'an Wajib mendapat-
kan rekomendasi dari Direktur Jenderal atas
.nama Menteri.

(5) Permohonan rekomendasi sebagalmana di- -

maksud pada ayat (4) diajukan kepada Men-
© teri c.g. Dlrektur Jenderal dengan - mencan-
tumkan: -
a. maksud dan tujuan penglrlman conto min-
* eral ke luar negeri; -
b. jenis dan jumiah conto mmeral dan
c. negara tujoan.

(6) Direktur Jenderal atas nama Menterl melaku-
terhadap permohonan seb- -

kan evaluasi
agaimana dimaksud pada ayat {5).

"(7) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat {6), Direktur Jenderal atas nama
- Menteri rhef]erbitAkan rekomendasi dalam jang-
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ka Waktu paling lambat 14 (empat belas) han'

kerja terhitung sejak permohonan diterima se-
cara lengkap dan benar.
(8) Pemegang IUP Eksplorasi,
, IUP Operasi.Produksi, dan IUPK Operasi
_ ProdukS| mineral logam, mineral bukan logam,
. dan batuan, serta |UP QOperasi Produksi khu-
sus’ untuk pengolahan dan/atau -pemurnian
Waijib menyampaikan laporan hasil penelitian
dan pengembangan Mineral melalui pengiri-
man conto Mineral ke luar negeri kepada Meri-
teri c.q. Direktur Jenderal. -

_ Pasal 9B _ ‘
Kewajiban pemenuhan batasan mini-
" mum pengolahan dan/atau pemurnian mineral
- dalam ketentuan" Peraturan Menteri - ini tldak
‘berlaku untuk penelitian dan pengembangan

mineral melalui pengiriman conto Mineral ke luar .
negeri sebagaima'na dimaksud dalam Pasal 9A.

‘Ketentuan Pasal 10 diubah sehlngga Pasal 10
berbunyi sebagai berikut: :

. ~ Pasal 10
Jenis komodltas tambang mineral yang belum

fuar negeri setelah jenis produk dan batasan mini-
mum pengolahan dan/atau pemurniannya ditetap-
kan oléh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

. Diantara'Pasal 12 dan Pasal 13 d|$|5|pkan 2 (dua) .
Pasal, yakni Pasal 12A dan Pasal 12B yang ber—‘
bunyi sebagai berikut: : :

Pasal 12A°
- Pemegang Kontrak Karya yang akan menglrlm
conto mineral ke luar negeri Wajib menglkutl ke-
tentuan dalam Peraturan Menteri ini.

_ ~ Pasal 12B :
{1) Gubernur memberikan rekomendasi atas ren-
_cana kerja sama pengolahan dan/atau pemur-
nian yang dilakukan oleh pemegang IUP Oper-

asi Produksi dan IUP Operas'IPrbduksi khusus -

untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang
. diterbitkan olleh bupati/Walikota sebelum ber-
lakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun

'JUPK Eksplora-

'tercantum dalam Pasal 3 ayat (4}, Pasal 3 ayat
(5), dan Pasal 3 ayat {6) hanya dapat dijual ke !

20714 tentang - Pemerintaban Daerah sesuai !

~ini.

(2) Rencana kerja sama pengolahan danlatau

dengan ketentuan dalam Peraturan Menten,

. pemurma-n,_yang dilakukan oleh pemegang IUP
Operasi Produksi dan IUP Operasi Produksi
khusus untuk pengolahan dan/atau. pemur-
‘nian yang diterbitkan oleh bupati/Walikota

mendasi dari Menteri, gubernur, atau bupati/

Walikota sesuai dengan kewenangannya se- |

- belum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 |
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

. dinyatakan tetap berlaku sampal jangka Wak-
tunya berakhir.

6. .Lal;npiran | diubah, sehingga menj'adi sebagairﬁana

- tercantum dalam Lampiran | yang merupakan ba-
gian tidak terpisahkan ldari Peraturan Menteri ini. -

7. Lampiran It diubah, sehingga menjadi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran. 1l yang merupakan ba-
_gian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

8. 'Lampiran Il diubah, sehingga menjadi sebagaimana '

~ tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan ba- .
gian tidak terpisahkan dari Pe'réturan'Menteri ini.

PasaI Hho
Peraturan Menterl ini mulai berlaku pada tang—
gal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahumya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ‘ini dengan
penempatannya daIam Berita Negara Repubilk Indo-

nesia.
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- Karena Alasan Teknis, Lampiran Tidak Dimuat.
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